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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses sistematis 

yang dilakukan untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah 

dalam mengembangkan suatu daerah. Perencanaan pembangunan 

dilakukan dengan mengorganisir sumber daya, merancang kebijakan, 

dan program untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan 

dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di suatu daerah. 

Perencanaan pembangunan didahului dengan mengukur kinerja 

pembangunan dari masa sebelumnya sehingga dapat direncanakan 

aktivitas pembangunan di masa depan. Perencanaan pembangunan 

daerah mencakup perencanaan jangka waktu 20 tahun yaitu Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), perencanaan jangka 

waktu 5 tahun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD), dan perencanaan jangka waktu 1 tahun yaitu Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD). Di tingkat perangkat daerah, meliputi 

perencanaan jangka waktu 5 tahun yaitu Rencana Strategis (Renstra) 

Perangkat Daerah, dan perencanaan jangka waktu 1 tahun yaitu 

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. 

 

 

Gambar 1.1. Dokumen Perencanaan Daerah dan Perencanaan 

Perangkat Daerah  

Jangka waktu 20 
tahun

RPJPD

Jangka waktu 5 
tahun

RPJMD

Renstra PD

Jangka waktu 1 
tahun

RKPD

Renja PD
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Pada tahun 2025 telah dilantik Gubernur dan Wakil Gubernur 

Kepulauan Riau Masa Jabatan 2025-2030. Sebagai penjabaran dari visi, 

misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur, dilakukan 

penyusunan RPJMD. Dalam rangka mengimplementasikan RPJMD, 

maka perlu disusun Renstra Perangkat Daerah yang merupakan 

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.  

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau 

Tahun 2025–2029 mempunyai kedudukan yang sangat penting, yaitu 

sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam membantu Gubernur dalam 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan 

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang 

ditugaskan kepada daerah. Selain itu, Renstra juga sebagai 

implementasi dalam rangka mendukung perwujudan visi yang telah 

ditetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau yaitu: 

"Kepulauan Riau Maju, Makmur, dan Merata". Dokumen Renstra 

berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan 

pembangunan daerah Bidang Kelautan dan Perikanan selama kurun 

waktu tahun 2025-2029. Renstra menjadi solusi atas permasalahan 

pembangunan daerah yang dihadapi dalam bidang kelautan dan 

perikanan.  
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Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau berpedoman pada RPJMD Provinsi Kepulauan 

Riau Tahun 2025-2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan 

memperhatikan hasil evaluasi Renstra Tahun 2021-2026, Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan 

Riau Tahun 2025-2045.  

Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen 

perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

Gambar 1.2. Keterkaitan Dokumen Renstra dan Dokumen 

Perencanaan Lainnya 

 

Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 

2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, 

akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, 
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dan berkelanjutan. Renstra disusun dengan menggunakan beberapa 

pendekatan, meliputi: pendekatan teknokratik; pendekatan partisipatif; 

pendekatan politis; pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; 

pendekatan holistik-tematik; pendekatan integratif; dan pendekatan 

spasial.  

 

 

Gambar 1.3. Pendekatan dalam Penyusunan Dokumen Renstra 

Dinas Kelautan dan Perikanan 

 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan 

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 

tahun. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan 

tahapan sebagai berikut: 

1. Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-

2029. Pada tahap ini dilakukan Pelaksanaan orientasi penyusunan 

Renstra Perangkat Daerah; Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun 

Renstra Perangkat Daerah; Analisis data evaluasi hasil 

pembangunan 5 (lima) tahun terakhir; Inventaris data dan informasi 

perencanaan pembangunan daerah lainnya; dan Hal-hal yang 

diperlukan dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah. 

Teknokratik

Partisipatif

Politis

Atas-bawah 
dan bawah-

atas

holistik-
tematik

Integratif

Spasial
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2. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra Perangkat Daerah 

Tahun 2025-2029. Pada tahap ini dilakukan penyusunan 

Pendahuluan; Gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu 

strategis perangkat daerah; Tujuan, sasaran, strategi dan arah 

kebijakan; Program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja 

penyelenggaraan bidang urusan; dan Penutup. 

3. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Pada tahap ini 

Bappeda menyampaikan surat edaran Kepala Daerah kepada kepala 

Perangkat Daerah dengan melampirkan Ranwal RPJMD. 

Selanjutnya Perangkat Daerah melakukan Penyusunan Rancangan 

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang merupakan 

proses penyempurnaan Ranwal Renstra Perangkat Daerah Tahun 

2025-2029 menjadi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 

2025-2029 berdasarkan surat edaran Gubernur tentang 

penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah. 

4. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Pelaksanaan 

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dikoordinasikan 

oleh Bappeda dengan pendekatan tematik yang melibatkan PD 

terkait. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 

dilaksanakan untuk menyepakati keluaran (output) utama Renstra 

Perangkat Daerah, termasuk keluaran (output) untuk melaksanakan 

program kepala daerah, dan keterhubungan keluaran (output antar-

Renstra Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja hasil (outcome) 

tematik pembangunan. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat 

Daerah Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melibatkan 

pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi 

Perangkat Daerah, dan Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas 

Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dirumuskan dalam berita acara 

kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan 

ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan 

yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat 

Daerah. 



I-6 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

 

 

5. Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Pada tahap ini 

Perangkat daerah melakukan penyempurnaan Ranwal Renstra 

Perangkat Daerah menjadi Rancangan Renstra Perangkat Daerah 

berdasarkan berita acara kesepakatan Forum Perangkat 

Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Setelah pelaksanaan Forum 

PD/Lintas Perangkat Daerah, kepala PD menyampaikan Rancangan 

Renstra Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk 

diverifikasi. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan 

Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal 

RPJMD dan mengakomodasi hasil Berita Acara Forum Perangkat 

Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Perangkat daerah 

menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah 

berdasarkan hasil verifikasi Bappeda. Rancangan Renstra Perangkat 

Daerah yang telah disempurnakan dijadikan sebagai bahan 

penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan 

RPJMD. 

6. Perumusan Rancangan Akhir (Rankhir) Renstra Perangkat Daerah 

Tahun 2025-2029. Perumusan Rankhir Renstra Perangkat Daerah 

Tahun 2025-2029 merupakan proses penyempurnaan Rancangan 

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi Rankhir 

Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Perda tentang RPJMD 

Tahun 2025-2029. Perumusan Rankhir Renstra Perangkat Daerah 

dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, 

program/kegiatan/ sub kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan 

strategi, arah kebijakan, program prioritas yang ditetapkan dalam 

Perda tentang RPJMD. 

7. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap 

Rankhir Renstra Tahun 2025-2029. Rancangan Akhir Renstra 

Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 direviu oleh APIP. Hasil Reviu 

APIP terhadap Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 

disampaikan kepada Perangkat Daerah; dan Perangkat Daerah 

menyempurnakan Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-

2029 berdasarkan Hasil Reviu APIP. 
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8. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah. Pada tahap 

ini Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Akhir Renstra 

Perangkat Daerah yang telah disempurnakan berdasarkan Hasil 

Reviu APIP kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi sebelum 

ditetapkan; Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, 

strategi, arah kebijakan, program prioritas, program, kegiatan, dan 

sub kegiatan pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah 

sudah selaras dengan Perda RPJMD Tahun 2025-2029. Apabila hasil 

verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda menyampaikan 

saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir 

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 kepada Perangkat 

Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi tersebut, Kepala 

Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra 

Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. 

9. Penetapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pada tahap 

ini, Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang telah 

disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah 

kepada kepala Bappeda untuk dilakukan proses penetapan Renstra 

Perangkat Daerah. Bappeda menyampaikan Rankhir Renstra 

Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang telah diverfikasi kepada 

Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan 

Perkada. Penetapan Perkada Renstra Perangkat Daerah Tahun 

2025-2029 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda tentang 

RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan. 
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Gambar 1.4 Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan 

Perikanan Tahun 2025-2029 

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau 

tahun 2025-2029 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana 

Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau 

sebagai dokumen rencana rencana pembangunan tahunan di tingkat 

Perangkat Daerah.  

 

1.2 Dasar Hukum 

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 sebagai berikut: 

1. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4237); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Persiapan Penyusunan 
Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Rancangan 
Awal (Ranwal) Renstra 

Perangkat Daerah

Penyusunan Rancangan 
Renstra Perangkat Daerah

Forum Perangkat 
Daerah/Lintas Perangkat 

Daerah

Verifikasi Rancangan 
Renstra Perangkat Daerah

Perumusan Rancangan 
Akhir (Rankhir) Renstra 

Perangkat Daerah 

Reviu Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah (APIP) 
terhadap Rankhir Renstra 

Verifikasi Rancangan 
Akhir Renstra Perangkat 

Daerah

Penetapan Renstra 
Perangkat Daerah Tahun 

2025-2029
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Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5490); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856);  

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);  

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6042);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5941);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6633); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara 

Tahun 202 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6639); 

13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-

2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312);  

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang 

Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);  

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang 

Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1447), sebagaimana telah beberapa kali dimutakhirkan, 

terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 

tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 

tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam 

Pembangunan Di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7);  

20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah 

https://paralegal.id/peraturan/keputusan-menteri-dalam-negeri-nomor-900-1-15-5-3406-tahun-2024/
https://paralegal.id/peraturan/keputusan-menteri-dalam-negeri-nomor-900-1-15-5-3406-tahun-2024/
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Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 39); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau 

Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau 

Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau Nomor 43); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67); 

24. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata 

Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau 

Tahun 2023 Nomor 909). 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kepulauan Riau Tahun 2025 - 2029 adalah menjadi acuan 

dan pedoman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan 

Riau dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

dan tugas umum pemerintahan selama periode 2025-2029 dengan tugas 

pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan 

Riau. 

Tujuan penyusunan rancangan Renstra Dinas kelautan dan 

Perikanan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut.  

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program 

dan kegiatan pembangunan untuk mengatasi permasalahan/isu 
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strategis sesuai tugas dan fungsi Dinas kelautan dan Perikanan 

dalam mendukung Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil 

Gubernur tahun 2025-2029. 

2. Menyediakan tolok ukur kinerja pencapaian tujuan, sasaran, 

program dan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2025-2029 sebagai 

dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas 

Kelautan dan Perikanan. 

3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah 

dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas kelautan dan 

Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan dokumen 

perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025-2029. 

 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah sebagai 

berikut : 

Bab I  PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi tentang Latar belakang, Dasar hukum 

penyusunan, Maksud dan tujuan, dan Sistematika penulisan 

Renstra Dinas kelautan dan Perikanan. 

Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN

 ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

  Bab ini berisi tentang Gambaran Pelayanan Dinas kelautan 

dan Perikanan, meliputi: Tugas, fungsi dan struktur Perangkat 

Daerah; Sumber daya Perangkat Daerah; Kinerja pelayanan 

Perangkat Daerah, Kelompok sasaran layanan, Mitra 

Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan, Dukungan 

BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah, dan 

Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat 

Daerah, dan Permasalahan dan lsu Strategis Perangkat 

Daerah, meliputi: Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, 

dan Isu strategis. 
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Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

  Bab ini berisi tentang Tujuan Renstra Dinas kelautan dan 

Perikanan Tahun 2025-2029, Sasaran Renstra Tahun 2025-

2029; Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan 

sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan Arah kebijakan 

Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran 

Renstra Tahun 2025-2029. 

Bab IV  PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA 

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

  Bab ini berisi tentang Uraian Program, Kegiatan dan 

Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu 

indikatif, Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung 

program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan 

pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 

melalui lndikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, dan 

target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 

Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). 

Bab V PENUTUP 

  Bab ini berisi tentang kesimpulan penting substansial, kaidah 

pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi 

terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 

berdasarkan urusan pemerintahan daerah. 
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BAB II 
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
 

 

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan 

2.1.1. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi 

2.1.1.1. Struktur Organisasi 

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 

2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan 

Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Kepulauan Riau. Susunan organisasi perangkat daerah adalah 

sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, terdiri atas : 

1. Subbagian Keuangan; dan 

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan 

d. Bidang Perikanan Tangkap 

e. Bidang Perikanan Budidaya 

f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran 

g. Cabang Dinas Kelautan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas; 

dan 

h. Kelompok Jabatan Fungsional
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Kepulauan Riau 

 

2.1.1.2. Uraian Tugas  

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan 

Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat 

Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau 

mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan 

urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang 

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang 

ditugaskan kepada daerah. Uraian tugas dan fungsi masing-

masing jabatan sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan 

Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan 

dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut : 

 

 

 

Kepala Dinas

Bidang Kelautan, 
Konsevasi dan 
Pengawasan

Bidang Perikanan 
Tangkap

Bidang Perikanan 
Budidaya

Bidang Pengolahan 
dan Pemasaran

Cabang Dinas Sekretariat

Sub Bagian 

Keuangan

Sub Bag Umum 

dan KepegawaianUPTD
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1. Kepala Dinas  

a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Kelautan, 

Konservasi dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, 

Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran, 

Cabang Dinas Kelautan dan Unit Pelaksana Teknis 

Daerah;  

b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Kelautan, 

Konservasi dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, 

Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran, 

Cabang Dinas Kelautan dan Unit Pelaksana Teknis 

Daerah;  

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

Sekretariat, Kelautan, Konservasi dan Pengawasan, 

Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan 

dan Pemasaran, Cabang Dinas Kelautan dan Unit 

Pelaksana Teknis Daerah;  

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, 

Kelautan, Konservasi dan Pengawasan, Perikanan 

Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan 

Pemasaran, Cabang Dinas Kelautan dan Unit Pelaksana 

Teknis Daerah; 

e. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat 

daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme 

akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, 

pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;  

f. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;  

g. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui 

Sekretaris Daerah; dan  

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 
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2. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan 

penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, 

kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, barang milik 

negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu 

Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan bidang-bidang. 

Dalam melaksanakan tugas sekretariat menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyusunan dan Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan 

terkait perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan 

kepegawaian;  

b. Pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan 

reformasi birokrasi perangkat daerah;  

c. penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan 

program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka 

menengah dan jangka panjang perangkat daerah; 

d. penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan 

dokumen anggaran;  

e. penyiapan dan menyusun bahan terkait ketatalaksanaan;  

f. penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, 

tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, bahan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup perangkat 

daerah;  

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program 

kerja perangkat daerah;  

h. pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan 

reformasi birokrasi perangkat daerah;  

i. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan 

Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;  

j. penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan 

Perangkat Daerah;  
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k. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; 

dan 

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.  

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala 

Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

 

3. Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan 

Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan 

kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi 

dan pelaporan terkait pendayagunaan pesisir dan pulau-

pulau kecil, konservasi dan sumberdaya hayati, pengawasan 

sumberdaya kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan 

tugasnya Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi 

dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait 

pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi 

dan sumberdaya hayati, pengawasan sumberdaya 

kelautan dan perikanan; 

b. pelaksanaan Penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, 

pembinaan dan pengendalian teknis aspek pengelolaan 

ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas 

bumi, penyusunan dan penetapan rencana zonasi atau 

materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, 

rehabilitasi dan mitigasi bencana wilayah pesisir dan 

pulau pulau kecil; 

c. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan 

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kebijakan 

reklamasi pantai, mitigasi bencana alam dan kerusakan 

lingkungan pesisir dan laut termasuk sumberdaya alam 

di wilayah laut; 
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d. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi 

pendayagunaan pulau-pulau kecil meliputi 

pengembangan gugus pulau, penataan lingkungan, 

penguatan masyarakat adat dan lokal, dan 

pendayagunaan pulau-pulau terluar; 

e. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi 

pendayagunaan pesisir meliputi pesisir terpadu, restorasi 

pesisir, reklamasi dan pengembangan kawasan, mitigasi 

bencana dan adaptasi perubahan iklim; 

f. pelaksanaan Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu 

Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta 

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; 

g. pelaksanaan pemantauan pelaksanaan urusan 

pemerintahan provinsi aspek pendayagunaan pesisir dan 

pulau-pulau kecil; 

h. pelaksanaan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi 

dan menyelenggarakan pemantauan terhadap 

permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan 

hibah/bantuan sosial aspek pendayagunaan pesisir dan 

pulau-pulau kecil; 

i. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, 

pembinaan, penataan, pengelolaan dan pengendalian 

teknis aspek kawasan konservasi dan keanekaragaman 

sumberdaya hayati; 

j. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan perlindungan, 

pelestarian keanekaragaman, pemanfaatan konservasi 

dan keanekaragaman hayati, serta kemitraan dan 

pengembangan sarana prasarana konservasi; 

k. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan, 

pemetaan dan penyerasian dan pengharmonisasian 

pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut, pengaturan 

konservasi, pencegahan pencemaran, rehabilitasi 

sumberdaya pesisir serta pengelolaan kekayaan laut; 
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l. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan 

wilayah laut, pencegahan pencemaran, kerusakan 

sumberdaya ikan, dan rehabilitasi sumberdaya pesisir, 

pulau-pulau kecil dan laut serta lingkungannya; 

m. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan 

dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi, kawasan 

konservasi perairan dan rehabilitasi perairan; 

n. pelaksanaan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi 

dan menyelenggarakan pemantauan terhadap 

permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan 

hibah/bantuan sosial aspek konservasi dan 

keanekaragaman sumberdaya hayati; 

o. pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi di wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari 

pemerintah pusat; 

p. pelaksanaan penyampaian bahan saran pertimbangan 

mengenai aspek konservasi dan keanekaragaman 

sumberdaya hayati sebagai bahan perumusan kebijakan 

Pemerintah Daerah; 

q. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, 

pembinaan, penataan, pengelolaan dan pengendalian 

teknis aspek kawasan Pengawasan Sumberdaya Kelautan 

dan Perikanan; 

r. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pengawasan 

pemanfaatan sumberdaya ikan, Pengawasan Usaha 

Perikanan Tangkap dan Usaha Perikanan Bidang 

Pembudidayaan Ikan di wilayah laut sampai dengan 12 

mil; 

s. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi penyidikan 

tindak pidana, penanganan barang bukti, awak kapal, 

tindak lanjut pidana kelautan dan perikanan serta 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan dan 

kerjasama penegakan hukum; 
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t. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pembinaan, 

pemantauan dan pengendalian teknis pelaksanaan 

urusan pemerintahan aspek pengawasan sumberdaya 

kelautan dan perikanan; 

u. pelaksanaan Pengembangan Kelompok Masyarakat 

Pengawas (POKMASWAS); 

v. pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan, 

Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap, Pengawasan 

Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan dan 

Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan sampai 

dengan 12 mil; 

w. pelaksanaan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, 

pemantauan terhadap permohonan bantuan keuangan 

dan hibah/bantuan sosial serta realisasi aspek 

pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; 

x. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan 

dengan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

dan 

y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

4. Bidang Perikanan Tangkap 

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, 

pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait 

pengelolaan sumber daya ikan dan kenelayanan, kapal 

perikanan dan alat penangkap ikan dan pelabuhan 

perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perikanan 

Tangkap menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi 

dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait 

pengelolaan sumber daya ikan dan kenelayanan, kapal 

perikanan dan alat penangkap ikan, dan pelabuhan 

perikanan. 
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b. pelaksanaan melaksanakan koordinasi penyusunan dan 

menghimpun bahan kebijakan teknis pengelolaan 

sumberdaya ikan dan kenelayanan; 

c. pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perikanan 

tangkap, aspek pengelolaan sumberdaya ikan dan 

kenelayanan; 

d. pelaksanaan pendataan produksi hasil perikanan, 

penyusunan statistik perikanan tangkap dan pembinaan 

kelembagaan nelayan; 

e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian teknis 

aspek dan fasilitasi pengelolaan sumberdaya ikan dan 

kenelayanan; 

f. pelaksanaan kebijakan sistem informasi kenelayanan dan 

penguatan, kapasitas kelembagaan, sistem akses 

permodalan, promosi dan investasi di bidang perikanan 

tangkap; 

g. pelaksanaan verifikasi, rekomendasi, pemantauan 

terhadap permohonan bantuan keuangan dan 

hibah/bantuan sosial serta realisasi aspek Pengelolaan 

Sumber Daya Ikan dan Kenelayanan; 

h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan 

Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

i. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan koordinasi, 

pembinaan dan pengendalian teknis izin usaha kapal 

perikanan dan alat penangkap ikan serta pengembangan 

dan penyebarluasan teknologi penangkapan ikan yang 

produktif dan ramah lingkungan; 

j. pelaksanaan pengendalian dan pertimbangan teknis izin 

usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan dan 

pemanfaatan alat bantu penangkapan ikan di wilayah laut 

dan perairan umum, pengadaan kapal penangkap ikan 

dan kapal pengangkut ikan, serta pendaftaran kapal 

perikanan dengan ukuran 1 GT s/d 30 GT; 
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k. pelaksanaan pengendalian kegiatan, pemantauan dan 

evaluasi penggunaan kapal perikanan dan alat 

penangkapan ikan; 

l. pelaksanaan verifikasi, rekomendasi, pemantauan 

terhadap permohonan bantuan keuangan dan 

hibah/bantuan sosial serta realisasi aspek Kapal 

Perikanan dan Alat Penangkap Ikan; 

m. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan 

Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

pelaksanaan kegiatan perlindunghan kepastian berusaha 

terhadap usaha Industri Kimia Hilir; 

n. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian 

serta menghimpun bahan kebijakan teknis pelabuhan 

perikanan meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis 

data serta penyusunan sistem informasi potensi 

Pelabuhan Perikanan; 

o. pelaksanaan kebijakan pembangunan, pemanfaatan dan 

pemeliharaan Pelabuhan Perikanan, kebijakan rencana 

pembangunan/rehabilitasi serta penetapan lokasi 

pelabuhan perikanan baru dan kebijakan pembangunan 

jasa-jasa pelabuhan perikanan; 

p. pelaksanaan kebijakan standarisasi teknis Pelabuhan 

Perikanan di wilayah laut dan perairan umum, kebijakan 

tata operasional pelabuhan perikanan dan koordinasi 

kesyahbandaran dan pemantauan dan evaluasi teknis 

pelabuhan perikanan; 

q. pelaksanaan verifikasi, rekomendasi, pemantauan 

terhadap permohonan bantuan keuangan dan 

hibah/bantuan sosial serta realisasi aspek pelabuhan 

perikanan; 

r. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan 

Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis SDM industri 

tekstil. 

 

5. Bidang Perikanan Budidaya 

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, 

pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait 

produksi dan usaha, sarana dan prasarana, kesehatan ikan 

dan lingkungan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang 

Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi 

dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait produksi 

dan usaha, sarana dan prasarana, kesehatan ikan dan 

lingkungan. 

b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, 

pengembangan usaha pembudidayaan ikan, fasilitasi dan 

penerbitan izin usaha, pendataan sarana prasarana, dan 

produksi perikanan budidaya; 

c. pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perikanan 

budidaya meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis 

data, pengumpulan data statistik perikanan budidaya 

serta penyusunan sistem informasi potensi produksi dan 

usaha pengembangan perikanan air tawar, air payau dan 

laut; 

d. pelaksanaan uji coba percontohan penerapan teknologi 

budidaya ikan spesifik wilayah dan bahan teknis 

peningkatan produksi perikanan budidaya yang meliputi 

induk, benih dan ikan konsumsi melalui penerapan cara 

pembenihan ikan yang baik (CPIB); 

e. pelaksanaan standarisasi, kelayakan teknis serta evaluasi 

penerapan teknologi dalam kegiatan pengembangan 

usaha perikanan air tawar, air payau dan laut; 

pelaksanaan kegiatan fasilitas usaha dalam rangka 
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pengembangan Industri Kecil dan Menengah Industri Agro 

Makanan, minuman dan hasil hutan. 

f. pelaksanaan koordinasi, kerjasama kemitraan, 

pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan 

pembudidaya ikan, fasilitasi dan pendampingan terhadap 

pembudidaya ikan dalam rangka pengembangan 

investasi; 

g. pelaksanaan verifikasi, rekomendasi, pemantauan 

terhadap permohonan bantuan keuangan dan 

hibah/bantuan sosial serta realisasi aspek produksi dan 

usaha; 

h. pelaksanaan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan 

di laut; 

i. pelaksanaan penjaminan ketersediaan sarana 

pembudidayaan ikan di laut; 

j. pelaksanaan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan 

di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber 

dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah 

provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas 

daerah Kabupaten/Kota; 

k. pelaksanaan penyediaan sarana pembudidayaan ikan di 

air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya 

lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi 

dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah 

Kabupaten/Kota; 

l. pelaksanaan monitoring, inventarisasi, identifikasi dan 

analisis data, evaluasi standardisasi kelayakan teknis dan 

mutu, ketersediaan sarana dan prasarana pengembangan 

budidaya perikanan air tawar, air payau dan air laut; 

m. pelaksanaan verifikasi, rekomendasi, pemantauan 

terhadap permohonan bantuan aspek Sarana dan 

Prasarana budidaya perikanan; 

n. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan 
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pencegahan, penanggulangan hama, penyakit dan 

pencemaran perairan serta dampak yang ditimbulkan 

dalam aspek kesehatan ikan dan lingkungan; 

o. pelaksanaan perlindungan sumberdaya meliputi 

inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta 

penyusunan sistem informasi potensi sumberdaya ikan, 

kondisi ikan-ikan langka dilindungi, hama penyakit ikan, 

bahan pencemar perairan serta penggunaan bahan kimia 

dalam kegiatan budidaya ikan; 

p. pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pengendalian, 

pengawasan, peredaran dan penggunaan obat ikan bahan 

kimia, bahan biologi, dampak penggunaan sarana 

produksi serta higienitas dan sanitasi lingkungan usaha 

perikanan budidaya; 

q. pelaksanaan inventarisasi data kerusakan fisik dan 

estimasi nilai kerugian yang ditimbulkan oleh dampak 

pencemaran dan kerusakan lingkungan perairan; 

r. pelaksanaan pembinaan, pengedalian teknis, monitoring 

dan evaluasi kondisi sumberdaya ikan dan sumberdaya 

perairan serta fasilitasi kesehatan ikan dan lingkungan; 

s. pelaksanaan verifikasi, rekomendasi, pemantauan 

terhadap permohonan bantuan keuangan dan 

hibah/bantuan sosial serta realisasi aspek produksi dan 

usaha, sarana dan prasarana serta kesehatan ikan dan 

lingkungan; 

t. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan 

Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

u. pelaksanaan pengembangan, pemanfaatan dan 

perlindungan lahan kawasan pembudidayaan ikan; dan 

v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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6. Bidang Pengolahan dan Pemasaran 

Bidang Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, 

koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan 

terkait bina mutu dan diversifikasi produk, pengembangan 

investasi dan logistik,promosi dan pemasaran. Dalam 

melaksanakan tugasnya Bidang Pengolahan dan Pemasaran 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi 

dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait bina mutu 

dan diversifikasi produk, pengembangan investasi dan 

logistik,promosi dan pemasaran. 

b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian 

teknis aspek pengembangan mutu dan diversifikasi 

produk meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis 

data serta penyusunan sistem informasi unit usaha 

pengolahan perikanan skala kecil, menengah, eksportir 

dan industri perikanan, dan fasilitas penunjang pasca 

panen; 

c. pelaksanaan pengembangan mutu dan diversifikasi 

produk serta bahan kebijakan teknis kendali mutu di unit 

pengolahan sesuai standar Pengolahan Ikan yang Baik 

(good manufacturing practice/sertifikasi kelayakan 

pengolahan) dan Prosedur Penerapan Teknis Sanitasi dan 

Higienis di Unit Pengolahan Ikan (UPI); 

d. pelaksanaan fasilitasi, kriteria dan prosedur mutu serta 

pengolahan berdasarkan skala usaha pengolahan 

tradisional, menengah dan modern; 

e. pelaksanaan sosialisasi dan uji coba teknologi 

baru/teknologi terapan diversifikasi produk hasil 

perikanan, kerjasama dengan instansi/lembaga 

penelitian, dan peningkatan keterampilan sumberdaya 

manusia pengolah hasil perikanan; 
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f. pelaksanaan pembinaan, pengendalian teknis dan 

pemantauan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang 

pengolahan dan pemasaran hasil perikanan aspek 

pengembangan mutu dan diversifikasi produk; 

g. pelaksanaan verifikasi, rekomendasi dan 

menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan 

dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan 

sosial di Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk; 

h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan 

dengan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

i. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan 

pengembangan investasi dan logistik meliputi 

inventarisasi, identifikasi dan analisis data, penyusunan 

sistem informasi investasi dan logistik, serta pelayanan 

usaha;  

j. pelaksanaan fasilitasi, standarisasi, kriteria, prosedur, 

dan sosialisasi teknis pengembangan investasi dan 

logistik hasil perikanan; 

k. pelaksanaan fasilitasi pemetaan dan informasi produk 

kelautan dan perikanan, jaringan distribusi dan 

kerjasama kelembagaan, tata kelola dan pemantauan 

produk kelautan dan perikanan; 

l. pelaksanaan standarisasi dan diklat sertifikasi sistem 

mutu hasil perikanan, pengumpulan dan analisa data 

statistik, ketenagakerjaan dan kemitraan; 

m. pelaksanaan penerbitan perizinan usaha pengolahan dan 

pemasaran hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota 

dalam 1 (satu) daerah provinsi, investasi dan 

pengembangan usaha hasil perikanan; 

n. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pemantauan 

pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi aspek 

pengembangan investasi dan logistik; 

o. pelaksanaan verifikasi, rekomendasi dan 
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menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan 

dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan 

sosial di Seksi Pengembangan Investasi dan Logistik; 

p. pelaksanaan evaluasi, pelaporan, pengendalian dan 

penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil 

Pemeriksaan Seksi Pengembangan Investasi dan Logistik; 

q. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan 

dengan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

r. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian teknis 

aspek Promosi dan Pemasaran meliputi inventarisasi, 

identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem 

informasi unit usaha pengolahan perikanan skala kecil, 

menengah, besar, eksportir dan industri perikanan dan 

potensi pasar lokal; 

s. pelaksanaan promosi, pemasaran hasil perikanan, 

sosialisasi penerapan persyaratan dan standar, pedoman, 

kriteria dan prosedur pengembangan serta fasilitasi dan 

penguatan Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan; 

t. pelaksanaan rekomendasi, kebijakan promosi dan 

pemasaran hasil perikanan melalui pameran, bazaar, 

expo, festival, demo dan promosi usaha lainnya; 

u. pelaksanaan manajemen pemasaran hasil perikanan 

kepada pelaku usaha melalui temu usaha, temu bisnis 

dan lainnya; 

v. pelaksanaan peningkatan peluang pasar dan konsumsi 

ikan masyarakat melalui gerakan memasyarakatkan 

makan ikan; 

w. pelaksanaan verifikasi, rekomendasi dan 

menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan 

dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan 

sosial aspek bina mutu dan diversifikasi produk, 

pengembangan investasi dan logistik serta promosi dan 

pemasaran; 
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x. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan 

dengan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 

7. CABANG DINAS 

Cabang Dinas mempunyai tugas membantu kepala Dinas 

Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan sebagian 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

provinsi di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas, 

cabang dinas menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program 

sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah 

kerjanya; 

b. koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 

program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang 

tugas dan wilayah kerjanya;  

c. koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan 

lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

Kelautan dan Perikanan dengan tugas dan fungsinya. 

 

8. UPTD 

UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan teknis operasional 

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu 

 

9. JABATAN FUNGSIONAL 

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi 

melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan 

keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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2.1.2. Sumber Daya  

2.1.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai) 

Tujuan utama dari keberadaan pegawai adalah untuk 

menjalankan tugas secara profesional dan transparan, guna 

mencapai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 

Pegawai merupakan unsur pelaksana program dan kegiatan 

yang dilaksanakan perangkat daerah. Kuantitas Pegawai akan 

sangat berpengaruh terhadap kinerja dan pencapaian tujuan 

organisasi. Jumlah pegawai ASN Dinas Kelautan dan Perikanan 

pada tahun 2025 sebanyak 281 dengan rincian PNS 102 orang 

dan PPPK 179 orang. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini. 

Tabel 2.1 Pegawai (ASN) Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 

No 
Jenis 

Pegawai 
Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 PNS 35 115 150 

2 PPPK 67 64 131 

 Total 150 131 281 

Dari tabel diatas terlihat bahwa pegawai Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau didominasi 

oleh laki-laki dengan presentase 63,70%. 

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai (PNS) Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 

berdasarkan Golongan 

No Pangkat/Golongan Jumlah 

1 Pembina Utama Muda (IV/c) 1 

2 Pembina Tk. I (IV/b) 4 

3 Pembina (IV/a) 11 

4 Penata Tk. I (III/d) 39 

5 Penata (III/c) 20 

6 Penata Muda Tk. I (III/b) 10 

7 Penata Muda (III/a) 10 

8 Pengatur Tk. I (II/d) 3 

9 Pengatur (II/c) 3 

10 Pengatur Muda Tk. I (II/b) 1 

 JUMLAH  102 
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Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau terdapat pegawai Golongan IV/c 

sebanyak 1 orang, Golongan IV/b sebanyak 4 orang Golongan 

IV/a sebanyak 11 orang, Golongan III/d sebanyak 39 orang, 

Golongan III/c sebanyak 20 orang, Golongan III/b sebanyak 10 

orang, Golongan III/a sebanyak 10 orang, Golongan II/d 

sebanyak 3 orang, Golongan II/c sebanyak 3 orang, Golongan 

II/b sebanyak 1 orang dan tidak ada pegawai Golongan I/a. 

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai (PPPK) Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 

berdasarkan Golongan 

No Pangkat/Golongan Jumlah 

1 Golongan I  1 

2 Golongan III  2 

3 Golongan V 112 

4 Golongan VII 57 

5 Golongan IX 7 

 JUMLAH  179 

Selanjutnya, untuk kondisi Pangkat Golongan PPPK 

pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau 

Tahun 2025 terdiri dari Golongan I sebanyak 1 orang, Golongan 

III sebanyak 2 orang, Golongan V sebanyak 57 orang, Golongan 

VII sebanyak 7 orang dan Golongan IX sebanyak 112 orang. 

Berdasarkan tingkat pendidikan, dari 281 ASN pada 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, masing-

masing memiliki latar belakang pendidikan yang beragam dari 

SD hingga Doktor, dengan rincian sebagai berikut : Doktor (S3) 

sebanyak 1 orang, Pascasarjana (S2) sebanyak 21 orang, Sarjana 

(S1/DIV) sebanyak 175 orang, Diploma III sebanyak 16 orang, 

SMA sebanyak 65 orang, SMP sebanyak 2 orang dan SMP 

sebanyak 1 orang. Dengan demikian karakteristik kompetensi 

sumber daya aparatur pemerintah daerah Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di dominasi oleh latar 
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pendidikan Sarjana. Kompisisi tingkat pendidikan dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 

berdasarkan Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah 

1 SD 1 

2 SMP 2 

3 SMA 65 

4 D-III 16 

5 D-IV/S-1 175 

6 S-2 21 

7 S-3 1 

 JUMLAH  281 

 

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai (ASN) Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Menurut 

Pendidikan Tahun 2025 

 

Berdasarkan kondisi kepegawaian Aparatur Sipil 

Negara (ASN) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Kepulauan Riau Tahun 2025, masih terdapat sejumlah jabatan 

yang perlu diisi guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan 

fungsi organisasi. 

Kekosongan jabatan tersebut berdampak pada 

efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya dalam 

bidang kelautan dan perikanan. Pelayanan ini mencakup 

berbagai aspek strategis meliputi pengelolaan sumber daya 

kelautan, pembinaan usaha perikanan, pengawasan sumber 

daya perairan, hingga pengembangan teknologi kelautan dan 

perikanan. 

Secara khusus, jabatan-jabatan fungsional yang belum 

terisi secara optimal menjadi perhatian penting. Jabatan 

fungsional ini memiliki peran vital dalam mendukung tugas 

teknis dan operasional yang bersifat spesifik, sesuai dengan 
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keahlian dan kompetensi masing-masing ASN. Oleh karena itu, 

pemenuhan formasi jabatan fungsional yang sesuai dengan 

kebutuhan organisasi menjadi langkah prioritas dalam rangka 

meningkatkan kinerja dan kualitas layanan kepada masyarakat. 

Adapun jabatan fungsional yang secata khusus perlu 

diisi dan optimalkan meliputi Perencana, Analis SDM Aparatur, 

Pengawas Perikanan, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, 

Analis Akuakultur, Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda, Asisten 

Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Penyelia, Pembina Mutu 

Hasil Kelautan dan Perikanan.  

Pengisian jabatan-jabatan tersebut diharapkan dapat 

memperkuat kinerja kelembagaan dan mendukung pelaksanaan 

tugas-tugas teknis secara lebih profesional, akuntabel, dan 

berdampak langsung bagi pembangunan sektor kelautan dan 

perikanan di Provinsi Kepulauan Riau  

 

2.1.2.2. Sarana Prasarana 

Sarana dan prasarana di Dinas Kelautan dan 

Perikanan merupakan fasilitas penunjang di dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi pada saat bekerja. Sarana dan 

prasarana yang tersedia di Dinas Kelautan dan Perikanan 

berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada Tabel berikut. 

 

Tabel 2.5. Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas 
Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 

No URAIAN SATUAN JUMLAH 

KONDISI 

BAIK RUSAK 
RUSAK 

BERAT 

  Tanah Bangunan Kantor           

1 Bangunan Gedung Kantor Permanen unit 10 9 1 - 

2 Bangunan Gudang Tertutup Permanen unit 1 1 - - 

3 Bangunan Gudang Terbuka Permanen unit 2 2 - - 

4 Bangunan Kamar Mandi unit 3 2 1 - 

5 Bangunan Gedung Instalasi Serba Guna unit 3 3 - - 

6 Bangunan Instalasi  Alat Pemadam unit 1 1 - - 

7 
Bangunan Gedung Laboratorium 
Permanen 

unit 1 1 - - 

8 
Bangunan Gedung Laboratorium Lain - 
Lain 

unit 1 1 - - 

 9 Bangunan Pagar Pembatas unit 3 3 - - 

 10 Bangunan Air Bersih unit 3 3 - - 

 11 
Bangunan Gedung Tempat Ibadah 
Permanen 

unit 2 2 - - 
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No URAIAN SATUAN JUMLAH 

KONDISI 

BAIK RUSAK 
RUSAK 
BERAT 

 12 
Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian 
Permanen 

unit 1 1 - - 

 13 Lain-lain Bangunan Gedung Olah Raga  unit 1 1 - - 

 14 
Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 

Permanen 
unit 1 1 - - 

 15 Gedung Pos Jaga Permanen unit 4 4 - - 

 16 Gedung Pos Jaga Darurat unit 1 1 - - 

 17 Lain-lain Gedung Pos Jaga unit 4 4 - - 

 18 Gedung Garasi/Pool Permanen unit 1 1 - - 

 19 Gedung Garasi/Pool Semi Permanen unit 2 2 - - 

 20 
Bangunan Gedung 
Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen 

unit 9 9 - - 

 21 
Bangunan Gedung 
Terminal/Pelabuhan/Bandara Lain - Lain 

unit 2 2 - - 

 22 Bangunan Untuk Kandang unit 7 7 - - 

 23 Bangunan Kolam/Bak Ikan unit 1 1 - - 

 24 
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 
Permanen 

unit 2 2 - - 

 25 Lain-lain gedung tempat kerja lainnya unit 4 4 - - 

 26 
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 
Lain - Lain 

unit 2 2 - - 

 27 Bangunan Gedung Pabrik Permanen unit 3 3 - - 

 28 
Bangunan gedung halte atau pos jaga 
semi permanen 

unit 2 2 - - 

 29 
Lain-lain Bangunan Gedung Tempat 
Kerja 

unit 6 6 - - 

 30 
Monomen/Bangunan Bersejarah Lain-
lain (Ornamen Jalan/Lampu) 

unit 1 1 - - 

 31 Menara Suar Listrik Lain - Lain unit 1 1 - - 

 32 Pagar Permanen unit 2 2 - - 

  Kendaraan           

1 Kapal Penangkap Ikan unit 213       

2 Kapal Patroli Pantai unit 5 4 1 - 

 3 Kapal Penelitian/ Eksplorasi Perikanan unit 1 - 1 - 

 4 Kapal Pengawas Perikanan unit 2 2 - - 

 5 Speed Boat / Motor Tempel unit 4 3 - 1 

6 Mobil unit 11 11 - - 

7 Sepeda motor unit 35 29 6 - 

 8 Kendaraan Bermotor Beroda Tiga  unit 7 5 - 2 

              

  Peralatan Kantor           

1 Meja Kerja Pejabat Eselon II unit 4       

2 Meja Kerja Pejabat Eselon III unit 13       

3 Meja Kerja Pejabat Eselon IV unit 45       

4 Meja Kerja Pegawai Non Struktural unit 201       

5 Meja Kerja Pejabat Lain-Lain unit 20       

6 Meja Rapat Pejabat Eselon II unit 1       

7 Meja Rapat Pejabat Eselon III unit 2       

 8 
Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat 
Eselon III 

unit 5       

 9 Meja Tamu Biasa unit 6       

 10 Meja Kerja Kayu unit 12       

 11 Meja Rapat unit 6       

 12 Meja Resepsionis unit 2       

 13 Meja 1/2 Biro unit 1       

 14 Meja Makan Besi unit 2       

 15 Kursi Besi/Metal unit 7       

 16 Kursi Fiber Glas/Plastik unit 1       

 17 Kursi Rapat unit 34       

 18 Kursi Tamu unit 2       

 19 Kursi Putar unit 23       

 20 Sofa unit 12       

 21 Kursi Kerja Pejabat Eselon II unit 1       

 22 Kursi Kerja Pejabat Eselon III unit 17       

 23 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV unit 33       

 24 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural unit 85       

 25 Kursi Kerja unit 1       
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No URAIAN SATUAN JUMLAH 

KONDISI 

BAIK RUSAK 
RUSAK 
BERAT 

 26 
Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat 
Eselon II 

unit 15       

 27 
Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat 

Eselon III 
unit 11       

 28 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II unit 1       

 29 
Kursi Tamu di Depan Ajudan 

Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota 
unit 2       

 30 Partisi unit 18       

 31 Lemari Penyimpan unit 9       

 32 Rak-Rak Penyimpan unit 1       

33  Rak Besi unit 62       

 34 Rak Kayu unit 53       

 35 Lemari Besi/Metal unit 10       

 36 Lemari Kayu unit 50       

 37 Lemari Kaca unit 41       

 38 Lemari Makan unit 1       

 39 Lemari Buku Untuk Perpustakaan unit 2       

 40 Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis unit 53       

 41 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis unit 2       

 42 Filing Cabinet Besi unit 47       

 43 Filling Besi/Metal unit 13       

 44 Brandkas unit 12       

 45 Lap Top unit 160       

 46 P.C Unit unit 97       

 47 Note Book unit 98       

 48 Tablet PC unit 8       

 49 Personal Komputer Lain-Lain (I PAD) unit 3       

 50 Printer (Peralatan Personal Komputer) unit 242       

 51 Alat Penghancur Kertas unit 22       

 52 Alat Pemotong Kertas unit 1       

 53 Scanner (Peralatan Personal Komputer) unit 31       

 54 External/ Portable Hardisk unit 35       

 55 Camera Video unit 22       

 56 Camera Digital unit 9       

 57 Camera Electronic unit 16       

 58 Camera Under Water unit 3       

 59 Camera Conference unit 1       

 60 CCTV - Camera Control Television System unit 39       

 61 Overhead Projector unit 1       

 62 LCD Projector/Infocus unit 1       

 63 Focusing Screen/Layar LCD Projector unit 12       

64 Layar Film/Projector unit 26       

65 Televisi unit 32       

66 TV Monitor unit 1       

67 Equalizer unit 2       

68 Loudspeaker unit 8       

69 Sound System unit 3       

70 Microphone unit 3       

71 Handy Cam unit 4       

72 A.C. Sentral unit 8       

73 A.C. Window unit 1       

74 A.C. Split unit 119       

75 A.C. Unit unit 1       

76 Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) unit 1       

77 Kipas Angin unit 5       

78 Cold Storage (Alat Pendingin) unit 1       

79 Lemari Es unit 126       

80 Tabung Apar Pemadam Kebakaran unit 7       

81 Teralis unit 16       

82 Tempat Tidur Kayu unit 26       

83 Kasur/Spring Bed unit 5       

84 Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) unit 9       

85 Mesin Ketik Listrik unit 11       

86 Mesin Penghitung Uang unit 1       

87 Mesin Fotocopy Folio unit 5       

88 Papan Visual/Papan Nama unit 23       

89 Papan Nama Instansi unit 7       
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No URAIAN SATUAN JUMLAH 

KONDISI 

BAIK RUSAK 
RUSAK 
BERAT 

90 Papan Tulis unit 9       

91 Mesin Absensi unit 11       

92 Alat Sidik Jari unit 3       
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Tabel 2.6. Aset Tanah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau 
 

No 
Nama Barang/ 

Jenis Barang 

Nomor 
Luas 

(m2) 

Tahun 

Pengadaan/ 

Perolehan 

Letak/ Alamat Status Tanah Penggunaan Asal Usul 
Harga Dalam 
Ribuan (Rp.) 

Keterangan 

Kode Barang Register  Hak 
Sertifikat     

Tanggal Nomor     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
Tanah Bangunan 
Kandang Hewan 

1. 3. 1. 01 
.01. 04 .012 

12012120000000
00000020061310
10104012000000
0 

4.595 2006 

Tanah Selat Bintan II, 
Pengujan, Teluk Bintan, 
Bintan 4.603 m2 
(Pembangunan Hatchery) 

        
Pengadaan 

APBD 
127.963.400   

2 

Lain-lain Tanah 
Untuk Bangunan 
Tempat 

Kerja/Jasa 

1. 3. 1. 01. 
01. 04. 026 

12012120000000
00000020031310
10104026000000

1 

5.000 2003 

Jl. WISATA BAHARI KM. 
50 (OBJEK 
WISATA BAHARI DESA 
MALANG 
RAPAT KECAMATAN 

GUNUNG 
KIJANG) 

        Hibah 133.125.000 
Hibah dari Pemerintah 
Kabupaten Bintan  

3 
Tanah Bangunan 
Tempat Kerja 
Lainnya (dst) 

1. 3. 1 .01. 01 
.03 .023  

12012120000000

00000020211310
10103023000000
0 

50.500 2021 

Jl. Pelabuhan Perikanan 

No. 01 RW. 01 RT. 01 
Kel. Tarempa Timur Kec. 
Siantan Kab. Kepulauan 
Anambas 

        Hibah 707.000.000   

4 
Tanah Bangunan 
Tempat Kerja 
Lainnya (dst) 

1.3.1.01.001.
004.026 

12012101210000
0 
00000002017131
0 
10104999000000
1 

39.972 2017 

KELURAHAN SEI ENAM 
KEC. BINTAN TIMUR 
KAB BINTAN 
(PELABUHAN 
PERIKANAN) 

    Hibah 1.059.261.600 

Hibah dari Pemerintah 
Kabupaten Bintan BAST 
Nomor: B898/032/IX/2024 
Nomor: 
B.032.3/841.1/BKAD-
SET/2024 Tanggal 13 

September 2024 

                        2.027.350.000   
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2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan 

Capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Kepulauan Riau diuraikan sebagai berikut. 

1. Produksi Perikanan Tangkap (ton) 

 Indikator pada jumlah produksi perikanan tangkap 

dari tahun 2022 sampai dengan 2024 hasilnya meningkat. 

Pada tahun 2022 produksi perikanan tangkap sebesar 

305.689,94 ton dan di tahun 2024 nilainya meningkat 

menjadi 335.255,75 ton. Hasil tangkapan yang banyak bisa 

meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB 

(Produk Domestik Regional Bruto) daerah, ekonomi lokal pun 

ikut tumbuh. Selain itu produksi yang melimpah bisa 

memenuhi kebutuhan konsumsi lokal dan nasional secara 

tidak langsung akan mendukung ketahanan pangan. 

 

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, 2025 

Gambar 2.2 Produksi Perikanan Tangkap (ton) Pada Tahun 

2022-2024 

 

2. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 

Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada Tahun 2022 sampai 

dengan tahun 2024 mengalami trend fluktuatif cenderung 

menurun. Menurunnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) 

mengindikasikan bahwa secara rata-rata nelayan di Provinsi 

305.689,94

320.391,79

335.255,75

2022 2023 2024
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Kepulauan Riau mengalami penurunan pendapatan 

dibanding tahun 2022 dan masih belum dapat memperoleh 

pendapatan atau surplus sesuai dengan yang diharapkan. 

Hal ini juga didasari oleh beberapa faktor yaitu harga ikan 

yang mengalami penurunan, biaya operasional yang semakin 

tinggi, hasil perikanan tangkapyang sulit untuk dijual karena 

terbatasnya akses transportasi yang berakibat turunnya 

permintaan produk perikanan tangkap. Data lebih 

lengkapnya dapat dilihat digambar dibawah ini. 

 

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, 2025 

Gambar 2.3 Nilai Nelayan/Tukar NTN (%) Tahun 2022-2024 

 

3. Produksi Perikanan Budidaya 

Produksi Perikanan Budidaya adalah hasil budidaya 

ikan terdiri dari budidaya ikan laut termasuk budidaya 

rumput laut, ikan air tawar dan ikan budidaya di air payau 

baik yang dilakukan perorangan maupun Kelompok 

Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yang ada di Provinsi 

Kepulauan Riau. Hasil produksi budidaya pada tahun 2022 

sampai dengan tahun 2024 jumlahnya meningkat. Dilihat 

dari tahun 2022 jumlah produksi perikanan budidaya 

sebanyak 27.436,03 ton perolehan tersebut pada tahun 2024 
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menurun menjadi 39.898 ton. Penurunan produksi 

perikanan budidaya secara umum bisa disebabkan oleh 

kombinasi faktor lingkungan, teknis, sosial, dan ekonomi. 

Penurunan produksi perikanan budidaya salah satunya 

dapat diakibatkan karena biaya operasional tidak sebanding 

dengan harga jual saat panen. Berikut data lengkap berada 

dibawah ini. 

 

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, 2025 

Gambar 2.4 Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2022-2024 

 

4. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPi 

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) di Provinsi 

Kepulauan Riau dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 

mengalami trend fluktuatif cenderung menurun. Dapat 

dilihat pada tahun 2022 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) 

sebesar 110,30% dan pada Tahun 2024 nilainya turun 

menjadi 96,69%. Hal ini mengindikasikan bahwa secara rata-

rata pembudidaya di Provinsi Kepulauan Riau mengalami 

penurunan pendapatan dibanding tahun 2022 dan masih 

belum dapat memperoleh pendapatan atau surplus sesuai 

dengan yang diharapkan. Hal ini diakibatkan karena 

terjadinya inflasi pada beberapa komoditi budidaya, sehingga 
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daya beli masyarakat menjadi berkurang pada beberapa 

sektor komoditi. Berikut data lengkap berada dibawah ini. 

 

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, 2025 

Gambar 2.5 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPi (%) Tahun 2020-

2024 

 

5. Jumlah produk olahan hasil perikanan 

Peningkatan jumlah produk olahan hasil perikanan 

(ton) di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2022 sampai 

dengan tahun 2024 mengalami trend meningkat. Dapat 

dilihat pada tahun 2022 peningkatan jumlah produk olahan 

hasil perikanan berjumlah 8.391,68 ton dan pada tahun 

2024 jumlah produk olahan hasil perikanan sejumlah 

19.692,58 ton. Hal ini mengindikasikan bahwa produk 

olahan hasil perikanan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau 

dari sektor hulu sampai dengan hilir mulai tumbuh. Jumlah 

produk olahan hasil perikanan meningkat menyebabkan 

berbagai dampak positif, baik dari sisi ekonomi, sosial, 

maupun pembangunan daerah, dan dapat meningkatkan 

nilai tambah produk olahan. Berikut data lengkap berada 

dibawah ini. 
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Sumber: Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, 2025 

Gambar 2.6 Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan (ton) Tahun 

2022-2024 

 

6. Kawasan Konservasi yang Dikelola 

Kawasan konservasi yang dikelola merupakan suatu 

wilayah yang ditetapkan secara resmi dan dikelola untuk 

tujuan konservasi keanekaragaman hayati, ekosistem, 

dan/atau sumber daya alam lainnya, dengan pendekatan 

yang terencana, partisipatif, dan berkelanjutan. Manajemen 

kawasan ini mencakup perencanaan, perlindungan, 

pengawasan, dan pemanfaatan secara lestari. Kawasan 

konservasi yang dikelola dari tahun 2022 sampai dengan 

tahun 2024 mengalami trend naik tiap tahunnya, tahun 2022 

hanya ada 1 kawasan yang dikelola Dinas Kelautan dan 

Perikanan dan pada tahun 2024 kawasan yang dikelola 4 

kawasan. Hal tersebut dapat berdampak positif bagi 

lingkungan, adanya kawasan konservasi yang dikelola 

menjadi Pelestarian Keanekaragaman Hayati; Perlindungan 

Sumber Daya Alam; Manfaat Sosial dan Kesejahteraan 

Masyarakat; Warisan Budaya; dan Kontribusi terhadap 
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Pengetahuan dan Riset. Berikut data lengkap berada dibawah 

ini. 

 

 

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, 2025 

Gambar 2.7 Kawasan Konservasi yang Dikelola Tahun 2022-2024 

 

7. Persentase Kasus IUU Fishing /Konflik Pemanfaatan Sumber 

Daya Kelautan Dan Perikanan Yang Diselesaikan 

Konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan 

perikanan yang diselesaikan mengalami trend fluktuatif 

cenderung menurun. Dari tahun 2022 Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi kepulauan Riau dari memiliki realisasi 

100% dan pada tahun 2024 nilainya turun menjadi 90%. Hal 

ini dapat menandakan masih adanya kasus IUU fishing yang 

terjadi. Berikut data lengkap berada dibawah ini. 
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Sumber: Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, 2025 

Gambar 2.8 Persentase Kasus IUU Fishing /Konflik Pemanfaatan 

Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Yang 

Diselesaikan Tahun 2022-2024 

 

Kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Pencapaian Kinerja 

Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri 

dapat dilihat pada Tabel 2.7
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Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan DKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2024 

No 

Indikator 
Kinerja Tujuan/ 

Sasaran/ 

Program 

Renstra 

Satuan 

Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2022-2026 
Realisasi Capaian Kinerja Pada 

Tahun 2022-2024 

Persentase Capaian 

Pada Tahun 2022-2024 

(%) 

2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Kawasan 

konservasi yang 

dikelola 

Kawasan 4 4 4 4 4 1 4 4 25,00 100,00 100,00 

2 Jumlah Produksi 

Perikanan 

Tangkap 

Ton 307.076,60 307.690,60 308.305,60 308.921,60 309.538,60 322.107,00 320.391,79 329.269,44 104,89 104,13 106,80 

3 Nilai Tukar 

Nelayan (NTN) 
Nilai 115,00 115,50 116,00 116,10 116,30 112,58 104,14 105,28 97,90 90,16 90,76 

4 Jumlah Produksi 

Perikanan 

Budidaya 

Ton 26.491,92 28.473,50 30.614,37 32.955,78 35.288,63 27.436,03 31.250,00 39.897,94 103,56 109,75 130,32 

5 Nilai Tukar 

Pembudidaya 
Ikan (NTPi) 

Nilai 109,55 110,65 111,20 111,76 112,32 110,30 96,08 96,69 100,68 86,83 86,95 

6 
Persentase 

kasus IUU 

Fishing /konflik 
pemanfaatan 

sumber daya 

kelautan dan 

perikanan yang 

diselesaikan 

% 90 90 90 90 90 100,00 100,00 90,00 111,11 111,11 100,00 

7 
Jumlah Produk 

Olahan Hasil 
Perikanan 

Ton 1.334,88 1.337,88 13.200 13.400 13.500 8.391,68 18.099,33 19.692,59 628,65 1.352,84 149,19 
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2.1.4. Kelompok sasaran layanan 

  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau 

dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan terhadap 

kelompok sasaran diantaranya: 

1. Kelompok Nelayan 

2. Kelompok Pembudidaya Ikan 

3. Kelompok Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan 

(Poklahsar) 

4. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokwasmas) 

  Kelompok sasaran tersebut perlu dilakukan pembinaan 

dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas, kesejahteraan, 

dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan dan 

perikanan. Diharapkan kesejahteraan masyarakat pesisir 

semakin meningkat sehingga dapat mengurangi praktik tangkap 

ilegal atau tidak ramah lingkungan yang dapat berakibat pada 

keseimbangan ekosistem laut. Aktivitas pembinaan yang 

dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan kepada kelompok 

sasaran diharapkan dapat meningkatkan produksi perikanan 

tangkap dan budidaya, meningkatkan produksi olahan hasil 

kelautan dan perikanan, dan meningkatkan pendapatan nelayan 

dan pembudidaya ikan dalam memanfaatkan sumber daya 

dengan tetap mempertahankan kelestarian sumberdaya 

kelautan dan perikanan. 

 

2.1.5. Mitra Dinas Kelautan dan Perikanan 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau 

terus mendorong sinergi melalui pendekatan kemitraan dan 

kerja sama guna memperkuat pembangunan sektor kelautan 

dan perikanan yang berkelanjutan. Kemitraan dan kerja sama ini  

melibatkan lima unsur utama, yaitu pemerintah, akademisi, 

pelaku usaha, komunitas, dan media. Kolaborasi lintas sektor ini 

menjadi strategi penting untuk mengintegrasikan berbagai 
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potensi, keahlian dan sumber daya yang dimiliki masing-masing 

pihak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

pesisir, menjaga ekosistem laut, serta mendorong inovasi di 

sektor perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil 

perikanan. 

Melalui kemitraan strategis ini, Dinas Kelautan dan 

Perikanan membuka ruang dialog dan aksi kolaboratif, seperti 

program pemberdayaan nelayan bersama perguruan tinggi, 

peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan, dan kampanye 

literasi maritim oleh media serta komunitas lokal. Sinergi ini juga 

menciptakan peluang investasi dan riset terapan yang 

mendukung pengelolaan sumber daya kelautan secara efektif 

dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini,  pembangunan 

sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau tidak 

hanya bertumpu pada kekuatan pemerintah, tetapi juga menjadi 

gerakan bersama yang inklusif dan berdaya guna. 

 

Tabel 2.8 Kemitraan  

NO SEKTOR KETERANGAN 

1 Pemerintah • Kemitraan  dengan Kementerian Kelautan 

dan Perikanan dalam hal pelaksanaan 

prioritas nasional dan pengawasan sumber 

daya kelautan dan perikanan 

2 Akademisi • Kemitraan dengan Universitas Maritim Raja 

Ali Haji (UMRAH) hal riset dan 

pengembangan teknologi budidaya laut, 

pelatihan peningkatan kapasitas SDM 

perikanan, dan kajian potensi sumber daya 

laut. 

3 PELAKU 

USAHA 

• Kemitraan dengan sektor swasta dilakukan 

melalui investasi di bidang pengolahan hasil 

perikanan, ekspor komoditas laut seperti 

kepiting bakau, lobster, dan ikan hidup, 
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serta pengembangan logistik rantai dingin 

(cold chain) untuk menjaga mutu produk.  

4 Komunitas • Melibatkan kelompok masyarakat pesisir 

dan nelayan dalam berbagai program, 

seperti Kelompok Usaha Bersama (KUB), 

Kelompok Masyarakat Pengawas 

(Pokmaswas) untuk pengawasan perairan, 

serta komunitas perempuan nelayan dalam 

kegiatan pengolahan hasil laut.  

• Selain itu dalam hal pengelolaan kawasan 

konservasi juga terjalin kemitraan dengan 

NGO seperti : Yayasan Konservasi Cakrawala 

Indonesia (YCKI), Yayasan Konservasi Alam 

Nusantara (YKAN), Yayasan Konservasi  

Kepulauan Riau (YEKR), Seven Clean Seas 

Indonesia (SCSI) dan Lamun Warrior  

5 Media Kemitraan dengan media lokal dan 

nasional dalam hal penyebarluasan 

informasi program-program kelautan dan 

perikanan, serta edukasi masyarakat 

tentang pentingnyakebersihan lingkungan 

pesisir dan laut. 

 

 

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan 

Permasalahan dalam pembangunan di urusan kelautan 

dan perikanan dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap 

disebabkan oleh kapasitas kapal yang kecil, kurangnya 

sarana dan prasarana penangkapan ikan terutama 

pelabuhan perikanan yang saat ini dikelola Pemerintah 

Provinsi, modal kerja nelayan yang terbatas, kemampuan 
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nelayan dalam menggunakan alat tangkap, terbatasnya 

pengetahuan dan teknologi pengelolaan hasil tangkap, dan 

praktek Illegal, Unreported, and Unregulated fishing (IUU) 

fishing. 

2. Belum optimalnya pengelolaan perikanan budidaya di 

Kepulauan Riau disebabkan keterbatasan akses terhadap 

modal, teknologi, dan sarana prasarana budidaya, kurangnya 

keterampilan dan pengetahuan dalam teknik budidaya, 

pengelolaan kualitas air dan penanganan pasca panen, 

metode budidaya yang tradisional dan belum mengadopsi 

teknologi modern yang dapat meningkatkan produktivitas, 

persaingan harga dan biaya transportasi untuk pemasaran 

yang tinggi.  

3. Masih rendahnya diversifikasi produksi produk olahan hasil 

perikanan yang terbatas pada jenis tertentu seperti ikan asin, 

kerupuk ikan atau olahan beku sederhana. Hal ini 

disebabkan oleh keterbatasan teknologi pengolahan dan 

inovasi produk, kurangnya akses pelaku usaha terhadap 

pelatihan dan pembinaan industri pengolahan serta 

rendahnya kapasitas kelembagaan dan SDM UMKM sektor 

perikanan. 

4. Tingginya tekanan terhadap ekosistem pesisir dan laut di 

Kepulauan Riau akibat aktivitas manusia seperti alih fungsi 

lahan, pencemaran dan eksploitasi berlebih, mengakibatkan 

menurunnya kualitas kelestarian sumber daya kelautan dan 

perikanan  

5. Infrastruktur (soft dan hard) serta sarana prasarana kelautan 

dan perikanan di Kepulauan Riau yang belum merata dan 

berkualitas sehingga menghambat efisiensi produksi, 

distribusi serta pelayanan kepada nelayan dan pelaku usaha, 

terutama di wilayah pulau-pulau terpencil. 
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6. Belum efektif dan sinkronnya tata kelola serta regulasi dalam 

pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan 

Riau menjadi hambatan utama dalam pengelolaan sumber 

daya laut secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya 

tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah, 

lemahnya koordinasi antarinstansi serta kurangnya 

implementasi kebijakan di tingkat pelaksana. Dampaknya 

adalah lambatnya pelaksanaan program, tidak sesuainya 

regulasi teknis dengan kebutuhan di lapangan serta 

menurunnya efektivitas pengawasan dan pelayanan. 

Sehingga diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan 

koordinasi agar tata kelola sektor kelautan dan perikanan 

berjalan lebih efisien, adil dan berkelanjutan. 

 

2.2.2. Isu Strategis 

Perumusan isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

perlu memperhatikan potensi daerah, permasalahan 

pembangunan, isu global, isu nasional, dan isu regional 

sebagaimana diuraikan sebagai berikut. 

1. Potensi Daerah 

Perumusan isu strategis perlu memperhatikan 

potensi daerah sebagai berikut. 

a. Potensi Perikanan 

a) Perikanan Tangkap  

Kawasan perikanan tangkap merupakan kawasan 

yang digunakan untuk kegiatan memperoleh ikan di 

perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan 

dengan alat atau cara apa pun termasuk kegiatan 

yang menggunakan kapal untuk memuat 

mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, 

mengolah dan atau mengawetkannya. Potensi 

perikanan berupa ikan kecil (pelagis) dengan potensi 

sekitar 513.000 ton namun pemanfaatannya baru 
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sekitar 65%. Ikan demersal potensi 656.000 ton baru 

dimanfaatkan 75%. Lobster dan cumi-cumi dengan 

potensi masing-masing 400 ton dan 2.700 ton. Ikan 

karang dan ikan hias dengan potensi 27.600 ton dan 

293.600 ton, dimana yang baru dimanfaatkan pada 

tahun 2008 tercatat 225.439 ton atau sebesar 

97,23%. Rencana pengembangan perikanan tangkap 

di Provinsi Kepulauan Riau yaitu tersebar pada 

seluruh wilayah pesisir dan kelautan Provinsi 

Kepulauan Riau terutama pada kawasan perikanan 

tangkap yang potensial dan tidak melanggar batas 

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang berada 

di wilayah perbatasan dengan negara lain. 

b) Kawasan Perikanan Budidaya  

Kawasan perikanan budidaya merupakan kawasan 

yang diperuntukan bagi kegiatan memelihara, 

membesarkan dan atau membiakkan ikan serta 

memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. 

Pengembangan perikanan budidaya yang meliputi 

usaha pembenihan sampai pemanfaatan teknologi 

budidaya sangat cocok di provinsi ini. Potensi 

perikanan budidaya yang dimiliki Provinsi Kepulauan 

Riau meliputi budidaya laut seluas lebih kurang 

435.000 ha, rumput laut lebih kurang 38.520 ha, 

tambak seluas lebih kurang 4.948 ha. 

 

b. Potensi Kelautan 

a) Kawasan konservasi 

Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi kawasan 

konservasi yang sangat tinggi, mengingat wilayahnya 

terdiri dari lebih dari 2.400 pulau dengan luas laut 

mencapai sekitar 96% dari total wilayah provinsi. 

Keanekaragaman hayati laut yang tinggi, seperti 
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ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan hutan 

mangrove, menjadi aset ekologis yang sangat penting, 

baik dari segi lingkungan maupun ekonomi. Potensi ini 

memberikan peluang besar untuk pengembangan 

kawasan konservasi laut sebagai upaya menjaga 

kelestarian ekosistem sekaligus mendukung 

keberlanjutan perikanan dan pariwisata bahari. 

Kawasan dengan potensi tinggi untuk ditetapkan atau 

dikembangkan sebagai kawasan konservasi meliputi: 

• Kabupaten Bintan, yang memiliki ekosistem 

terumbu karang dan padang lamun yang masih 

cukup baik dan menjadi habitat penting bagi ikan-

ikan karang, biota laut dilindungi, serta kawasan 

pembibitan (nursery ground). Selain itu di Pulau 

Mapur terdapat keanekaragaman biota lautnya serta 

sebagai lokasi peneluran penyu. 

• Kabupaten Natuna dan Anambas, termasuk 

kawasan perairan Pulau Laut, Pulau Subi, dan Pulau 

Tiga, memiliki keanekaragaman hayati laut tropis 

yang tinggi dan sudah menjadi bagian dari Kawasan 

Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Anambas 

seluas lebih dari 1 juta hektar yang ditetapkan oleh 

KKP. 

• Pulau Abang di Kota Batam memiliki terumbu 

karang dengan tutupan cukup baik, dan menjadi 

lokasi favorit untuk aktivitas ekowisata seperti 

snorkeling dan diving, sekaligus berpotensi 

dikembangkan sebagai kawasan konservasi berbasis 

masyarakat. 

• Hutan mangrove di Kabupaten Karimun dan Lingga, 

yang penting untuk menjaga kestabilan garis pantai, 

tempat berkembang biaknya ikan-ikan kecil, dan 

mitigasi perubahan iklim 
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b) Perizinan kelautan dan perikanan  

• Perizinan kapal perikanan dalam wilayah 0-12 mil 

laut 

Pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk 

menerbitkan izin kapal perikanan yang beroperasi 

dalam perairan hingga 12 mil laut dari garis pantai, 

termasuk perizinan usaha penangkapan ikan diluar 

perubahan alat tangkap, mesin,ukuran kapal, serta 

perpanjangan izin yang masih dalam kewenangan 

daerah. 

• Perizinan usaha penangkapan ikan (E-BKP) 

Provinsi melakukan pendaftaran dan penandaan 

kapal perikanan kecil/nelayan kecil melalui sistem 

elektronik (e-BKP NK) yang digunakan sebagai syarat 

dalam penerbitan rekomendasi untuk bahan bakar 

minyak (BBM) dan sebagai instrumen pembinaan 

pengendalian intensitas penangkapan ikan. 

• Perizinan pemanfaatan ruang laut (lokasi, 

reklamasi, pulau-pulau kecil) 

Provinsi memiliki kewenangan dalam penerbitan izin 

lokasi di laut, pemanfaatan ruang laut dalam batas 

kewenangan daerah, sesuai dengan Rencana Zonasi 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan 

Rencana Tata Ruang Laut yang juga terkait dalam 

persetujuan lingkungan dan rekomendasi kegiatan 

yang mempengaruhi pulau kecil dan perairan 

sekitarnya. 

 

2. Isu Global 

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan di 

Provinsi Kepulauan Riau tidak terlepas dari pengaruh dan 

tantangan isu global yang semakin kompleks. Sebagai 

wilayah kepulauan strategis yang berbatasan langsung 
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dengan Laut Natuna Utara dan berada di jalur perdagangan 

internasional, Kepri menghadapi tekanan dari berbagai isu 

global seperti : 

a. Perubahan Iklim dan Pemanasan Laut  

Kenaikan suhu permukaan laut berdampak pada 

pergeseran distribusi ikan, pemutihan terumbu karang, 

dan penurunan produktivitas perikanan. Hal ini secara 

langsung memengaruhi hasil tangkapan nelayan dan 

keseimbangan ekosistem laut di Kepri 

b. Pencemaran Laut 

Aktivitas industri, pelayaran internasional, dan limbah 

rumah tangga menyebabkan pencemaran laut (terutama 

mikroplastik dan limbah minyak). Sebagai daerah dengan 

jalur pelayaran tersibuk seperti Selat Malaka, Kepri 

berisiko tinggi terhadap marine pollution yang merusak 

habitat laut dan kualitas hasil perikanan. 

 

3. Isu Nasional 

Pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi 

Kepulauan Riau erat kaitannya dengan berbagai isu nasional 

yang memengaruhi arah kebijakan pengelolaan sumber daya 

laut secara menyeluruh. Salah satu isu utama adalah 

penguatan ekonomi biru (blue economy) sebagai strategi 

nasional untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang 

inklusif dan berkelanjutan. Kepri memiliki peran strategis 

sebagai wilayah kepulauan yang kaya akan potensi 

perikanan tangkap, budidaya laut, serta jalur logistik laut 

nasional. Namun demikian, provinsi ini juga dihadapkan 

pada isu-isu nasional meliputi : 

a. Alih Fungsi Wilayah Pesisir dan Laut 

Alih fungsi wilayah pesisir untuk kepentingan industri, 

properti dan reklamasi yang kurang terkontrol menjadi isu 

berdampak pada hilangnya mata pencaharian nelayan 
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kecil, kerusakan ekosistem pesisir (mangrove, lamun, 

terumbu karang) dan konflik pemanfaatan ruang laut 

antar sektor. 

b. Ketimpangan Infrastruktur Kelautan dan Perikanan 

Ketimpangan infrastruktur kelautan dan perikanan masih 

menjadi tantangan, khususnya di Provinsi Kepulauan 

Riau. Banyak wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang 

belum memiliki fasilitas memadai seperti pelabuhan 

perikanan, cold storage, unit pengolahan ikan, dan akses 

transportasi laut yang layak. Hal ini menghambat efisiensi 

rantai distribusi hasil perikanan, menurunkan daya saing 

produk serta membatasi akses pasar bagi nelayan dan 

pelaku usaha lokal. Ketidakseimbangan pembangunan 

infrastruktur antara wilayah pusat dan daerah terpencil 

juga menyebabkan kesenjangan ekonomi antar wilayah, 

sehingga dibutuhkan intervensi pemerintah yang lebih 

merata dan terintegrasi untuk mendukung pemerataan 

manfaat ekonomi kelautan secara nasional. 

c. Terbatasnya Pengawasan Laut dan Keamanan Maritim 

Pengelolaan laut Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi 

Kepulauan Riau, masih menghadapi tantangan akibat 

dari keterbatasan armada dan sumber daya manusia 

(SDM) dalam pengawasan. Dengan garis pantai yang 

sangat panjang dan wilayah laut yang luas, lemahnya 

sistem pengawasan menyebabkan rendahnya efektivitas 

dalam penindakan pelanggaran hukum kelautan. Kondisi 

ini berdampak pada sulitnya melindungi kawasan 

konservasi secara optimal serta mencegah berbagai 

aktivitas ilegal di laut, seperti penyelundupan, 

penangkapan ikan secara ilegal dan perusakan ekosistem 

laut. 
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d. Terbatasnya Data dan Riset 

Keterbatasan data ilmiah dan riset kelautan menjadi salah 

satu kendala utama dalam pengelolaan sumber daya laut 

di Provinsi Kepulauan Riau. Minimnya informasi yang 

akurat dan terkini mengenai kondisi ekosistem laut, stok 

ikan, potensi kawasan konservasi serta dampak aktivitas 

manusia di wilayah pesisir menyebabkan proses 

perencanaan dan pengambilan kebijakan kurang berbasis 

bukti (evidence-based). Akibatnya, kebijakan yang 

dihasilkan cenderung bersifat reaktif dan tidak mampu 

secara optimal menjawab tantangan-tantangan baru, 

seperti perubahan iklim, degradasi habitat serta tekanan 

terhadap sumber daya perikanan. Di tengah dinamika 

perubahan global yang cepat, Kepri membutuhkan 

dukungan riset yang lebih kuat, kolaboratif, dan 

berkelanjutan antara pemerintah, lembaga penelitian, dan 

akademisi, agar pengelolaan laut dapat dilakukan secara 

adaptif, terukur, dan berorientasi jangka panjang. 

 

4. Isu Regional 

Sebagai provinsi kepulauan yang berada di kawasan 

strategis berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti 

Malaysia, Singapura, dan Vietnam, Provinsi Kepulauan Riau 

(Kepri) menghadapi berbagai isu regional yang kompleks 

dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai 

berikut : 

a. Penangkapan berlebih (Overfishing) oleh kapal-kapal asing 

dan nelayan skala besar sehingga mengancam 

keberlanjutan stok ikan dan merugikan nelayan lokal. 

Sebagai wilayah perbatasan dengan laut internasional, 

Kepulauan Riau rentan menjadi target Illegal, Unreported, 

and Unregulated (IUU) Fishing.  

b. Degradasi ekosistem pesisir yang disebabkan oleh alih 
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fungsi lahan pesisir, reklamasi dan penambangan pasir 

laut merusak ekosistem penting seperti mangrove, padang 

lamun, dan terumbu karang. Ekosistem ini merupakan 

habitat penting bagi berbagai biota laut dan berperan 

dalam penanggulangan bencana alam seperti abrasi dan 

tsunami. 

c. Ketimpangan akses dan pengelolaan sumber daya  antara 

pelaku usaha besar dan nelayan tradisional dalam 

pemanfaatan sumber daya laut. Hal ini menyebabkan 

ketidakadilan ekonomi dan konflik kepentingan dalam 

pemanfaatan sumber daya kelautan di Kepri. 

 

5. Isu Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, maka isu 

strategis yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau dalam periode perencanaan tahun 

2025-2029 sebagai berikut: 

a. Potensi perikanan budidaya dan industri pengolahan hasil 

perikanan belum digarap secara optimal. 

b. Tingkat pendapatan nelayan yang belum optimal, terlihat 

dari  Nilai Tukar Nelayan yang belum optimal. Nilai Tukar 

Nelayan (NTN) di Kepri yang belum optimal disebabkan 

oleh berbagai faktor, di antaranya adalah kenaikan harga 

barang-barang yang dibeli nelayan (Indeks yang Dibayar 

Nelayan atau It) yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

kenaikan harga hasil tangkap ikan (Indeks yang Diterima 

Nelayan atau Ib). Selain itu, faktor lain seperti modal kerja 

yang terbatas, kemampuan nelayan dalam menggunakan 

alat tangkap dan masih kurangnya sarana tambatan 

perahu atau tempat pendaratan ikan, kurangnya 

dukungan pemerintah, serta terbatasnya pengetahuan 

dan teknologi pengelolaan hasil tangkap juga 

berkontribusi pada NTN yang rendah.  
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c. Tingkat pendapatan pembudidaya ikan yang belum 

optimal, terlihat dari Nilai Tukar Pembudidaya Ikan yang 

masih belum optimal. Nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi) 

yang rendah di Kepri disebabkan oleh penurunan indeks 

yang diterima pembudidaya ikan (It) yang lebih rendah 

dibandingkan dengan indeks yang harus dibayar (Ib). Ini 

berarti kenaikan harga produksi ikan tidak sebanding 

dengan kenaikan harga input produksi dan barang 

konsumsi rumah tangga pembudidaya. Penurunan Indeks 

yang Diterima dipengaruhi oleh harga jual ikan yang 

rendah bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti: 

kenaikan pasokan ikan di pasar, sehingga harga jual 

cenderung turun; persaingan yang ketat di antara 

pembudidaya ikan, yang menyebabkan harga jual ditekan; 

dan kualitas ikan yang kurang baik, sehingga harga 

jualnya lebih rendah. Kenaikan Indeks yang Dibayar 

dipengaruhi oleh harga input produksi budidaya ikan 

seperti benih, pakan, pupuk, dan obat-obatan bisa 

mengalami kenaikan. Ini menyebabkan biaya produksi 

budidaya ikan meningkat, sehingga daya beli 

pembudidaya ikan berkurang. 

d. Kurangnya sarana prasarana perikanan tangkap 

utamanya pelabuhan perikanan, sehingga banyak 

melakukan bongkar ikan di pelabuhan di luar Kepulauan 

Riau. 
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Perumusan isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan terlihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 2.9 Perumusan Isu Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Potensi Daerah 

Yang Menjadi 

Kewenangan 

Dinas Kelautan 

dan Perikanan 

Permasalahan 

Dinas Kelautan 

dan Perikanan 

Isu KLHS yang 

Relevan Dengan 

Dinas Kelautan 

dan Perikanan 

Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Dinas 

Kelautan Perikanan 

 

Isu Strategis 

Dinas Kelautan 

dan Perikanan 

Global Nasional Regional  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Potensi 

perikanan 

tangkap, dan 

budidaya serta 

dan kelautan 

(kawasan 

konservasi dan 

perizinan) yang 

dapat 

dioptimalkan 

Belum optimalnya 

produksi 

perikanan 

tangkap dan 

budidaya 

Kelestarian 

sumber daya 

perikanan 

Perubahan iklim 

dan naiknya suhu 

laut 

Alih Fungsi 

Wilayah Pesisir 

dan Laut 

Penangkapan 

berlebih 

(Overfishing) 

oleh kapal 

asing 

Peningkatan 

produktivitas 

perikanan 

tangkap dan 

budidaya 

Masih rendahnya 

diversifikasi 

produksi produk 

olahan hasil 

perikanan. 

Pencemaran Laut 

akibat tingginya 

aktivitas industri 

Ketimpangan 

Infrastruktur 

Kelautan dan 

Perikanan 

Degradasi 

ekosistem 

pesisir 

Pengembangan 

diversifikasi 

produk olahan 

hasil perikanan 

Tingginya tekanan 

terhadap 

ekosistem pesisir 

dan laut akibat 

aktivitas manusia 

Terbatasnya 

Pengawasan 

Laut dan 

Keamanan 

Maritim 

Ketimpangan 

akses dan 

pengelolaan 

sumber daya  

antara pelaku 

usaha besar 

dan nelayan 

tradisional 

Optimalisasi 

pelestarian 

pesisir dan 

pengelolaan 

kawasan 

konservasi 

daerah 

Infrastruktur (soft 

dan hard)  dan 

Terbatasnya data 

dan Riset 

Peningkatan 

pemerataan dan 
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Potensi Daerah 

Yang Menjadi 

Kewenangan 

Dinas Kelautan 

dan Perikanan 

Permasalahan 

Dinas Kelautan 

dan Perikanan 

Isu KLHS yang 

Relevan Dengan 

Dinas Kelautan 

dan Perikanan 

Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Dinas 

Kelautan Perikanan 

 

Isu Strategis 

Dinas Kelautan 

dan Perikanan 

Global Nasional Regional  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

sarana prasarana 

perikanan yang 

belum merata dan 

berkualitas 

kualitas 

infrastruktur 

serta sarana 

prasarana 

perikanan 

 Tata kelola dan 

regulasi yang 

belum efektif dan 

sinkron 

    Optimalisasi tata 

kelola dan 

harmonisasi 

regulasi kelautan 

dan perikanan 
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

3.1  Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 

2025- 2029 

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah oleh Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau merupakan tahapan 

penting yang harus dilakukan sebagai bagian dari proses perencanaan 

pembangunan. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa 

setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dijalankan oleh dinas 

tersebut selaras dan mendukung pencapaian visi serta pelaksanaan 

misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Kepulauan Riau tahun 2025–2029 dan memperhatikan arahan RPJMN 

Tahun 2025-2029. 

Salah satu arah kebijakan nasional sesuai RPJMN tahun 2025-

2029 adalah pengembangan ekonomi biru. Pengembangan ekonomi 

biru sebagai sumber pertumbuhan baru diarahkan untuk 

meningkatkan peran strategis kluster kemaritiman dan kelautan dalam 

transformasi ekonomi secara berkelanjutan melalui: 

1. peningkatan produktivitas dan nilai tambah di sektor perikanan 

tangkap dan akuakultur, pengelolaan pelabuhan perikanan 

berwawasan lingkungan, pengembangan kluster komoditas 

unggulan akuakultur, termasuk ikan hias, tuna cakalang tongkol, 

dan budidaya lobster, tilapia, dan udang;  

2. penguatan industri manufaktur berbasis sumber daya laut dan 

perairan yang berfokus pada pengembangan produk pangan, energi, 

dan farmasi yang bernilai tambah dan berteknologi tinggi;  

3. penguatan industri transportasi dan logistik maritim terutama 

industri pelayaran, pelabuhan, dan perkapalan; serta  

4. pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan yang didukung 

penerapan standar, sumber daya manusia, investasi, dan 

pengelolaan destinasi berbasis masyarakat; sekaligus  
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5. mempromosikan sektor-seldor baru yang mencakup inovasi energi 

laut terbarukan, pengembangan biotelolologi, bioprospeding dan 

bioekonomi kelautan, serta 

6. pengelolaan konservasi dan jasa ekosistem.  

Sesuai RPJMN tahun 2025-2029, upaya peningkatan 

produktivitas dan nilai tambah ekonomi biru tersebut membutuhkan 

tata kelola yang lebih baik meliputi: kebijakan yang terintegrasi, 

regulasi yang kondusit kelembagaan yang kompeten, infrastruktur 

yang berkualitas, dan pembiayaan yang berkelanjutan. Selain itu, akan 

terus dilakukan pengelolaan kesehatan ekosistem pesisir dan laut, 

neraca sumber daya laut, penerapan marine nature based solution, 

inventarisasi potensi sumber daya kelautan, pengaturan tata ruang 

laut dan zonasi pesisir yang harmonis, penangkapan ikan terukur, dan 

peningkatan efektivitas pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan.  

Pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan, secara garis 

besar sesuai RPJMN tahun 2025-2029 mencakup:  

1. penguatan tata kelola ekonomi biru;  

2. peningkatan pengelolaan konservasi perairan dan ekosistem pesisir;  

3. peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan 

berkelanjutan;  

4. pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut;  

5. penguatan industri transportasi laut;  

6. pengembangan pariwisata bahari dan danau; dan  

7. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, dan 

sumber daya manusia ekonomi biru. 

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-

2029, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau 

tahun 2025-2029 yaitu “Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata” 

dengan misi meliputi sebagai berikut: 

Misi 1: Peningkatan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis 

Maritim dan Keunggulan Wilayah 
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Misi 2: Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan 

Konektivitas Antar Wilayah 

Misi 3: Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Sumber 

Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter 

Misi 4: Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, 

Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi 

Pelayanan 

Misi 5: Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan 

Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan 

Berkelanjutan. 

Misi yang terkait tugas Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu misi 

kesatu (ke-1) “Peningkatan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi 

Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah”. Dalam RPJMD, misi ini 

menggambarkan potensi sumber daya alam di seluruh wilayah 

Kepulauan Riau yang dikelola secara baik dan memberi manfaat untuk 

kesejahteraan seluruh masyarakat, di antaranya melalui peningkatan 

keterampilan petani dan nelayan, peningkatan daya saing produk 

sumber daya alam, dukungan terhadap industri kecil dan menengah, 

meningkatkan ketahanan pangan dan semakin fokus dalam upaya 

pengentasan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran serta 

meningkatkan pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif. 

Misi ke-1 ini memiliki tujuan mewujudkan perekonomian daerah 

yang inklusif dan berkelanjutan dengan sasaran (1) Meningkatnya 

kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif, (2) 

Meningkatnya kualitas dan daya saing Koperasi, (3) Meningkatnya 

pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan, (4) Meningkatnya 

kualitas tenaga kerja yang berkompetensi dan berdaya saing, (5) 

Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, 

perikanan, dan ketahanan pangan, (6) Meningkatnya nilai investasi dan 

kualitas usaha, dan (7) Menurunnya tingkat kemiskinan. Tujuan misi 

ini diukur dengan menggunakan indikator (1) Laju Pertumbuhan 

Ekonomi, (2) Rasio Gini,  dan (3) Produk Domestik Regional Bruto Per 
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Kapita, dengan indikator sasarannya (1) Rasio PDRB Penyediaan 

Akomodasi Makan dan Minum, (2) Rasio Volume Usaha Koperasi 

terhadap PDRB, (3) Kontribusi PDRB Industri Pengolahan, (4) Ekspor 

Barang dan Jasa (% PDRB), (5) Tingkat Pengangguran Terbuka, (6) 

Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku, (7) Indeks 

Ketahanan Pangan, (8) Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB), dan 

(9) Tingkat Kemiskinan. 

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur 

Provinsi Kepulauan Riau, tujuan yang akan didukung Dinas Kelautan 

dan Perikanan yaitu mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif 

dan berkelanjutan. Tujuan tersebut diukur menggunakan indikator yang 

terkait Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi. 

Sasaran yang terkait dengan Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu 

meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, 

perikanan, dan ketahanan pangan, dengan indikator sasaran yang akan 

dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Indeks Ekonomi Biru 

Indonesia (IBEI). 

Berdasarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Dinas 

Kelautan dan Perikanan menetapkan serangkaian tujuan dan sasaran 

disertai indikator yang terukur untuk dicapai dalam jangka waktu lima 

tahun, sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang 

kelautan dan perikanan. Tujuan Renstra yang akan dicapai oleh Dinas 

Kelautan yaitu meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, 

kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan, dengan 

indikator tujuan Renstra yang akan dicapai Dinas Kelautan dan 

Perikanan adalah Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI).  

Sasaran Renstra yang akan dicapai yaitu Meningkatkan 

produktivitas kelautan dan  perikanan serta kesejahteraan pelaku usaha 

perikanan dengan tata kelola yang berkelanjutan, dengan indikator 

sasaran meliputi: 

1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari 

seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi  
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2. Nilai Tukar Nelayan (NTN)  

3. Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)  

4. Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku  

5. Nilai Ekspor Olahan Hasil Perikanan. 
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Secara rinci tujuan sasaran beserta indikator dan target kinerja yang akan dicapai Dinas Kelautan dan 

Perikanan dalam kurun waktu tahun 2025-2030 tercantum pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

NSPK DAN 
SASARAN 

RPJMD 

YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR 
BASELINE 

2024 

TARGET TAHUN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 

- 

Meningkat
nya 

pertumbuh

an sektor 
pertanian, 

kehutanan, 

kelautan, 
perikanan, 

dan 

ketahanan 

pangan 

Meningkat

nya 
pertumbuh

an sektor 

pertanian, 
kehutanan, 

kelautan, 

perikanan, 
dan 

ketahanan 

pangan 

  Indeks 

Ekonomi 
Biru 

Indonesia 

(IBEI) 
(Indeks) 

35,45 38,54 39,12 39,7 40,3 40,9 41,6 

    Meningkatk
an 

produktivit

as kelautan 
dan  

perikanan 

serta 

kesejahtera
an pelaku 

usaha 

perikanan 

Jumlah Total 
Produksi 

Perikanan 

(Tangkap 
dan 

Budidaya) 

dari seluruh 

kabupaten/k
ota di 

wilayah 

provinsi 

375.153,75 355.181,
23 

358.738,
82 

362.468,
42 

366.382,
79 

370.527,
00 

374.848,
54 
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NSPK DAN 

SASARAN 

RPJMD 
YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR 
BASELINE 

2024 

TARGET TAHUN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 

dengan tata 

kelola yang 

berkelanjut
an 

(sumber 

data: one 

data KKP) 
(Ton) 

      Nilai Tukar 
Nelayan 

(NTN) 

(Indeks) 

105,28 105,29 105,30 105,31 105,32 105,33 105,34 

      Nilai Tukar 

Pembudidaya 
Perikanan 

(NTPi) 

(Indeks) 

96,69 100,20 100,50 101,00 101,50 102,00 102,50 

      Kontribusi 

Sektor 
Perikanan 

terhadap 

PDRB harga 
berlaku 

(Milyar 

Rupiah) 

6.052 6127..48 6201. 98 6.276,48 6.350,98 6.425,48 6.500,00 

      Nilai Ekspor 

Olahan Hasil 
Perikanan 

(USD) 

48.579.904,

53 

31.824.2

14 

31.830.5

78 

31.836.9

42 

31.843.3

06 

31.849.6

70 

31.856.0

34 
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3.2  Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas 

Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 

Strategi Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang 

komprehensif berisikan langkah­langkah/upaya yang akan dilakukan 

diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan 

penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi 

lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra 

Dinas Kelautan dan Perikanan. 

 

Tabel 3.2  

Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau  

Tahun 2025-2029 

Tujuan Sasaran Strategi 

(1) (2) (3) 

Meningkatkan 

Pertumbuhan 

dan 

Pemerataan 

Ekonomi 

Berbasis 

Maritim dan 

Keunggulan 

Wilayah 

Meningkatkan 

produktivitas 

kelautan dan  

perikanan 

serta 

kesejahteraan 

pelaku usaha 

perikanan 

dengan tata 

kelola yang 

berkelanjutan 

Peningkatan produksi perikanan tangkap 

melalui dukungan penyediaan sarana dan 

prasarana penangkapan ikan yang ramah 

lingkungan, pelabuhan perikanan, serta 

fasilitasi perizinan, pemberdayaan dan 

perlindungan nelayan  

Peningkatan produksi perikanan budidaya 

melalui penyediaan sarana prasarana 

perikanan budidaya, penerapan sistem 

budidaya perikanan yang baik, 

pengembangan sentra budidaya perikanan 

serta fasilitasi perizinan dan pemberdayaan 

pembudidaya ikan 

Peningkatan kualitas tata kelola wilayah laut, 

pesisir dan pulau-pulau kecil melalui 

pemanfaatan laut sesuai alokasi ruang, 

pengelolaan dan pemberdayaan kawasan 

konservasi perairan 

Peningkatan pengawasan pemanfaatan 

sumber daya kelautan dan perikanan sesuai 

kewenangan pemerintah provinsi melalui 

penguatan sarana parasarana pengawasan 

dan SDM pengawas serta pemberdayaan 

Pokmaswas 

Pengembangan usaha dan diversifikasi olahan 
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Tujuan Sasaran Strategi 

(1) (2) (3) 

hasil perikanan untuk meningkatkan nilai 

tambah hasil perikanan melalui dukungan 

promosi, dukungan penyediaan sarana 

prasarana pengolahan, fasilitasi perizinan dan  

pembinaan pelaku usaha perikanan. 

 

Penahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan 

tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat 

Daerah. Penahapan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan dapat 

disajikan seperti pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 3.3  

Pentahapan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 

TAHAP I  

(2026) 

TAHAP II  

(2027) 

TAHAP III 

(2028) 

TAHAP IV 

(2029) 

TAHAP V 

(2030) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Akselerasi 
produksi 

perikanan tangkap 
dengan 

penyediaan sarana 
dan prasarana 

penangkapan ikan 
yang ramah 

lingkungan 

terutama 
pembangunan 

pelabuhan 
perikanan dengan 

menyusun 
Feasibility Study 

(FS) dan DED 
Pelabuhan 

Perikanan Batu 

Duyung di 
Kabupaten Bintan, 

pemberdayaan 
nelayan dan 

pengawasan 
pemanfaatan 

sumber daya 

perikanan 

Pengembangan 
usaha perikanan 

tangkap dengan 
penyediaan sarana 

dan prasarana 
penangkapan ikan 

yang ramah 
lingkungan 

dengan 

pembangunan 
pelabuhan 

perikanan Batu 
Duyung di 

Kabupaten Bintan 
Tahap I, 

pemberdayaan 
nelayan dan 

pengawasan 

pemanfaatan 
sumber daya 

perikanan 

Penguatan 
usaha perikanan 

tangkap dengan 
penyediaan 

sarana dan 
prasarana 

penangkapan 
ikan yang ramah 

lingkungan 

dengan 
pembangunan 

pelabuhan 
perikanan Batu 

Duyung di 
Kabupaten 

Bintan Tahap II, 
pemberdayaan 

nelayan dan 

pengawasan 
pemanfaatan 

sumber daya 
perikanan 

Pemantapan 
usaha perikanan 

tangkap dengan 
penyediaan 

sarana dan 
prasarana 

penangkapan 
ikan yang ramah 

lingkungan 

dalam 
implementasi 

pelabuhan 
perikanan Batu 

Duyung di 
Kabupaten 

Bintan, 
pemberdayaan 

nelayan dan 

pengawasan 
pemanfaatan 

sumber daya 
perikanan 

Perwujudan 
produksi 

perikanan tangkap 
yang tinggi 

didukung 
penyediaan sarana 

dan prasarana 
penangkapan ikan 

yang ramah 

lingkungan 
pembangunan 

pelabuhan 
perikanan dengan 

menyusun 
Feasibility Study 

(FS) dan DED 
Pelabuhan 

Perikanan Pering 

Kab. Natuna , 
pemberdayaan 

nelayan dan 
pengawasan 

pemanfaatan 
sumber daya 

perikanan 
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TAHAP I  

(2026) 

TAHAP II  

(2027) 

TAHAP III 

(2028) 

TAHAP IV 

(2029) 

TAHAP V 

(2030) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Akselerasi 

produktivitas 
perikanan 

budidaya dengan 
penyediaan sarana 

prasarana 
budidaya, 

perbaikan sistem 

budidaya yang 
baik, dan 

pengembangan 
sentra perikanan 

Pengembangan 

usaha perikanan 
budidaya dengan 

penyediaan sarana 
prasarana 

budidaya, 
perbaikan sistem 

budidaya yang 

baik, dan 
pengembangan 

sentra perikanan 

Penguatan usaha 

perikanan 
budidaya dengan 

penyediaan 
sarana prasarana 

budidaya, 
perbaikan sistem 

budidaya yang 

baik, dan 
pengembangan 

sentra perikanan 

Pemantapan 

usaha perikanan 
budidaya dengan 

penyediaan 
sarana prasarana 

budidaya, 
perbaikan sistem 

budidaya yang 

baik, dan 
pengembangan 

sentra perikanan 

Perwujudan 

produksi 
perikanan 

budidaya yang 
tinggi didukung 

penyediaan sarana 
prasarana 

budidaya, 

perbaikan sistem 
budidaya yang 

baik, dan 
pengembangan 

sentra perikanan 

Akselerasi 

peningkatan 
kualitas tata 

kelola wilayah 
laut, pesisir, dan 

pulau-pulau kecil 

Pengembangan  

tata kelola wilayah 
laut, pesisir, dan 

pulau-pulau kecil 
secara 

berkelanjutan 

Penguatan 

kualitas tata 
kelola wilayah 

laut, pesisir, dan 
pulau-pulau kecil  

Pemantapan 

kualitas tata 
kelola wilayah 

laut, pesisir, dan 
pulau-pulau kecil  

Perwujudan tata 

kelola wilayah 
laut, pesisir, dan 

pulau-pulau kecil 
yang berkualitas 

Akselerasi 

peningkatan 
usaha pengolahan 

hasil perikanan 
untuk 

meningkatkan 

nilai tambah hasil 
perikanan 

didukung 
penyediaan sarana 

prasarana dan 
peningkatan mutu 

produk hasil 
olahan perikanan 

Pengembangan 

usaha pengolahan 
hasil perikanan 

untuk 
meningkatkan 

nilai tambah hasil 

perikanan 
didukung 

penyediaan sarana 
prasarana dan 

peningkatan mutu 
produk hasil 

olahan perikanan 

Penguatan usaha 

pengolahan hasil 
perikanan untuk 

meningkatkan 
nilai tambah 

hasil perikanan 

didukung 
penyediaan 

sarana prasarana 
dan peningkatan 

mutu produk 
hasil olahan 

perikanan 

Pemantapan 

usaha 
pengolahan hasil 

perikanan untuk 
meningkatkan 

nilai tambah 

hasil perikanan 
didukung 

penyediaan 
sarana prasarana 

dan peningkatan 
mutu produk 

hasil olahan 
perikanan 

Perwujudan 

produksi 
pengolahan hasil 

perikanan yang 
tinggi untuk 

meningkatkan 

nilai tambah hasil 
perikanan 

didukung 
penyediaan sarana 

prasarana dan 
peningkatan mutu 

produk hasil 
olahan perikanan 

 

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan 

Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 

Arah Kebijakan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 

2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi 

NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan dan 

arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka 

mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kelautan dan 

Perikanan. 
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Tabel 3.4  

Arah Kebijakan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 

Tujuan Sasaran Strategi 
Arah Kebijakan 

RPJMD 

Arah Kebijakan 

Renstra 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Meningkatka

n 

Pertumbuha
n dan 

Pemerataan 
Ekonomi 

Berbasis 
Maritim dan 

Keunggulan 
Wilayah 

Meningkatka

n 

produktivitas 
kelautan dan  

perikanan 
serta 

kesejahteraan 
pelaku usaha 

perikanan 
dengan tata 

kelola yang 

berkelanjutan 

Peningkatan 

produksi 

perikanan 
tangkap dengan 

penyediaan 
sarana dan 

prasarana 
penangkapan 

ikan yang ramah 
lingkungan 

terutama 

pembangunan 
pelabuhan 

perikanan, 
pemberdayaan 

nelayan dan 
pengawasan 

pemanfaatan 
sumber daya 

perikanan 

• Pengembang
an Smart 

Fishing. 

• Penyediaan 
jaminan 

sistem 

perlindunga
n nelayan 

• Peningkatan 
fasilitasi kapal 

penangkapan ikan 

berkapasitas 5-10 
GT dan penyediaan 

alat tangkap 
perikanan yang 

ramah lingkungan. 

• Peningkatan 
kompetensi, 

pemberdayaan dan 
perlindungan 

nelayan melalui 

sertifikasi nelayan 
dan BPJS 

Ketenagakerjaan. 

• Peningkatan 
pengawasan 

pemanfaatan 
sumber daya 

perikanan untuk 
mengurangi praktek 

IUU fishing 

Peningkatan 

produktivitas 
perikanan 

budidaya dengan 

penyediaan 
sarana prasarana 

budidaya, 
perbaikan sistem 

budidaya yang 
baik, dan 

pengembangan 

sentra perikanan 

Pengembangan 

sistem 
budidaya 

berkelanjutan. 

Pengembangan 
sentra 

perikanan 
yang terpadu 

untuk 
meningkatkan 

produktivitas 

• Pengembangan 
sistem budidaya 

perikanan 
berkelanjutan. 

• Pengembangan 

sentra perikanan 

yang terpadu melalui 
pengembangan 

kawasan 
minapolitan. 

• Penyediaan Sarana 

dan Prasarana 
Perbenihan, 

Pembesaran dan 
fasilitasi unit usaha 

baru perikanan 

budidaya 

Peningkatan 
kualitas  tata 

kelola wilayah 

laut, pesisir, dan 
pulau-pulau kecil  

- Peningkatan kualitas 
kawasan konservasi 

didukung 

pemberdayaan 
masyarakat di wilayah 

pesisir dan pulau-
pulau kecil.  
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Tujuan Sasaran Strategi 
Arah Kebijakan 

RPJMD 

Arah Kebijakan 

Renstra 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Pengembangan 
usaha 

pengolahan hasil 
perikanan untuk 

meningkatkan 

nilai tambah 
hasil perikanan 

didukung 
penyediaan 

sarana prasarana 
dan peningkatan 

mutu produk 
hasil olahan 

perikanan 

Pemenuhan 
kebutuhan 

bahan baku 
industri 

berbasis 

maritim, 
peningkatan 

kualitas mutu 
dan nilai 

tambah hasil 
kelautan dan 

perikanan 

Peningkatan kualitas 
mutu produk hasil 

olahan perikanan 
melalui Standarisasi 

dan Sertifikasi Produk 

hasil perikanan. 

Penyediaan sarana dan 
prasarana usaha 

pengolahan hasil 

perikanan  
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BAB IV 

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA 

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

 

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

4.1.1  Uraian Program, Kegiatan, Sub kegiatan beserta kinerja, 

indikator, target, dan pagu indikatif. 

Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam 

mencapai kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dimulai dari 

tahun 2025 hingga tahun 2030. Program tahun 2030 

merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan 

perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu pijakan 

penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan 

Tahun 2030. Program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu 

nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Negeri 

beserta pemutakhirannya. 

Program, Kegiatan, Sub kegiatan selama kurun waktu 

tahun 2025-2030 diuraikan sebagai berikut: 

1. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 

a. Kegiatan: Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut 

Sampai Dengan 12 Mil 

Sub Kegiatan: 

1) Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 

2) Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 

3) Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 

b. Kegiatan: Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap 

untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai 

dengan 30 GT 

Sub Kegiatan: 

1) Rekomendasi Perizinan Berusaha Sub sektor 

Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal 

ukuran di atas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai 
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dengan 12 mil 

c. Kegiatan: Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan 

Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, 

Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat 

diusahakan Lintas kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) 

Daerah Provinsi 

Sub Kegiatan: 

1) Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran 

sampai dengan 10 GT 

2) Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan 

Berukuran sampai dengan 5 GT 

3) Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti 

Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai 

dengan 5 GT 

d. Kegiatan: Penetapan Lokasi Pembangunan serta 

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi 

Sub Kegiatan: 

1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan 

Perikanan 

2) Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan 

Pelabuhan Perikanan 

e. Kegiatan: Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran 

sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, 

Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang 

dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 

Daerah Provinsi 

Sub Kegiatan: 

1) Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan 

(BKP) 

 

2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN  BUDIDAYA 

a. Kegiatan: Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya 

Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ 
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Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 

Sub Kegiatan: 

1) Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil 

(TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 

b. Kegiatan: Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut 

Sub Kegiatan: 

1) Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan 

di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota  

2) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut 

3) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan 

Ikan di Laut 

4) Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan 

Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 

5) Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya 

di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

 

3. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN 

PULAU-PULAU KECIL 

a. Kegiatan: Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil 

di Luar Minyak dan Gas Bumi 

Sub Kegiatan: 

1) Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari 

Pemerintah Pusat 

2) Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-

pulau Kecil /Dokumen Final RZWP-3-K 

b. Kegiatan: Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di 

Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 

Sub Kegiatan: 

1) Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan 

Perikanan 
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c. Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau 

Pulau Kecil 

Sub Kegiatan: 

1) Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil 

2) Pelaksanaan Fasilitasi Akses Kemitraan Usaha 

d. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan 

Pelabuhan Perikanan Provinsi 

1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan 

Perikanan 

2) Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan 

Pelabuhan Perikanan 

e. Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 

10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, 

Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan 

Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 

1) Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan 

(BKP) 

 

4. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 

a. Kegiatan: Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 

Perikanan sampai dengan 12 Mil 

Sub Kegiatan: 

1) Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan 

2) Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut 

sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi 

3) Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha 

pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai 

kewenangan provinsi 

4) Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya 

kelautan kewenangan provinsi 

5) Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok 
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Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) 

b. Kegiatan: Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 

Perikanan sampai dengan 12 Mil 

Sub Kegiatan: 

1) Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan 

dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai 

kewenangan provinsi 

 

5. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL 

PERIKANAN 

a. Kegiatan: Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan 

Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 

Sub Kegiatan: 

1) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan 

Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 

2) Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk 

Menunjang Kegiatan Usaha Sub sektor Pengolahan 

Ikan dan Sub sektor Pemasaran Ikan Skala Usaha 

Menengah dan Besar 

b. Kegiatan: Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil 

Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala 

Menengah dan Besar 

Sub Kegiatan: 

1) Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan 

Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil 

Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha 

dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan 

Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan 

Berdaya Saing 

2) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan 

atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran 
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Skala Menengah dan Besar 

c. Kegiatan: Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku 

Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 

Sub Kegiatan: 

1) Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha 

Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 

(Satu) Daerah Provinsi  

 

6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

PROVINSI 

a. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

Sub Kegiatan: 

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

b. Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Sub Kegiatan: 

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  

Sub Kegiatan: 

1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  

d. Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

Sub Kegiatan:  

1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi 

e. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Sub Kegiatan: 

1) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
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3) Fasilitasi Kunjungan Tamu 

4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

f. Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

Sub Kegiatan:  

1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 

2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan 

3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

g. Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Sub Kegiatan:  

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik 

2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

h. Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

Sub Kegiatan:  

1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan 

dan pajak kendaraan perorangan dinas atau 

kendaraan dinas jabatan 

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 

Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan 

3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya. 

 

Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan 

dampak), sedangkan Indikator Kinerja adalah ukuran 

keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, 
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dan sub kegiatan yang telah direncanakan. Masing-masing 

program, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan diukur 

keberhasilannya mendasarkan pada target kinerja yang telah 

ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah.  

Perincian Program, Kegiatan, Sub kegiatan beserta 

kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif di Tabel 4.1 sebagai 

berikut. 
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Tabel 4.1 
Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan  

 
NSPK DAN SASARAN 

RPJMD YANG 
RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

3.25.0.00.0.00.19.0000 

- Dinas Kelautan dan 
Perikanan 

              

 - Meningkatnya 
pertumbuhan sektor 
pertanian, kehutanan, 

kelautan, perikanan, 
dan ketahanan pangan 

Meningkatnya 
pertumbuhan 
sektor 

pertanian, 
kehutanan, 
kelautan, 

perikanan, 
dan 
ketahanan 
pangan 

      Indeks Ekonomi Biru 
Indonesia (IBEI) (Indeks) 

    

    Meningkatkan 
produktivitas 
kelautan dan  

perikanan 
serta 
kesejahteraan 
pelaku usaha 

perikanan 
dengan tata 
kelola yang 

berkelanjutan 

    Jumlah Total Produksi 
Perikanan (Tangkap dan 
Budidaya) dari seluruh 

kabupaten/kota di 
wilayah provinsi (sumber 
data: one data KKP) (Ton) 

    

          Nilai Tukar Nelayan (NTN) 
(Indeks) 

    

          Nilai Tukar Pembudidaya 
Perikanan (NTPi) (Indeks) 

    

          Kontribusi Sektor 
Perikanan terhadap 
PDRB harga berlaku 
(Milyar Rupiah) 

    

          Nilai Ekspor Olahan Hasil 

Perikanan (USD) 

    

      Meingkatnya 
kepuasan masyarakat 
terhadap pelaksanaan 
pelayanan 

  Nilai SAKIP Perangkat 
Daerah (Predikat) 

3.25.01 - PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
PROVINSI 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

administrasi 
perkantoran 

          Indeks Profesionalisme 
Sumber Daya Manusia 

Perangkat Daerah 
(Indeks) 

3.25.01 - PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 
PROVINSI 

  

          Indeks Kepuasan 
Masyarakat (Indeks) 

3.25.01 - PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
PROVINSI 

  

        Terpenuhinya 

ketersediaan 
dan kualitas 
dokumen 
perencanaan 
serta evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan Perangkat 
Daerah (Dokumen) 

3.25.01.1.01 - 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 
dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD (Laporan) 

3.25.01.1.01 - 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 
(Laporan) 

3.25.01.1.01 - 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Dokumen 

Perencanaan Perangkat 
Daerah (Dokumen) 

3.25.01.1.01.0001 - 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 
dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD (Laporan) 

3.25.01.1.01.0006 - 
Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

  

          Jumlah Laporan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 
(Laporan) 

3.25.01.1.01.0007 - 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

  

        Meningkatnya 
efektivitas dan 

akuntabilitas 
administrasi 
keuangan 
Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN 
(Dokumen) 

3.25.01.1.02 - 
Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN (Orang/ 
Bulan) 

3.25.01.1.02 - 
Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN (Orang/ 
Bulan) 

3.25.01.1.02.0001 - 
Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN 
(Dokumen) 

3.25.01.1.02.0002 - 
Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas 
 
ASN 

  

        Meningkatnya 
kualitas data 
dan sistem 
administrasi 

BMD Perangkat 
Daerah 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan Barang 
Milik Daerah pada SKPD 
(Laporan) 

3.25.01.1.03 - 
Administrasi Barang Milik 
Daerah pada 
 

Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Laporan 

Penatausahaan Barang 
Milik Daerah pada SKPD 
(Laporan) 

3.25.01.1.03.0006 - 

Penatausahaan Barang 
Milik Daerah pada 
 
SKPD 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

        Meningkatnya 
kualitas 
administrasi 
kepegawaian 
pada Perangkat 
Daerah 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan  
(Orang) 

3.25.01.1.05 - 
Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan  
(Orang) 

3.25.01.1.05.0009 - 
Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi 

  

        Meningkatnya 
kualitas 

administrasi 
umum dalam 
mendukung 
kelancaran 
tugas dan 
fungsi 
Perangkat 

Daerah. 

Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

(Laporan) 

3.25.01.1.06 - 
Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 
(Laporan) 

3.25.01.1.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 

Disediakan (Paket) 

3.25.01.1.06 - 
Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Paket Peralatan 
Rumah Tangga yang 
Disediakan (Paket) 

3.25.01.1.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Paket Peralatan 
Rumah Tangga yang 
Disediakan (Paket) 

3.25.01.1.06.0003 - 
Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga 

  

          Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

3.25.01.1.06.0004 - 
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

  

          Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 
(Laporan) 

3.25.01.1.06.0008 - 
Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 
(Laporan) 

3.25.01.1.06.0009 - 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
 
Konsultasi SKPD 

  

        Tersedianya 

Barang Milik 
Daerah yang 
dibutuhkan 

untuk 
menunjang 
program dan 

kegiatan 

Perangkat 
Daerah 

Jumlah Unit Kendaraan 

Dinas Operasional atau 
Lapangan yang 
Disediakan (Unit) 

3.25.01.1.07 - Pengadaan 

Barang Milik Daerah 
Penunjang 
 

Urusan Pemerintah 
Daerah 

  

          Jumlah Unit Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Disediakan (Unit) 

3.25.01.1.07 - Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang 
 
Urusan Pemerintah 

Daerah 

  

          Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

3.25.01.1.07 - Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang 
 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

  

          Jumlah Unit Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Disediakan (Unit) 

3.25.01.1.07.0001 - 

Pengadaan Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 

  

          Jumlah Unit Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan yang 
Disediakan (Unit) 

3.25.01.1.07.0002 - 
Pengadaan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

  

          Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

3.25.01.1.07.0006 - 
Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

  

        Tersedianya 
kebutuhan jasa 
penunjang 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 

3.25.01.1.08 - Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 
 
Pemerintahan Daerah 

  



IV-14 IV-14 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

perangkat 
daerah 

Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan (Laporan) 

          Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 
(Laporan) 

3.25.01.1.08 - Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 

 
Pemerintahan Daerah 

  

          Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan (Laporan) 

3.25.01.1.08.0002 - 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

  

          Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 
(Laporan) 

3.25.01.1.08.0004 - 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

  

        Tersedianya 
pemeliharaan 

yang terencana 
dan efektif 
untuk menjaga 
Barang Milik 
Daerah 

Jumlah Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 

yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

3.25.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 

Lapangan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya (Unit) 

3.25.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 

yang Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

3.25.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang 
Dipelihara  (Unit) 

3.25.01.1.09 - 

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

3.25.01.1.09.0001 - 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

  

          Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 

Lapangan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya (Unit) 

3.25.01.1.09.0002 - 
Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau 

Lapangan 

  

          Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara  (Unit) 

3.25.01.1.09.0006 - 
Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

  

          Jumlah Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 
yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

3.25.01.1.09.0009 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

  

      Terkelolanya kawasan 
konservasi perairan 
daerah 

  Persentase Luas Kawasan 
Konservasi yang Dikelola 
Minimum (%) 

3.25.02 - PROGRAM 
PENGELOLAAN 
KELAUTAN, PESISIR DAN 
PULAU-PULAU KECIL 

  

        Meningkatnya 
kualitas 

pemanfaatan 
dan pelestarian 
ruang laut 
sampai dengan 
12 mil 

Dokumen Materi Teknis 
Muatan Perairan Pesisir 

pada RTRW 
Provinsi/Dokumen Final 
RZWP-3-K (Dokumen) 

3.25.02.1.01 - 
Pengelolaan Ruang Laut 

Sampai Dengan 12 Mil di 
Luar Minyak dan Gas 
Bumi 

  

          Luasan Kawasan 
Konservasi di Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil yang Terkelola (Ha) 

3.25.02.1.01 - 
Pengelolaan Ruang Laut 

Sampai Dengan 12 Mil di 
Luar Minyak dan Gas 
Bumi 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Luasan Kawasan 
Konservasi di Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil yang Terkelola (Ha) 

3.25.02.1.01.0002 - 
Pengelolaan Kawasan 
Konservasi di Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil Berdasarkan 
Penetapan dari 

Pemerintah Pusat 

  

          Dokumen Materi Teknis 
Muatan Perairan Pesisir 

pada RTRW 
Provinsi/Dokumen Final 
RZWP-3-K (Dokumen) 

3.25.02.1.01.0005 - 
Penyusunan Materi 

Teknis Perairan Pesisir 
dan Pulau-pulau 
Kecil/Dokumen Final 

RZWP-3-K/ 

  

        Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
dalam proses 
penerbitan izin 
pemanfaatan 
ruang laut 12 

Mil 

Jumlah Dokumen 
Pertimbangan Teknis 
Pengelolaan Perizinan 
Berusaha Sektor 
Kelautan dan Perikanan 
(Dokumen) 

3.25.02.1.02 - Penerbitan 
Izin Pemanfaatan Ruang 
Laut di Bawah 12 Mil di 
Luar Minyak dan Gas 
Bumi 

  

          Jumlah Dokumen 
Pertimbangan Teknis 
Pengelolaan Perizinan 
Berusaha Sektor 
Kelautan dan Perikanan 
(Dokumen) 

3.25.02.1.02.0007 - 
Pengelolaan Perizinan 
Berusaha Sektor Kelautan 
dan Perikanan 

  

        Meningkatnya 

kapasitas dan 
pastisipasi 
masyarakat 
pesisir dan 
pulau-pulau 
kecil 

Jumlah Masyarakat 

Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil yang Meningkat 
Kapasitasnya (Orang) 

3.25.02.1.03 - 

Pemberdayaan 
Masyarakat Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil 

  

          Jumlah Unit Usaha 

Sektor Kelautan dan 
Perikanan yang 
difasilitasi Kemitraan 

Usaha (Unit Usaha) 

3.25.02.1.03 - 

Pemberdayaan 
Masyarakat Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil 

  

          Jumlah Masyarakat 
Pesisir dan Pulau-Pulau 

3.25.02.1.03.0001 - 
Pengembangan Kapasitas 

  



IV-17 IV-17 
IV-17 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

Kecil yang Meningkat 
Kapasitasnya (Orang) 

Masyarakat Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil 

          Jumlah Unit Usaha 
Sektor Kelautan dan 

Perikanan yang 

difasilitasi Kemitraan 
Usaha (Unit Usaha) 

3.25.02.1.03.0006 - 
Pelaksanaan Fasilitasi 

Akses Kemitraan Usaha 

  

      Meningkatnya 
produksi perikanan 
tangkap 

  Jumlah Produksi 
Perikanan Tangkap (Ton) 

3.25.03 - PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PERIKANAN TANGKAP 

  

        Meningkatnya 

pengelolaan 
penangkapan 
ikan yang 
berkelanjutan, 
efektif dan 
kepatuhan 
terhadap 
regulasi di 

wilayah laut 
sampai dengan 
12 mil. 

Jumlah data dan 

Informasi Sumber Daya 
Ikan yang Tersedia di 
Wilayah Laut sampai 
dengan 12 Mil (Dokumen) 

3.25.03.1.01 - 

Pengelolaan Penangkapan 
Ikan di Wilayah Laut 
Sampai Dengan 12 Mil 

  

          Jumlah Prasarana Usaha 
Perikanan Tangkap yang 
Tersedia di Wilayah Laut 
sampai dengan 12 Mil 

(Unit) 

3.25.03.1.01 - 
Pengelolaan Penangkapan 
Ikan di Wilayah Laut 
Sampai Dengan 12 Mil 

  

          Jumlah Sarana Usaha 
Perikanan Tangkap yang 
Tersedia di Wilayah Laut 
sampai dengan 12 Mil 
(Unit) 

3.25.03.1.01 - 
Pengelolaan Penangkapan 
Ikan di Wilayah Laut 
Sampai Dengan 12 Mil 

  

          Jumlah data dan 

Informasi Sumber Daya 
Ikan yang Tersedia di 
Wilayah Laut sampai 
dengan 12 Mil (Dokumen) 

3.25.03.1.01.0001 - 

Penyediaan Data dan 
Informasi Sumber Daya 
Ikan 

  

          Jumlah Prasarana Usaha 
Perikanan Tangkap yang 
Tersedia di Wilayah Laut 

3.25.03.1.01.0002 - 
Penyediaan Prasarana 
Usaha Perikanan Tangkap 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

sampai dengan 12 Mil 
(Unit) 

          Jumlah Sarana Usaha 
Perikanan Tangkap yang 

Tersedia di Wilayah Laut 

sampai dengan 12 Mil 
(Unit) 

3.25.03.1.01.0010 - 
Penyediaan Sarana Usaha 

Perikanan Tangkap 

  

        Meningkatnya 
penerbitan izin 
usaha 
perikanan 

tangkap untuk 
kapal 
berukuran 10 
30 GT secara 
tepat waktu 
dan sesuai 
ketentuan. 

Tingkat Penyelesaian 
Rekomendasi Perizinan 
Berusaha Subsektor 
Penangkapan dan 

Pengangkutan Ikan 
untuk kapal ukuran 
diatas 5 GT - 30 GT dan 
beroperasi sampai 
dengan 12 mil 
(Persentase) 

3.25.03.1.03 - Penerbitan 
Izin Usaha Perikanan 
Tangkap untuk Kapal 
Perikanan Berukuran di 

atas 10 GT sampai 
dengan 30 GT 

  

          Tingkat Penyelesaian 

Rekomendasi Perizinan 
Berusaha Subsektor 
Penangkapan dan 
Pengangkutan Ikan 
untuk kapal ukuran 
diatas 5 GT - 30 GT dan 
beroperasi sampai 

dengan 12 mil 
(Persentase) 

3.25.03.1.03.0004 - 

Rekomendasi Perizinan 
Berusaha Subsektor 
Penangkapan dan 
Pengangkutan Ikan untuk 
kapal ukuran diatas 5 GT 
- 30 GT dan beroperasi 
sampai dengan 12 mil 

  

        Tersedianya 
lokasi yang 
strategis dan 
fasilitas 
pengelolaan 
pelabuhan 
perikanan 
provinsi yang 
memadai untuk 

mendukung 
kegiatan 
perikanan 
secara optimal. 

Fungsi Pemerintahan dan 
Pengusahaan Pelabuhan 
Perikanan yang 
Terlaksana (Layanan) 

3.25.03.1.06 - Penetapan 
Lokasi Pembangunan 
serta Pengelolaan 
Pelabuhan Perikanan 
Provinsi 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah Sarana dan 
Prasarana Pelabuhan 
Perikanan yang Tersedia 
(Unit) 

3.25.03.1.06 - Penetapan 
Lokasi Pembangunan 
serta Pengelolaan 
Pelabuhan Perikanan 
Provinsi 

  

          Jumlah Sarana dan 

Prasarana Pelabuhan 
Perikanan yang Tersedia 
(Unit) 

3.25.03.1.06.0002 - 

Penyediaan Sarana dan 
Prasarana Pelabuhan 
Perikanan 

  

          Fungsi Pemerintahan dan 
Pengusahaan Pelabuhan 
Perikanan yang 
Terlaksana (Layanan) 

3.25.03.1.06.0003 - 
Pelaksanaan Fungsi 
Pemerintahan dan 
Pengusahaan Pelabuhan 

Perikanan 

  

      Meningkatnya 
produksi perikanan 
budidaya 

  Jumlah Produksi 
Perikanan Budidaya (Ton) 

3.25.04 - PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PERIKANAN BUDIDAYA 

  

        Meningkatnya 
jumlah 
pembudi daya 

ikan kecil yang 
terdaftar 

melalui 
penerbitan 
TDPIK di laut 
dan lintas 
daerah. 

Jumlah Rekomendasi 
Perizinan Berusaha Skala 
Mikro dan Kecil di Laut 

dan Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 

(Satu) Daerah Provinsi 
(Rekomendasi) 

3.25.04.1.04 - Penerbitan 
Tanda Daftar bagi 
Pembudi Daya Ikan Kecil 

(TDPIK) di Laut dan Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota 

dalam 1 (Satu) Daerah 
Provinsi 

  

          Jumlah Rekomendasi 

Perizinan Berusaha Skala 
Mikro dan Kecil di Laut 
dan Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 
(Rekomendasi) 

3.25.04.1.04.0002 - 

Penerbitan Tanda Daftar 
bagi Pembudi Daya Ikan 
Kecil (TDPIK) di Laut dan 
Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

  

        Meningkatnya 

produksi dan 
kualitas hasil 
budidaya ikan 
di laut melalui 

pengelolaan 
yang 
berkelanjutan 

Dokumen Hasil 

Pelaksanaan Monitoring 
Kesehatan Ikan dan 
Lingkungan Budidaya di 
Laut dan Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota 
(Dokumen) 

3.25.04.1.05 - 

Pengelolaan 
Pembudidayaan Ikan di 
Laut 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

dan berbasis 
teknologi 

          Jumlah Data dan 

Informasi Pembudidayaan 
Ikan di Laut dan Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota 

(Dokumen) 

3.25.04.1.05 - 

Pengelolaan 
Pembudidayaan Ikan di 
Laut 

  

          Jumlah Prasarana 
Pembudidayaan Ikan di 
Laut (Unit) 

3.25.04.1.05 - 
Pengelolaan 
Pembudidayaan Ikan di 

Laut 

  

          Jumlah Sarana 
Pembudidayaan Ikan di 
Laut (Unit) 

3.25.04.1.05 - 
Pengelolaan 
Pembudidayaan Ikan di 
Laut 

  

          Jumlah Usulan Dokumen 
Pemanfaatan dan 
Perlindungan Lahan 

Pembudidayaan Ikan 
(Dokumen) 

3.25.04.1.05 - 
Pengelolaan 
Pembudidayaan Ikan di 

Laut 

  

          Jumlah Data dan 
Informasi Pembudidayaan 

Ikan di Laut dan Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota 
(Dokumen) 

3.25.04.1.05.0001 - 
Penyediaan Data dan 

Informasi Pembudidayaan 
Ikan di Laut dan Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota 

  

          Jumlah Prasarana 
Pembudidayaan Ikan di 
Laut (Unit) 

3.25.04.1.05.0002 - 
Penyediaan Prasarana 
Pembudidayaan Ikan di 
Laut  

  

          Jumlah Sarana 
Pembudidayaan Ikan di 
Laut (Unit) 

3.25.04.1.05.0004 - 
Penjaminan Ketersediaan 
Sarana Pembudidayaan 
Ikan di Laut 

  

          Jumlah Usulan Dokumen 
Pemanfaatan dan 

Perlindungan Lahan 
Pembudidayaan Ikan 
(Dokumen) 

3.25.04.1.05.0012 - 
Pengembangan, 

Pemanfaatan dan 
Perlindungan Lahan 
untuk Pembudidayaan 
Ikan Lintas Daerah 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

          Dokumen Hasil 
Pelaksanaan Monitoring 
Kesehatan Ikan dan 
Lingkungan Budidaya di 
Laut dan Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota 
(Dokumen) 

3.25.04.1.05.0013 - 
Monitoring Kesehatan 
Ikan dan Lingkungan 
Budidaya di Laut dan 
Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota 

  

      Meningkatnya 

kepatuhan,kelestarian 
laut dan 
keanekaragaman 
hayati 

  Kepatuhan pelaku usaha 

kelautan dan perikanan 
(%) 

3.25.05 - PROGRAM 

PENGAWASAN SUMBER 
DAYA KELAUTAN DAN 
PERIKANAN 

  

        Meningkatnya 
efektivitas 
pengawasan 

sumber daya 
kelautan dan 
perikanan 
hingga 12 mil 

untuk 
menjamin 
keberlanjutan 
ekosistem laut 

dan penegakan 
hukum 
terhadap 
pelanggaran 

Jumlah hari operasi 
Kapal Pengawas Kelautan 
dan  Perikanan (Hari 

Operasi) 

3.25.05.1.01 - 
Pengawasan Sumber Daya 
Kelautan dan Perikanan 

sampai dengan 12 Mil 

  

          Jumlah Pelaku usaha 
pemanfaatan sumber 
daya kelautan yang 

diperiksa kepatuhannya 

sesuai kewenangan 
provinsi (Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.01 - 
Pengawasan Sumber Daya 
Kelautan dan Perikanan 

sampai dengan 12 Mil 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah pelaku Usaha 
pembudidayaan ikan di 
Laut sampai dengan 12 
Mil yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 

(Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.01 - 
Pengawasan Sumber Daya 
Kelautan dan Perikanan 
sampai dengan 12 Mil 

  

          Jumlah pelaku usaha 
penangkapan ikan 

dan/atau usaha 
pengangkutan ikan 
sampai dengan 12 mil  

yang diperiksa 

kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.01 - 
Pengawasan Sumber Daya 

Kelautan dan Perikanan 
sampai dengan 12 Mil 

  

          Jumlah POKMASWAS 
yang ditumbuhkan, dan 
dikembangkan (Kelompok 
Masyarakat) 

3.25.05.1.01 - 
Pengawasan Sumber Daya 
Kelautan dan Perikanan 
sampai dengan 12 Mil 

  

          Jumlah hari operasi 
Kapal Pengawas Kelautan 
dan  Perikanan (Hari 
Operasi) 

3.25.05.1.01.0010 - 
Operasi Kapal Pengawas 
Kelautan dan Perikanan 

  

          Jumlah pelaku Usaha 
pembudidayaan ikan di 
Laut sampai dengan 12 
Mil yang diperiksa 

kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.01.0013 - 
Pengawasan Usaha 
Pembudidayaan Ikan di 
Laut sampai dengan 12 

Mil sesuai kewenangan 
provinsi 

  

          Jumlah pelaku usaha 
penangkapan ikan 
dan/atau usaha 
pengangkutan ikan 

sampai dengan 12 mil  
yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 

kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.01.0014 - 
Pengawasan Usaha 
penangkapan ikan 
dan/atau usaha 

pengangkutan ikan  
sampai dengan 12 Mil 
sesuai kewenangan 

provinsi 

  



IV-23 IV-23 
IV-23 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah Pelaku usaha 
pemanfaatan sumber 
daya kelautan yang 
diperiksa kepatuhannya 
sesuai kewenangan 
provinsi (Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.01.0016 - 
Pengawasan usaha 
pemanfaatan sumber 
daya kelautan 
kewenangan provinsi 

  

          Jumlah POKMASWAS 
yang ditumbuhkan, dan 
dikembangkan (Kelompok 

Masyarakat) 

3.25.05.1.01.0017 - 
Penumbuhan dan 
Pengembangan Kelompok 

Masyarakat Pengawas 
(POKMASWAS) 

  

        Meningkatnya 
kepatuhan 

pelaku usaha 
pemasaran dan 
pengolahan 
hasil perikanan 
sesuai dengan 
standar mutu 
dan peraturan 

perundang-
undangan di 

tingkat provinsi 

Jumlah pelaku Usaha 
Pemasaran hasil 

perikanan dan/atau 
usaha Pengolahan Hasil 
Perikanan yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.02 - 
Pengawasan Sumber Daya 

Perikanan di Wilayah 
Sungai, Danau, Waduk, 
Rawa, dan Genangan Air 
Lainnya yang Dapat 
Diusahakan Lintas 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

  

          Jumlah pelaku Usaha 
Pemasaran hasil 
perikanan dan/atau 
usaha Pengolahan Hasil 
Perikanan yang diperiksa 

kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.02.0004 - 
Pengawasan Usaha 
Pemasaran hasil 
perikanan dan/atau 
usaha Pengolahan Hasil 

Perikanan sesuai 
kewenangan provinsi 

  

      Meningkatnya 
produksi Olahan 
Hasil Perikanan 

  Angka Konsumsi Ikan 
(Kg/KAP/TH) 

3.25.06 - PROGRAM 
PENGOLAHAN DAN 
PEMASARAN HASIL 
PERIKANAN 

  

          Jumlah Produk Olahan 
Hasil Perikanan (Ton) 

3.25.06 - PROGRAM 
PENGOLAHAN DAN 
PEMASARAN HASIL 

PERIKANAN 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

        Tersedianya 
pelayanan 
perizinan usaha 
pemasaran dan 
pengolahan 
hasil perikanan 

lintas 
kabupaten/kota 

Jumlah Data dan 
Informasi Usaha 
Subsektor Pengolahan 
Ikan, Subsektor 
Pemasaran Ikan, dan  
Usaha Jasa Pasca Panen 

Penangkapan Ikan 
berdasarkan skala usaha 
dan risiko (Dokumen) 

3.25.06.1.01 - Penerbitan 
Izin Usaha Pemasaran 
dan Pengolahan Hasil 
Perikanan Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

  

          Jumlah Rekomendasi 
Perizinan Berusaha 
Untuk Menunjang 

Kegiatan Usaha 

Subsektor Pengolahan 
Ikan dan Subsektor 
Pemasaran Ikan Skala 
Usaha Menengah dan 
Besar (Rekomendasi) 

3.25.06.1.01 - Penerbitan 
Izin Usaha Pemasaran 
dan Pengolahan Hasil 

Perikanan Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

  

          Jumlah Data dan 
Informasi Usaha 

Subsektor Pengolahan 
Ikan, Subsektor 

Pemasaran Ikan, dan  
Usaha Jasa Pasca Panen 

Penangkapan Ikan 
berdasarkan skala usaha 
dan risiko (Dokumen) 

3.25.06.1.01.0004 - 
Penyediaan Data dan 

Informasi Usaha 
Pemasaran dan 

Pengolahan Hasil 
Perikanan Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

  

          Jumlah Rekomendasi 

Perizinan Berusaha 
Untuk Menunjang 
Kegiatan Usaha 
Subsektor Pengolahan 
Ikan dan Subsektor 
Pemasaran Ikan Skala 
Usaha Menengah dan 

Besar (Rekomendasi) 

3.25.06.1.01.0007 - 

Penerbitan Rekomendasi 
Perizinan Berusaha Untuk 
Menunjang Kegiatan 
Usaha Subsektor 
Pengolahan Ikan dan 
Subsektor Pemasaran 
Ikan Skala Usaha 

Menengah dan Besar 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

        Meningkatnya 
mutu dan 
keamanan hasil 
perikanan pada 
usaha 
pengolahan dan 

pemasaran 
skala menengah 
dan besar 
melalui 
pembinaan 
yang 
berkelanjutan 

Jumlah Pembinaan, 
Fasilitasi, Pemantauan, 
dan Evaluasi terhadap 
Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan, dan 
Daya Saing serta 

Pemberdayaan Usaha 
dalam rangka 
Menghasilkan Produk 
yang Aman dan Bermutu 
untuk dikonsumsi atau 
digunakan, dan Berdaya 
Saing (Kegiatan) 

3.25.06.1.02 - Pembinaan 
Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan bagi 
Usaha Pengolahan dan 
Pemasaran Skala 
Menengah dan Besar 

  

          Jumlah Pembinaan, 
Fasilitasi, Pemantauan, 
dan Evaluasi terhadap 
Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan, dan 
Daya Saing serta 
Pemberdayaan Usaha 
dalam rangka 

Menghasilkan Produk 
yang Aman dan Bermutu 
untuk dikonsumsi atau 
digunakan, dan Berdaya 

Saing (Kegiatan) 

3.25.06.1.02.0003 - 
Pelaksanaan Pembinaan, 
Fasilitasi, Pemantauan, 
dan Evaluasi terhadap 
Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan, dan 
Daya Saing serta 
Pemberdayaan Usaha 

dalam rangka 
Menghasilkan Produk 
yang Aman dan Bermutu 
untuk dikonsumsi atau 

digunakan, dan Berdaya 
Saing 

  

        Tersedianya 

bahan baku 
industri 
pengolahan 
ikan yang 
cukup dan 
merata untuk 
mendukung 

kelancaran 
produksi 
pengolahan 
perikanan 

Jumlah Unit Usaha 

Perikanan Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 
yang Diberikan Insentif 
dan Fasilitasi (Unit 
Usaha) 

3.25.06.1.03 - Penyediaan 

dan Penyaluran Bahan 
Baku Industri Pengolahan 
Ikan Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah Unit Usaha 
Perikanan Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 
yang Diberikan Insentif 
dan Fasilitasi (Unit 

Usaha) 

3.25.06.1.03.0002 - 
Pemberian Insentif dan 
Fasilitasi bagi Pelaku 
Usaha Perikanan Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota 
dalam 1 (Satu) Daerah 

Provinsi 

  

3.25.0.00.0.00.19.0001 
- Cabang Dinas 

Kelautan dan 
Perikanan Anambas 

              

 - Meningkatnya 
pertumbuhan sektor 

pertanian, kehutanan, 
kelautan, perikanan, 
dan ketahanan pangan 

Meningkatnya 
pertumbuhan 

sektor 
pertanian, 
kehutanan, 
kelautan, 
perikanan, 
dan 
ketahanan 

pangan 

      Indeks Ekonomi Biru 
Indonesia (IBEI) (Indeks) 

    

    Meningkatkan 
produktivitas 
kelautan dan  
perikanan 
serta 
kesejahteraan 
pelaku usaha 

perikanan 
dengan tata 
kelola yang 
berkelanjutan 

    Jumlah Total Produksi 
Perikanan (Tangkap dan 
Budidaya) dari seluruh 
kabupaten/kota di 
wilayah provinsi (sumber 
data: one data KKP) (Ton) 

    

          Nilai Tukar Nelayan (NTN) 
(Indeks) 

    

          Nilai Tukar Pembudidaya 

Perikanan (NTPi) (Indeks) 

    

          Kontribusi Sektor 

Perikanan terhadap 
PDRB harga berlaku 
(Milyar Rupiah) 

    

          Nilai Ekspor Olahan Hasil 
Perikanan (USD) 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

      Meingkatnya 
kepuasan masyarakat 
terhadap pelaksanaan 
pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

  Indeks Kepuasan 
Masyarakat (Indeks) 

3.25.01 - PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
PROVINSI 

  

        Meningkatnya 
kualitas 
administrasi 

umum dalam 
mendukung 
kelancaran 

tugas dan 

fungsi 
Perangkat 
Daerah. 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 
(Laporan) 

3.25.01.1.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

3.25.01.1.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Paket Bahan 

Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

3.25.01.1.06.0004 - 

Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

  

          Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 
(Laporan) 

3.25.01.1.06.0009 - 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
 
Konsultasi SKPD 

  

        Tersedianya 

Barang Milik 
Daerah yang 
dibutuhkan 
untuk 
menunjang 
program dan 
kegiatan 

Perangkat 
Daerah 

Jumlah Unit Peralatan 

dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

3.25.01.1.07 - Pengadaan 

Barang Milik Daerah 
Penunjang 
 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

  

          Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 

Disediakan (Unit) 

3.25.01.1.07.0006 - 
Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

        Tersedianya 
kebutuhan jasa 
penunjang 
perangkat 
daerah 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan (Laporan) 

3.25.01.1.08 - Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 
 
Pemerintahan Daerah 

  

          Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 

(Laporan) 

3.25.01.1.08 - Penyediaan 

Jasa Penunjang Urusan 
 
Pemerintahan Daerah 

  

          Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan (Laporan) 

3.25.01.1.08.0002 - 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

  

          Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 
(Laporan) 

3.25.01.1.08.0004 - 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

  

        Tersedianya 
pemeliharaan 

yang terencana 
dan efektif 
untuk menjaga 
Barang Milik 
Daerah 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 

Lapangan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya (Unit) 

3.25.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

3.25.01.1.09 - 

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 

Dipelihara  (Unit) 

3.25.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 
yang 

3.25.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

Urusan Pemerintahan 
Daerah 

          Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 

yang Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

3.25.01.1.09.0001 - 
Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

  

          Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 

Lapangan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya (Unit) 

3.25.01.1.09.0002 - 
Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

  

          Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara  (Unit) 

3.25.01.1.09.0006 - 
Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

  

          Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

3.25.01.1.09.0010 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

  

      Terkelolanya kawasan 

konservasi perairan 
daerah 

  Persentase Luas Kawasan 

Konservasi yang Dikelola 
Minimum (%) 

3.25.02 - PROGRAM 

PENGELOLAAN 
KELAUTAN, PESISIR DAN 
PULAU-PULAU KECIL 

  

        Meningkatnya 
kapasitas dan 
pastisipasi 
masyarakat 

pesisir dan 
pulau-pulau 
kecil 

Jumlah Masyarakat 
Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil yang Meningkat 
Kapasitasnya (Orang) 

3.25.02.1.03 - 
Pemberdayaan 
Masyarakat Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil 

  

          Jumlah Masyarakat 
Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil yang Meningkat 
Kapasitasnya (Orang) 

3.25.02.1.03.0001 - 
Pengembangan Kapasitas 
Masyarakat Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

      Meningkatnya 
produksi perikanan 
tangkap 

  Jumlah Produksi 
Perikanan Tangkap (Ton) 

3.25.03 - PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PERIKANAN TANGKAP 

  

        Meningkatnya 
jumlah kapal 
perikanan 

berukuran 
sampai dengan 
10 GT yang 

terdaftar dan 
beroperasi legal 
di perairan laut 

lintas 

kabupaten/kota 
dalam satu 
daerah provinsi 

Jumlah Rekomendasi 
Buku Kapal Perikanan 
(BKP) yang Diterbitkan 

(Rekomendasi) 

3.25.03.1.10 - 
Pendaftaran Kapal 
Perikanan Berukuran 

sampai dengan 10 GT 
yang Beroperasi di Laut, 
Sungai, Danau, Waduk, 

Rawa, dan Genangan Air 
Lainnya yang dapat 
diusahakan Lintas 

Kabupaten/Kota dalam 1 

(Satu) Daerah Provinsi 

  

          Jumlah Rekomendasi 
Buku Kapal Perikanan 
(BKP) yang Diterbitkan 
(Rekomendasi) 

3.25.03.1.10.0003 - 
Penerbitan surat 
rekomendasi Buku Kapal 
Perikanan (BKP) 

  

      Meningkatnya 
produksi perikanan 
budidaya 

  Jumlah Produksi 
Perikanan Budidaya (Ton) 

3.25.04 - PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PERIKANAN BUDIDAYA 

  

        Meningkatnya 
jumlah 
pembudi daya 
ikan kecil yang 
terdaftar 

melalui 
penerbitan 
TDPIK di laut 
dan lintas 
daerah. 

Jumlah Rekomendasi 
Perizinan Berusaha Skala 
Mikro dan Kecil di Laut 
dan Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 

(Satu) Daerah Provinsi 
(Rekomendasi) 

3.25.04.1.04 - Penerbitan 
Tanda Daftar bagi 
Pembudi Daya Ikan Kecil 
(TDPIK) di Laut dan Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota 

dalam 1 (Satu) Daerah 
Provinsi 

  

          Jumlah Rekomendasi 
Perizinan Berusaha Skala 

Mikro dan Kecil di Laut 
dan Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 

(Satu) Daerah Provinsi 
(Rekomendasi) 

3.25.04.1.04.0002 - 
Penerbitan Tanda Daftar 

bagi Pembudi Daya Ikan 
Kecil (TDPIK) di Laut dan 
Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

      Meningkatnya 
kepatuhan,kelestarian 
laut dan 
keanekaragaman 
hayati 

  Tingkat Kepatuhan 
Pelaku Usaha Kelautan 
dan Perikanan (%) 

3.25.05 - PROGRAM 
PENGAWASAN SUMBER 
DAYA KELAUTAN DAN 
PERIKANAN 

  

        Meningkatnya 

efektivitas 
pengawasan 
sumber daya 

kelautan dan 
perikanan 
hingga 12 mil 

untuk 

menjamin 
keberlanjutan 
ekosistem laut 
dan penegakan 
hukum 
terhadap 
pelanggaran 

Jumlah hari operasi 

Kapal Pengawas Kelautan 
dan  Perikanan (Hari 
Operasi) 

3.25.05.1.01 - 

Pengawasan Sumber Daya 
Kelautan dan Perikanan 
sampai dengan 12 Mil 

  

          Jumlah Pelaku usaha 
pemanfaatan sumber 

daya kelautan yang 
diperiksa kepatuhannya 

sesuai kewenangan 
provinsi (Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.01 - 
Pengawasan Sumber Daya 

Kelautan dan Perikanan 
sampai dengan 12 Mil 

  

          Jumlah pelaku Usaha 
pembudidayaan ikan di 

Laut sampai dengan 12 
Mil yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.01 - 
Pengawasan Sumber Daya 

Kelautan dan Perikanan 
sampai dengan 12 Mil 

  

          Jumlah pelaku usaha 
penangkapan ikan 

dan/atau usaha 
pengangkutan ikan 
sampai dengan 12 mil  
yang diperiksa 

kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.01 - 
Pengawasan Sumber Daya 

Kelautan dan Perikanan 
sampai dengan 12 Mil 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah POKMASWAS 
yang ditumbuhkan, dan 
dikembangkan (Kelompok 
Masyarakat) 

3.25.05.1.01 - 
Pengawasan Sumber Daya 
Kelautan dan Perikanan 
sampai dengan 12 Mil 

  

          Jumlah hari operasi 
Kapal Pengawas Kelautan 

dan  Perikanan (Hari 
Operasi) 

3.25.05.1.01.0010 - 
Operasi Kapal Pengawas 

Kelautan dan Perikanan 

  

          Jumlah pelaku Usaha 
pembudidayaan ikan di 
Laut sampai dengan 12 
Mil yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 

kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.01.0013 - 
Pengawasan Usaha 
Pembudidayaan Ikan di 
Laut sampai dengan 12 
Mil sesuai kewenangan 

provinsi 

  

          Jumlah pelaku usaha 
penangkapan ikan 
dan/atau usaha 
pengangkutan ikan 
sampai dengan 12 mil  

yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.01.0014 - 
Pengawasan Usaha 
penangkapan ikan 
dan/atau usaha 
pengangkutan ikan  

sampai dengan 12 Mil 
sesuai kewenangan 
provinsi 

  

          Jumlah Pelaku usaha 
pemanfaatan sumber 
daya kelautan yang 
diperiksa kepatuhannya 

sesuai kewenangan 
provinsi (Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.01.0016 - 
Pengawasan usaha 
pemanfaatan sumber 
daya kelautan 

kewenangan provinsi 

  

          Jumlah POKMASWAS 
yang ditumbuhkan, dan 
dikembangkan (Kelompok 
Masyarakat) 

3.25.05.1.01.0017 - 
Penumbuhan dan 
Pengembangan Kelompok 
Masyarakat Pengawas 
(POKMASWAS) 

  

        Meningkatnya 
kepatuhan 
pelaku usaha 
pemasaran dan 

pengolahan 
hasil perikanan 
sesuai dengan 

Jumlah pelaku Usaha 
Pemasaran hasil 
perikanan dan/atau 
usaha Pengolahan Hasil 

Perikanan yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 

3.25.05.1.02 - 
Pengawasan Sumber Daya 
Perikanan di Wilayah 
Sungai, Danau, Waduk, 

Rawa, dan Genangan Air 
Lainnya yang Dapat 
Diusahakan Lintas 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

standar mutu 
dan peraturan 
perundang-
undangan di 
tingkat provinsi 

kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

          Jumlah pelaku Usaha 
Pemasaran hasil 
perikanan dan/atau 
usaha Pengolahan Hasil 
Perikanan yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 

kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.02.0004 - 
Pengawasan Usaha 
Pemasaran hasil 
perikanan dan/atau 
usaha Pengolahan Hasil 
Perikanan sesuai 

kewenangan provinsi 

  

3.25.0.00.0.00.19.0002 
- Cabang Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan Natuna 

              

 - Meningkatnya 

pertumbuhan sektor 
pertanian, kehutanan, 
kelautan, perikanan, 
dan ketahanan pangan 

Meningkatnya 

pertumbuhan 
sektor 
pertanian, 
kehutanan, 
kelautan, 
perikanan, 
dan 
ketahanan 
pangan 

      Indeks Ekonomi Biru 

Indonesia (IBEI) (Indeks) 

    

    Meningkatkan 
produktivitas 
kelautan dan  
perikanan 
serta 
kesejahteraan 

pelaku usaha 
perikanan 

dengan tata 
kelola yang 
berkelanjutan 

    Jumlah Total Produksi 
Perikanan (Tangkap dan 
Budidaya) dari seluruh 
kabupaten/kota di 
wilayah provinsi (sumber 
data: one data KKP) (Ton) 

    

          Nilai Tukar Nelayan (NTN) 
(Indeks) 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Nilai Tukar Pembudidaya 
Perikanan (NTPi) (Indeks) 

    

          Kontribusi Sektor 
Perikanan terhadap 
PDRB harga berlaku 
(Milyar Rupiah) 

    

          Nilai Ekspor Olahan Hasil 
Perikanan (USD) 

    

      Meingkatnya 
kepuasan masyarakat 
terhadap pelaksanaan 
pelayanan 
administrasi 

perkantoran 

  Indeks Kepuasan 
Masyarakat (Indeks) 

3.25.01 - PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
PROVINSI 

  

        Meningkatnya 
kualitas 
administrasi 
umum dalam 
mendukung 
kelancaran 

tugas dan 
fungsi 
Perangkat 
Daerah. 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 
(Laporan) 

3.25.01.1.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

3.25.01.1.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Paket Bahan 

Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

3.25.01.1.06.0004 - 

Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

  

          Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 
(Laporan) 

3.25.01.1.06.0009 - 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
 
Konsultasi SKPD 

  

        Tersedianya 
Barang Milik 

Daerah yang 
dibutuhkan 
untuk 
menunjang 
program dan 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 

Disediakan (Unit) 

3.25.01.1.07 - Pengadaan 
Barang Milik Daerah 

Penunjang 
 
Urusan Pemerintah 
Daerah 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

kegiatan 
Perangkat 
Daerah 

          Jumlah Unit Peralatan 

dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

3.25.01.1.07.0006 - 

Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

  

        Tersedianya 
kebutuhan jasa 
penunjang 
perangkat 
daerah 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan (Laporan) 

3.25.01.1.08 - Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 
 
Pemerintahan Daerah 

  

          Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 
(Laporan) 

3.25.01.1.08 - Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 
 
Pemerintahan Daerah 

  

          Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan (Laporan) 

3.25.01.1.08.0002 - 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

  

          Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 
(Laporan) 

3.25.01.1.08.0004 - 
Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 

  

        Tersedianya 
pemeliharaan 
yang terencana 
dan efektif 
untuk menjaga 
Barang Milik 
Daerah 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya (Unit) 

3.25.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

3.25.01.1.09 - 

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara  (Unit) 

3.25.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 
yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

3.25.01.1.09 - 

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah 

  

          Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

3.25.01.1.09.0001 - 
Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

  

          Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 

Lapangan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya (Unit) 

3.25.01.1.09.0002 - 
Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

  

          Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara  (Unit) 

3.25.01.1.09.0006 - 
Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

  

          Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

3.25.01.1.09.0010 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

  

      Terkelolanya kawasan 

konservasi perairan 
daerah 

  Persentase Luas Kawasan 

Konservasi yang Dikelola 
Minimum (%) 

3.25.02 - PROGRAM 

PENGELOLAAN 
KELAUTAN, PESISIR DAN 
PULAU-PULAU KECIL 

  

        Meningkatnya 
kapasitas dan 
pastisipasi 
masyarakat 

Jumlah Masyarakat 
Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil yang Meningkat 
Kapasitasnya (Orang) 

3.25.02.1.03 - 
Pemberdayaan 
Masyarakat Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

pesisir dan 
pulau-pulau 
kecil 

          Jumlah Masyarakat 
Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil yang Meningkat 
Kapasitasnya (Orang) 

3.25.02.1.03.0001 - 
Pengembangan Kapasitas 

Masyarakat Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil 

  

      Meningkatnya 
produksi perikanan 
tangkap 

  Jumlah Produksi 
Perikanan Tangkap (Ton) 

3.25.03 - PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PERIKANAN TANGKAP 

  

        Meningkatnya 
jumlah kapal 

perikanan 
berukuran 
sampai dengan 
10 GT yang 
terdaftar dan 
beroperasi legal 
di perairan laut 
lintas 

kabupaten/kota 
dalam satu 
daerah provinsi 

Jumlah Rekomendasi 
Buku Kapal Perikanan 

(BKP) yang Diterbitkan 
(Rekomendasi) 

3.25.03.1.10 - 
Pendaftaran Kapal 

Perikanan Berukuran 
sampai dengan 10 GT 
yang Beroperasi di Laut, 
Sungai, Danau, Waduk, 
Rawa, dan Genangan Air 
Lainnya yang dapat 
diusahakan Lintas 
Kabupaten/Kota dalam 1 

(Satu) Daerah Provinsi 

  

          Jumlah Rekomendasi 
Buku Kapal Perikanan 
(BKP) yang Diterbitkan 
(Rekomendasi) 

3.25.03.1.10.0003 - 
Penerbitan surat 
rekomendasi Buku Kapal 
Perikanan (BKP) 

  

      Meningkatnya 
produksi perikanan 
budidaya 

  Jumlah Produksi 
Perikanan Budidaya (Ton) 

3.25.04 - PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PERIKANAN BUDIDAYA 

  

        Meningkatnya 
jumlah 
pembudi daya 
ikan kecil yang 

terdaftar 
melalui 
penerbitan 
TDPIK di laut 
dan lintas 
daerah. 

Jumlah Rekomendasi 
Perizinan Berusaha Skala 
Mikro dan Kecil di Laut 
dan Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 
(Rekomendasi) 

3.25.04.1.04 - Penerbitan 
Tanda Daftar bagi 
Pembudi Daya Ikan Kecil 
(TDPIK) di Laut dan Lintas 

Daerah Kabupaten/Kota 
dalam 1 (Satu) Daerah 
Provinsi 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah Rekomendasi 
Perizinan Berusaha Skala 
Mikro dan Kecil di Laut 
dan Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

(Rekomendasi) 

3.25.04.1.04.0002 - 
Penerbitan Tanda Daftar 
bagi Pembudi Daya Ikan 
Kecil (TDPIK) di Laut dan 
Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 

(Satu) Daerah Provinsi 

  

      Meningkatnya 
kepatuhan,kelestarian 

laut dan 
keanekaragaman 
hayati 

  Tingkat Kepatuhan 
Pelaku Usaha Kelautan 

dan Perikanan (%) 

3.25.05 - PROGRAM 
PENGAWASAN SUMBER 

DAYA KELAUTAN DAN 
PERIKANAN 

  

        Meningkatnya 

efektivitas 
pengawasan 
sumber daya 
kelautan dan 
perikanan 
hingga 12 mil 
untuk 

menjamin 
keberlanjutan 

ekosistem laut 
dan penegakan 

hukum 
terhadap 
pelanggaran 

Jumlah hari operasi 

Kapal Pengawas Kelautan 
dan  Perikanan (Hari 
Operasi) 

3.25.05.1.01 - 

Pengawasan Sumber Daya 
Kelautan dan Perikanan 
sampai dengan 12 Mil 

  

          Jumlah Pelaku usaha 

pemanfaatan sumber 
daya kelautan yang 
diperiksa kepatuhannya 
sesuai kewenangan 
provinsi (Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.01 - 

Pengawasan Sumber Daya 
Kelautan dan Perikanan 
sampai dengan 12 Mil 

  

          Jumlah pelaku Usaha 
pembudidayaan ikan di 

Laut sampai dengan 12 
Mil yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 

(Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.01 - 
Pengawasan Sumber Daya 

Kelautan dan Perikanan 
sampai dengan 12 Mil 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah pelaku usaha 
penangkapan ikan 
dan/atau usaha 
pengangkutan ikan 
sampai dengan 12 mil  
yang diperiksa 

kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.01 - 
Pengawasan Sumber Daya 
Kelautan dan Perikanan 
sampai dengan 12 Mil 

  

          Jumlah POKMASWAS 
yang ditumbuhkan, dan 
dikembangkan (Kelompok 

Masyarakat) 

3.25.05.1.01 - 
Pengawasan Sumber Daya 
Kelautan dan Perikanan 

sampai dengan 12 Mil 

  

          Jumlah hari operasi 
Kapal Pengawas Kelautan 
dan  Perikanan (Hari 
Operasi) 

3.25.05.1.01.0010 - 
Operasi Kapal Pengawas 
Kelautan dan Perikanan 

  

          Jumlah pelaku Usaha 
pembudidayaan ikan di 
Laut sampai dengan 12 

Mil yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.01.0013 - 
Pengawasan Usaha 
Pembudidayaan Ikan di 

Laut sampai dengan 12 
Mil sesuai kewenangan 
provinsi 

  

          Jumlah pelaku usaha 
penangkapan ikan 
dan/atau usaha 
pengangkutan ikan 

sampai dengan 12 mil  
yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.01.0014 - 
Pengawasan Usaha 
penangkapan ikan 
dan/atau usaha 

pengangkutan ikan  
sampai dengan 12 Mil 
sesuai kewenangan 
provinsi 

  

          Jumlah Pelaku usaha 
pemanfaatan sumber 

daya kelautan yang 
diperiksa kepatuhannya 
sesuai kewenangan 

provinsi (Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.01.0016 - 
Pengawasan usaha 

pemanfaatan sumber 
daya kelautan 
kewenangan provinsi 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah POKMASWAS 
yang ditumbuhkan, dan 
dikembangkan (Kelompok 
Masyarakat) 

3.25.05.1.01.0017 - 
Penumbuhan dan 
Pengembangan Kelompok 
Masyarakat Pengawas 
(POKMASWAS) 

  

        Meningkatnya 

kepatuhan 
pelaku usaha 
pemasaran dan 

pengolahan 
hasil perikanan 
sesuai dengan 

standar mutu 

dan peraturan 
perundang-
undangan di 
tingkat provinsi 

Jumlah pelaku Usaha 

Pemasaran hasil 
perikanan dan/atau 
usaha Pengolahan Hasil 

Perikanan yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 

(Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.02 - 

Pengawasan Sumber Daya 
Perikanan di Wilayah 
Sungai, Danau, Waduk, 

Rawa, dan Genangan Air 
Lainnya yang Dapat 
Diusahakan Lintas 

Kabupaten/Kota dalam 1 

(Satu) Daerah Provinsi 

  

          Jumlah pelaku Usaha 
Pemasaran hasil 
perikanan dan/atau 

usaha Pengolahan Hasil 
Perikanan yang diperiksa 

kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 

(Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.02.0004 - 
Pengawasan Usaha 
Pemasaran hasil 

perikanan dan/atau 
usaha Pengolahan Hasil 

Perikanan sesuai 
kewenangan provinsi 

  

3.25.0.00.0.00.19.0003 

- Cabang Dinas 

Kelautan dan 

Perikanan Lingga 

              

 - Meningkatnya 
pertumbuhan sektor 
pertanian, kehutanan, 
kelautan, perikanan, 
dan ketahanan pangan 

Meningkatnya 
pertumbuhan 
sektor 
pertanian, 
kehutanan, 
kelautan, 

perikanan, 
dan 
ketahanan 
pangan 

      Indeks Ekonomi Biru 
Indonesia (IBEI) (Indeks) 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

    Meningkatkan 
produktivitas 
kelautan dan  
perikanan 
serta 
kesejahteraan 

pelaku usaha 
perikanan 
dengan tata 
kelola yang 
berkelanjutan 

    Jumlah Total Produksi 
Perikanan (Tangkap dan 
Budidaya) dari seluruh 
kabupaten/kota di 
wilayah provinsi (sumber 
data: one data KKP) (Ton) 

    

          Nilai Tukar Nelayan (NTN) 

(Indeks) 

    

          Nilai Tukar Pembudidaya 
Perikanan (NTPi) (Indeks) 

    

          Kontribusi Sektor 
Perikanan terhadap 
PDRB harga berlaku 
(Milyar Rupiah) 

    

          Nilai Ekspor Olahan Hasil 

Perikanan (USD) 

    

      Meingkatnya 
kepuasan masyarakat 
terhadap pelaksanaan 
pelayanan 
administrasi 

perkantoran 

  Indeks Kepuasan 
Masyarakat (Indeks) 

3.25.01 - PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
PROVINSI 

  

        Meningkatnya 

kualitas 
administrasi 
umum dalam 
mendukung 
kelancaran 
tugas dan 
fungsi 

Perangkat 
Daerah. 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 
(Laporan) 

3.25.01.1.06 - 

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

3.25.01.1.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

3.25.01.1.06.0004 - 
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

  

          Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 
(Laporan) 

3.25.01.1.06.0009 - 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 

 
Konsultasi SKPD 

  

        Tersedianya 
Barang Milik 
Daerah yang 
dibutuhkan 
untuk 

menunjang 
program dan 
kegiatan 
Perangkat 
Daerah 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

3.25.01.1.07 - Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang 
 
Urusan Pemerintah 

Daerah 

  

          Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 

Disediakan (Unit) 

3.25.01.1.07.0006 - 
Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

  

        Tersedianya 

kebutuhan jasa 
penunjang 
perangkat 
daerah 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan (Laporan) 

3.25.01.1.08 - Penyediaan 

Jasa Penunjang Urusan 
 
Pemerintahan Daerah 

  

          Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 
(Laporan) 

3.25.01.1.08 - Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 

 
Pemerintahan Daerah 

  

          Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan (Laporan) 

3.25.01.1.08.0002 - 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

  

          Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 
(Laporan) 

3.25.01.1.08.0004 - 
Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

        Tersedianya 
pemeliharaan 
yang terencana 
dan efektif 
untuk menjaga 
Barang Milik 

Daerah 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya (Unit) 

3.25.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajaknya 

(Unit) 

3.25.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara  (Unit) 

3.25.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

3.25.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 

Dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

3.25.01.1.09.0001 - 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

  

          Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 

Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya (Unit) 

3.25.01.1.09.0002 - 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

  

          Jumlah Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang 
Dipelihara  (Unit) 

3.25.01.1.09.0006 - 

Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

3.25.01.1.09.0010 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

  

      Terkelolanya kawasan 
konservasi perairan 
daerah 

  Persentase Luas Kawasan 
Konservasi yang Dikelola 
Minimum (%) 

3.25.02 - PROGRAM 
PENGELOLAAN 
KELAUTAN, PESISIR DAN 

PULAU-PULAU KECIL 

  

        Meningkatnya 
kapasitas dan 
pastisipasi 

masyarakat 
pesisir dan 
pulau-pulau 
kecil 

Jumlah Masyarakat 
Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil yang Meningkat 

Kapasitasnya (Orang) 

3.25.02.1.03 - 
Pemberdayaan 
Masyarakat Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil 

  

          Jumlah Masyarakat 
Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil yang Meningkat 

Kapasitasnya (Orang) 

3.25.02.1.03.0001 - 
Pengembangan Kapasitas 
Masyarakat Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil 

  

      Meningkatnya 

produksi perikanan 
tangkap 

  Jumlah Produksi 

Perikanan Tangkap (Ton) 

3.25.03 - PROGRAM 

PENGELOLAAN 
PERIKANAN TANGKAP 

  

        Meningkatnya 
jumlah kapal 
perikanan 
berukuran 

sampai dengan 
10 GT yang 
terdaftar dan 
beroperasi legal 
di perairan laut 
lintas 
kabupaten/kota 

dalam satu 
daerah provinsi 

Jumlah Rekomendasi 
Buku Kapal Perikanan 
(BKP) yang Diterbitkan 
(Rekomendasi) 

3.25.03.1.10 - 
Pendaftaran Kapal 
Perikanan Berukuran 
sampai dengan 10 GT 

yang Beroperasi di Laut, 
Sungai, Danau, Waduk, 
Rawa, dan Genangan Air 
Lainnya yang dapat 
diusahakan Lintas 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

  

          Jumlah Rekomendasi 
Buku Kapal Perikanan 

(BKP) yang Diterbitkan 
(Rekomendasi) 

3.25.03.1.10.0003 - 
Penerbitan surat 

rekomendasi Buku Kapal 
Perikanan (BKP) 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

      Meningkatnya 
produksi perikanan 
budidaya 

  Jumlah Produksi 
Perikanan Budidaya (Ton) 

3.25.04 - PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PERIKANAN BUDIDAYA 

  

        Meningkatnya 
jumlah 
pembudi daya 

ikan kecil yang 
terdaftar 
melalui 

penerbitan 
TDPIK di laut 
dan lintas 

daerah. 

Jumlah Rekomendasi 
Perizinan Berusaha Skala 
Mikro dan Kecil di Laut 

dan Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

(Rekomendasi) 

3.25.04.1.04 - Penerbitan 
Tanda Daftar bagi 
Pembudi Daya Ikan Kecil 

(TDPIK) di Laut dan Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota 
dalam 1 (Satu) Daerah 

Provinsi 

  

          Jumlah Rekomendasi 
Perizinan Berusaha Skala 
Mikro dan Kecil di Laut 
dan Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 
(Rekomendasi) 

3.25.04.1.04.0002 - 
Penerbitan Tanda Daftar 
bagi Pembudi Daya Ikan 
Kecil (TDPIK) di Laut dan 
Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

  

      Meningkatnya 
kepatuhan,kelestarian 
laut dan 
keanekaragaman 
hayati 

  Tingkat Kepatuhan 
Pelaku Usaha Kelautan 
dan Perikanan (%) 

3.25.05 - PROGRAM 
PENGAWASAN SUMBER 
DAYA KELAUTAN DAN 
PERIKANAN 

  

        Meningkatnya 
efektivitas 
pengawasan 

sumber daya 
kelautan dan 
perikanan 
hingga 12 mil 
untuk 
menjamin 
keberlanjutan 

ekosistem laut 
dan penegakan 
hukum 
terhadap 

pelanggaran 

Jumlah hari operasi 
Kapal Pengawas Kelautan 
dan  Perikanan (Hari 

Operasi) 

3.25.05.1.01 - 
Pengawasan Sumber Daya 
Kelautan dan Perikanan 

sampai dengan 12 Mil 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah Pelaku usaha 
pemanfaatan sumber 
daya kelautan yang 
diperiksa kepatuhannya 
sesuai kewenangan 
provinsi (Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.01 - 
Pengawasan Sumber Daya 
Kelautan dan Perikanan 
sampai dengan 12 Mil 

  

          Jumlah pelaku Usaha 
pembudidayaan ikan di 
Laut sampai dengan 12 

Mil yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 

(Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.01 - 
Pengawasan Sumber Daya 
Kelautan dan Perikanan 

sampai dengan 12 Mil 

  

          Jumlah pelaku usaha 
penangkapan ikan 
dan/atau usaha 
pengangkutan ikan 
sampai dengan 12 mil  
yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 

kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.01 - 
Pengawasan Sumber Daya 
Kelautan dan Perikanan 
sampai dengan 12 Mil 

  

          Jumlah POKMASWAS 
yang ditumbuhkan, dan 
dikembangkan (Kelompok 
Masyarakat) 

3.25.05.1.01 - 
Pengawasan Sumber Daya 
Kelautan dan Perikanan 
sampai dengan 12 Mil 

  

          Jumlah hari operasi 
Kapal Pengawas Kelautan 

dan  Perikanan (Hari 
Operasi) 

3.25.05.1.01.0010 - 
Operasi Kapal Pengawas 

Kelautan dan Perikanan 

  

          Jumlah pelaku Usaha 
pembudidayaan ikan di 
Laut sampai dengan 12 
Mil yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 

kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.01.0013 - 
Pengawasan Usaha 
Pembudidayaan Ikan di 
Laut sampai dengan 12 
Mil sesuai kewenangan 

provinsi 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah pelaku usaha 
penangkapan ikan 
dan/atau usaha 
pengangkutan ikan 
sampai dengan 12 mil  
yang diperiksa 

kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.01.0014 - 
Pengawasan Usaha 
penangkapan ikan 
dan/atau usaha 
pengangkutan ikan  
sampai dengan 12 Mil 

sesuai kewenangan 
provinsi 

  

          Jumlah Pelaku usaha 
pemanfaatan sumber 
daya kelautan yang 

diperiksa kepatuhannya 

sesuai kewenangan 
provinsi (Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.01.0016 - 
Pengawasan usaha 
pemanfaatan sumber 

daya kelautan 

kewenangan provinsi 

  

          Jumlah POKMASWAS 
yang ditumbuhkan, dan 
dikembangkan (Kelompok 
Masyarakat) 

3.25.05.1.01.0017 - 
Penumbuhan dan 
Pengembangan Kelompok 
Masyarakat Pengawas 
(POKMASWAS) 

  

        Meningkatnya 
kepatuhan 
pelaku usaha 
pemasaran dan 
pengolahan 
hasil perikanan 
sesuai dengan 
standar mutu 

dan peraturan 
perundang-
undangan di 
tingkat provinsi 

Jumlah pelaku Usaha 
Pemasaran hasil 
perikanan dan/atau 
usaha Pengolahan Hasil 
Perikanan yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.02 - 
Pengawasan Sumber Daya 
Perikanan di Wilayah 
Sungai, Danau, Waduk, 
Rawa, dan Genangan Air 
Lainnya yang Dapat 
Diusahakan Lintas 
Kabupaten/Kota dalam 1 

(Satu) Daerah Provinsi 

  

          Jumlah pelaku Usaha 
Pemasaran hasil 
perikanan dan/atau 

usaha Pengolahan Hasil 
Perikanan yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 

(Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.02.0004 - 
Pengawasan Usaha 
Pemasaran hasil 

perikanan dan/atau 
usaha Pengolahan Hasil 
Perikanan sesuai 
kewenangan provinsi 

  

3.25.0.00.0.00.19.0004 
- Cabang Dinas 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

Kelautan dan 

Perikanan Karimun 

 - Meningkatnya 
pertumbuhan sektor 
pertanian, kehutanan, 
kelautan, perikanan, 

dan ketahanan pangan 

Meningkatnya 
pertumbuhan 
sektor 
pertanian, 

kehutanan, 
kelautan, 

perikanan, 
dan 
ketahanan 
pangan 

      Indeks Ekonomi Biru 
Indonesia (IBEI) (Indeks) 

    

    Meningkatkan 

produktivitas 
kelautan dan  
perikanan 
serta 
kesejahteraan 
pelaku usaha 
perikanan 

dengan tata 
kelola yang 
berkelanjutan 

    Jumlah Total Produksi 

Perikanan (Tangkap dan 
Budidaya) dari seluruh 
kabupaten/kota di 
wilayah provinsi (sumber 
data: one data KKP) (Ton) 

    

          Nilai Tukar Nelayan (NTN) 
(Indeks) 

    

          Nilai Tukar Pembudidaya 
Perikanan (NTPi) (Indeks) 

    

          Kontribusi Sektor 

Perikanan terhadap 
PDRB harga berlaku 
(Milyar Rupiah) 

    

          Nilai Ekspor Olahan Hasil 
Perikanan (USD) 

    

      Meingkatnya 
kepuasan masyarakat 

terhadap pelaksanaan 

pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

  Indeks Kepuasan 
Masyarakat (Indeks) 

3.25.01 - PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

PROVINSI 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

        Meningkatnya 
kualitas 
administrasi 
umum dalam 
mendukung 
kelancaran 

tugas dan 
fungsi 
Perangkat 
Daerah. 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 
(Laporan) 

3.25.01.1.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 

Disediakan (Paket) 

3.25.01.1.06 - 
Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

3.25.01.1.06.0004 - 
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

  

          Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

(Laporan) 

3.25.01.1.06.0009 - 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
 

Konsultasi SKPD 

  

        Tersedianya 

Barang Milik 
Daerah yang 
dibutuhkan 
untuk 
menunjang 
program dan 

kegiatan 
Perangkat 
Daerah 

Jumlah Unit Peralatan 

dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

3.25.01.1.07 - Pengadaan 

Barang Milik Daerah 
Penunjang 
 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

  

          Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

3.25.01.1.07.0006 - 
Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

  

        Tersedianya 

kebutuhan jasa 
penunjang 
perangkat 
daerah 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan (Laporan) 

3.25.01.1.08 - Penyediaan 

Jasa Penunjang Urusan 
 
Pemerintahan Daerah 

  

          Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

3.25.01.1.08 - Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

yang Disediakan 
(Laporan) 

 
Pemerintahan Daerah 

          Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan (Laporan) 

3.25.01.1.08.0002 - 
Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

  

          Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 

(Laporan) 

3.25.01.1.08.0004 - 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

  

        Tersedianya 
pemeliharaan 
yang terencana 
dan efektif 
untuk menjaga 
Barang Milik 
Daerah 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya (Unit) 

3.25.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 

yang Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

3.25.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang 
Dipelihara  (Unit) 

3.25.01.1.09 - 

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

3.25.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 
Daerah 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

3.25.01.1.09.0001 - 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

  

          Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 

Lapangan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya (Unit) 

3.25.01.1.09.0002 - 
Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau 

Lapangan 

  

          Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara  (Unit) 

3.25.01.1.09.0006 - 
Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

  

          Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

3.25.01.1.09.0010 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

  

      Terkelolanya kawasan 
konservasi perairan 
daerah 

    3.25.02 - PROGRAM 
PENGELOLAAN 
KELAUTAN, PESISIR DAN 
PULAU-PULAU KECIL 

  

        Meningkatnya 

kapasitas dan 
pastisipasi 
masyarakat 
pesisir dan 
pulau-pulau 
kecil 

Jumlah Masyarakat 

Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil yang Meningkat 
Kapasitasnya (Orang) 

3.25.02.1.03 - 

Pemberdayaan 
Masyarakat Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil 

  

          Jumlah Masyarakat 

Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil yang Meningkat 
Kapasitasnya (Orang) 

3.25.02.1.03.0001 - 

Pengembangan Kapasitas 
Masyarakat Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil 

  

      Meningkatnya 
produksi perikanan 
tangkap 

  Jumlah Produksi 
Perikanan Tangkap (Ton) 

3.25.03 - PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PERIKANAN TANGKAP 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

        Meningkatnya 
jumlah kapal 
perikanan 
berukuran 
sampai dengan 
10 GT yang 

terdaftar dan 
beroperasi legal 
di perairan laut 
lintas 
kabupaten/kota 
dalam satu 
daerah provinsi 

Jumlah Rekomendasi 
Buku Kapal Perikanan 
(BKP) yang Diterbitkan 
(Rekomendasi) 

3.25.03.1.10 - 
Pendaftaran Kapal 
Perikanan Berukuran 
sampai dengan 10 GT 
yang Beroperasi di Laut, 
Sungai, Danau, Waduk, 

Rawa, dan Genangan Air 
Lainnya yang dapat 
diusahakan Lintas 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

  

          Jumlah Rekomendasi 
Buku Kapal Perikanan 
(BKP) yang Diterbitkan 
(Rekomendasi) 

3.25.03.1.10.0003 - 
Penerbitan surat 
rekomendasi Buku Kapal 
Perikanan (BKP) 

  

      Meningkatnya 
produksi perikanan 
budidaya 

  Jumlah Produksi 
Perikanan Budidaya (Ton) 

3.25.04 - PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PERIKANAN BUDIDAYA 

  

        Meningkatnya 
jumlah 
pembudi daya 
ikan kecil yang 
terdaftar 
melalui 
penerbitan 
TDPIK di laut 

dan lintas 
daerah. 

Jumlah Rekomendasi 
Perizinan Berusaha Skala 
Mikro dan Kecil di Laut 
dan Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 
(Rekomendasi) 

3.25.04.1.04 - Penerbitan 
Tanda Daftar bagi 
Pembudi Daya Ikan Kecil 
(TDPIK) di Laut dan Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota 
dalam 1 (Satu) Daerah 
Provinsi 

  

          Jumlah Rekomendasi 
Perizinan Berusaha Skala 
Mikro dan Kecil di Laut 
dan Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 

(Satu) Daerah Provinsi 
(Rekomendasi) 

3.25.04.1.04.0002 - 
Penerbitan Tanda Daftar 
bagi Pembudi Daya Ikan 
Kecil (TDPIK) di Laut dan 
Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

  

      Meningkatnya 

kepatuhan,kelestarian 
laut dan 
keanekaragaman 
hayati 

  Tingkat Kepatuhan 

Pelaku Usaha Kelautan 
dan Perikanan (%) 

3.25.05 - PROGRAM 

PENGAWASAN SUMBER 
DAYA KELAUTAN DAN 
PERIKANAN 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

        Meningkatnya 
efektivitas 
pengawasan 
sumber daya 
kelautan dan 
perikanan 

hingga 12 mil 
untuk 
menjamin 
keberlanjutan 
ekosistem laut 
dan penegakan 
hukum 

terhadap 
pelanggaran 

Jumlah hari operasi 
Kapal Pengawas Kelautan 
dan  Perikanan (Hari 
Operasi) 

3.25.05.1.01 - 
Pengawasan Sumber Daya 
Kelautan dan Perikanan 
sampai dengan 12 Mil 

  

          Jumlah Pelaku usaha 
pemanfaatan sumber 
daya kelautan yang 
diperiksa kepatuhannya 
sesuai kewenangan 
provinsi (Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.01 - 
Pengawasan Sumber Daya 
Kelautan dan Perikanan 
sampai dengan 12 Mil 

  

          Jumlah pelaku Usaha 

pembudidayaan ikan di 
Laut sampai dengan 12 

Mil yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.01 - 

Pengawasan Sumber Daya 
Kelautan dan Perikanan 

sampai dengan 12 Mil 

  

          Jumlah pelaku usaha 
penangkapan ikan 
dan/atau usaha 
pengangkutan ikan 
sampai dengan 12 mil  
yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 

kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.01 - 
Pengawasan Sumber Daya 
Kelautan dan Perikanan 
sampai dengan 12 Mil 

  

          Jumlah POKMASWAS 
yang ditumbuhkan, dan 

dikembangkan (Kelompok 
Masyarakat) 

3.25.05.1.01 - 
Pengawasan Sumber Daya 

Kelautan dan Perikanan 
sampai dengan 12 Mil 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah hari operasi 
Kapal Pengawas Kelautan 
dan  Perikanan (Hari 
Operasi) 

3.25.05.1.01.0010 - 
Operasi Kapal Pengawas 
Kelautan dan Perikanan 

  

          Jumlah pelaku Usaha 
pembudidayaan ikan di 

Laut sampai dengan 12 
Mil yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 

kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.01.0013 - 
Pengawasan Usaha 

Pembudidayaan Ikan di 
Laut sampai dengan 12 
Mil sesuai kewenangan 

provinsi 

  

          Jumlah pelaku usaha 
penangkapan ikan 

dan/atau usaha 
pengangkutan ikan 
sampai dengan 12 mil  
yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.01.0014 - 
Pengawasan Usaha 

penangkapan ikan 
dan/atau usaha 
pengangkutan ikan  
sampai dengan 12 Mil 
sesuai kewenangan 
provinsi 

  

          Jumlah Pelaku usaha 
pemanfaatan sumber 
daya kelautan yang 
diperiksa kepatuhannya 
sesuai kewenangan 
provinsi (Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.01.0016 - 
Pengawasan usaha 
pemanfaatan sumber 
daya kelautan 
kewenangan provinsi 

  

          Jumlah POKMASWAS 
yang ditumbuhkan, dan 

dikembangkan (Kelompok 
Masyarakat) 

3.25.05.1.01.0017 - 
Penumbuhan dan 

Pengembangan Kelompok 
Masyarakat Pengawas 
(POKMASWAS) 

  

        Meningkatnya 
kepatuhan 
pelaku usaha 
pemasaran dan 

pengolahan 
hasil perikanan 
sesuai dengan 

standar mutu 
dan peraturan 
perundang-

Jumlah pelaku Usaha 
Pemasaran hasil 
perikanan dan/atau 
usaha Pengolahan Hasil 

Perikanan yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 

(Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.02 - 
Pengawasan Sumber Daya 
Perikanan di Wilayah 
Sungai, Danau, Waduk, 

Rawa, dan Genangan Air 
Lainnya yang Dapat 
Diusahakan Lintas 

Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

undangan di 
tingkat provinsi 

          Jumlah pelaku Usaha 
Pemasaran hasil 
perikanan dan/atau 
usaha Pengolahan Hasil 
Perikanan yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 

kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.02.0004 - 
Pengawasan Usaha 
Pemasaran hasil 
perikanan dan/atau 
usaha Pengolahan Hasil 
Perikanan sesuai 

kewenangan provinsi 

  

3.25.0.00.0.00.19.0005 
- Cabang Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan Batam 

              

 - Meningkatnya 

pertumbuhan sektor 
pertanian, kehutanan, 
kelautan, perikanan, 
dan ketahanan pangan 

Meningkatnya 

pertumbuhan 
sektor 
pertanian, 
kehutanan, 
kelautan, 
perikanan, 
dan 
ketahanan 
pangan 

      Indeks Ekonomi Biru 

Indonesia (IBEI) (Indeks) 

    

    Meningkatkan 
produktivitas 
kelautan dan  
perikanan 
serta 
kesejahteraan 

pelaku usaha 
perikanan 

dengan tata 
kelola yang 
berkelanjutan 

    Jumlah Total Produksi 
Perikanan (Tangkap dan 
Budidaya) dari seluruh 
kabupaten/kota di 
wilayah provinsi (sumber 
data: one data KKP) (Ton) 

    

          Nilai Tukar Nelayan (NTN) 
(Indeks) 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Nilai Tukar Pembudidaya 
Perikanan (NTPi) (Indeks) 

    

          Kontribusi Sektor 
Perikanan terhadap 
PDRB harga berlaku 
(Milyar Rupiah) 

    

          Nilai Ekspor Olahan Hasil 
Perikanan (USD) 

    

      Meingkatnya 
kepuasan masyarakat 
terhadap pelaksanaan 
pelayanan 
administrasi 

perkantoran 

  Indeks Kepuasan 
Masyarakat (Indeks) 

3.25.01 - PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
PROVINSI 

  

        Meningkatnya 
kualitas 
administrasi 
umum dalam 
mendukung 
kelancaran 

tugas dan 
fungsi 
Perangkat 
Daerah. 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 
(Laporan) 

3.25.01.1.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

3.25.01.1.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Paket Bahan 

Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

3.25.01.1.06.0004 - 

Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

  

          Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 
(Laporan) 

3.25.01.1.06.0009 - 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
 
Konsultasi SKPD 

  

        Tersedianya 
Barang Milik 

Daerah yang 
dibutuhkan 
untuk 
menunjang 
program dan 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 

Disediakan (Unit) 

3.25.01.1.07 - Pengadaan 
Barang Milik Daerah 

Penunjang 
 
Urusan Pemerintah 
Daerah 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

kegiatan 
Perangkat 
Daerah 

          Jumlah Unit Peralatan 

dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

3.25.01.1.07.0006 - 

Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

  

        Tersedianya 
kebutuhan jasa 
penunjang 
perangkat 
daerah 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan (Laporan) 

3.25.01.1.08 - Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 
 
Pemerintahan Daerah 

  

          Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 
(Laporan) 

3.25.01.1.08 - Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 
 
Pemerintahan Daerah 

  

          Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan (Laporan) 

3.25.01.1.08.0002 - 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

  

          Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 
(Laporan) 

3.25.01.1.08.0004 - 
Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 

  

        Tersedianya 
pemeliharaan 
yang terencana 
dan efektif 
untuk menjaga 
Barang Milik 
Daerah 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya (Unit) 

3.25.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

3.25.01.1.09 - 

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara  (Unit) 

3.25.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 
yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

3.25.01.1.09 - 

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah 

  

          Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

3.25.01.1.09.0001 - 
Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

  

          Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 

Lapangan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya (Unit) 

3.25.01.1.09.0002 - 
Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

  

          Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara  (Unit) 

3.25.01.1.09.0006 - 
Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

  

          Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

3.25.01.1.09.0010 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

  

      Terkelolanya kawasan 

konservasi perairan 
daerah 

  Persentase Luas Kawasan 

Konservasi yang Dikelola 
Minimum (%) 

3.25.02 - PROGRAM 

PENGELOLAAN 
KELAUTAN, PESISIR DAN 
PULAU-PULAU KECIL 

  

        Meningkatnya 
kapasitas dan 
pastisipasi 
masyarakat 

Jumlah Masyarakat 
Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil yang Meningkat 
Kapasitasnya (Orang) 

3.25.02.1.03 - 
Pemberdayaan 
Masyarakat Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

pesisir dan 
pulau-pulau 
kecil 

          Jumlah Masyarakat 
Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil yang Meningkat 
Kapasitasnya (Orang) 

3.25.02.1.03.0001 - 
Pengembangan Kapasitas 

Masyarakat Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil 

  

      Meningkatnya 
produksi perikanan 
tangkap 

  Jumlah Produksi 
Perikanan Budidaya (Ton) 

3.25.03 - PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PERIKANAN TANGKAP 

  

        Meningkatnya 
jumlah kapal 

perikanan 
berukuran 
sampai dengan 
10 GT yang 
terdaftar dan 
beroperasi legal 
di perairan laut 
lintas 

kabupaten/kota 
dalam satu 
daerah provinsi 

Jumlah Rekomendasi 
Buku Kapal Perikanan 

(BKP) yang Diterbitkan 
(Rekomendasi) 

3.25.03.1.10 - 
Pendaftaran Kapal 

Perikanan Berukuran 
sampai dengan 10 GT 
yang Beroperasi di Laut, 
Sungai, Danau, Waduk, 
Rawa, dan Genangan Air 
Lainnya yang dapat 
diusahakan Lintas 
Kabupaten/Kota dalam 1 

(Satu) Daerah Provinsi 

  

          Jumlah Rekomendasi 
Buku Kapal Perikanan 
(BKP) yang Diterbitkan 
(Rekomendasi) 

3.25.03.1.10.0003 - 
Penerbitan surat 
rekomendasi Buku Kapal 
Perikanan (BKP) 

  

      Meningkatnya 
produksi perikanan 
budidaya 

  Jumlah Produksi 
Perikanan Budidaya (Ton) 

3.25.04 - PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PERIKANAN BUDIDAYA 

  

        Meningkatnya 
jumlah 
pembudi daya 
ikan kecil yang 

terdaftar 
melalui 
penerbitan 
TDPIK di laut 
dan lintas 
daerah. 

Jumlah Rekomendasi 
Perizinan Berusaha Skala 
Mikro dan Kecil di Laut 
dan Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 
(Rekomendasi) 

3.25.04.1.04 - Penerbitan 
Tanda Daftar bagi 
Pembudi Daya Ikan Kecil 
(TDPIK) di Laut dan Lintas 

Daerah Kabupaten/Kota 
dalam 1 (Satu) Daerah 
Provinsi 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah Rekomendasi 
Perizinan Berusaha Skala 
Mikro dan Kecil di Laut 
dan Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

(Rekomendasi) 

3.25.04.1.04.0002 - 
Penerbitan Tanda Daftar 
bagi Pembudi Daya Ikan 
Kecil (TDPIK) di Laut dan 
Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 

(Satu) Daerah Provinsi 

  

      Meningkatnya 
kepatuhan,kelestarian 

laut dan 
keanekaragaman 
hayati 

  Tingkat Kepatuhan 
Pelaku Usaha Kelautan 

dan Perikanan (%) 

3.25.05 - PROGRAM 
PENGAWASAN SUMBER 

DAYA KELAUTAN DAN 
PERIKANAN 

  

        Meningkatnya 

efektivitas 
pengawasan 
sumber daya 
kelautan dan 
perikanan 
hingga 12 mil 
untuk 

menjamin 
keberlanjutan 

ekosistem laut 
dan penegakan 

hukum 
terhadap 
pelanggaran 

Jumlah hari operasi 

Kapal Pengawas Kelautan 
dan  Perikanan (Hari 
Operasi) 

3.25.05.1.01 - 

Pengawasan Sumber Daya 
Kelautan dan Perikanan 
sampai dengan 12 Mil 

  

          Jumlah Pelaku usaha 

pemanfaatan sumber 
daya kelautan yang 
diperiksa kepatuhannya 
sesuai kewenangan 
provinsi (Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.01 - 

Pengawasan Sumber Daya 
Kelautan dan Perikanan 
sampai dengan 12 Mil 

  

          Jumlah pelaku Usaha 
pembudidayaan ikan di 

Laut sampai dengan 12 
Mil yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 

(Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.01 - 
Pengawasan Sumber Daya 

Kelautan dan Perikanan 
sampai dengan 12 Mil 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah pelaku usaha 
penangkapan ikan 
dan/atau usaha 
pengangkutan ikan 
sampai dengan 12 mil  
yang diperiksa 

kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.01 - 
Pengawasan Sumber Daya 
Kelautan dan Perikanan 
sampai dengan 12 Mil 

  

          Jumlah POKMASWAS 
yang ditumbuhkan, dan 
dikembangkan (Kelompok 

Masyarakat) 

3.25.05.1.01 - 
Pengawasan Sumber Daya 
Kelautan dan Perikanan 

sampai dengan 12 Mil 

  

          Jumlah hari operasi 
Kapal Pengawas Kelautan 
dan  Perikanan (Hari 
Operasi) 

3.25.05.1.01.0010 - 
Operasi Kapal Pengawas 
Kelautan dan Perikanan 

  

          Jumlah pelaku Usaha 
pembudidayaan ikan di 
Laut sampai dengan 12 

Mil yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.01.0013 - 
Pengawasan Usaha 
Pembudidayaan Ikan di 

Laut sampai dengan 12 
Mil sesuai kewenangan 
provinsi 

  

          Jumlah pelaku usaha 
penangkapan ikan 
dan/atau usaha 
pengangkutan ikan 

sampai dengan 12 mil  
yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.01.0014 - 
Pengawasan Usaha 
penangkapan ikan 
dan/atau usaha 

pengangkutan ikan  
sampai dengan 12 Mil 
sesuai kewenangan 
provinsi 

  

          Jumlah Pelaku usaha 
pemanfaatan sumber 

daya kelautan yang 
diperiksa kepatuhannya 
sesuai kewenangan 

provinsi (Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.01.0016 - 
Pengawasan usaha 

pemanfaatan sumber 
daya kelautan 
kewenangan provinsi 
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Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah POKMASWAS 
yang ditumbuhkan, dan 
dikembangkan (Kelompok 
Masyarakat) 

3.25.05.1.01.0017 - 
Penumbuhan dan 
Pengembangan Kelompok 
Masyarakat Pengawas 
(POKMASWAS) 

  

        Meningkatnya 

kepatuhan 
pelaku usaha 
pemasaran dan 

pengolahan 
hasil perikanan 
sesuai dengan 

standar mutu 

dan peraturan 
perundang-
undangan di 
tingkat provinsi 

Jumlah pelaku Usaha 

Pemasaran hasil 
perikanan dan/atau 
usaha Pengolahan Hasil 

Perikanan yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 

(Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.02 - 

Pengawasan Sumber Daya 
Perikanan di Wilayah 
Sungai, Danau, Waduk, 

Rawa, dan Genangan Air 
Lainnya yang Dapat 
Diusahakan Lintas 

Kabupaten/Kota dalam 1 

(Satu) Daerah Provinsi 

  

          Jumlah pelaku Usaha 
Pemasaran hasil 
perikanan dan/atau 

usaha Pengolahan Hasil 
Perikanan yang diperiksa 

kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 

(Pelaku Usaha) 

3.25.05.1.02.0004 - 
Pengawasan Usaha 
Pemasaran hasil 

perikanan dan/atau 
usaha Pengolahan Hasil 

Perikanan sesuai 
kewenangan provinsi 

  

3.25.0.00.0.00.19.0006 

- UPTD Balai Pelabuhan 

Perikanan Pantai 

              

 - Meningkatnya 
pertumbuhan sektor 
pertanian, kehutanan, 
kelautan, perikanan, 
dan ketahanan pangan 

Meningkatnya 
pertumbuhan 
sektor 
pertanian, 
kehutanan, 
kelautan, 
perikanan, 

dan 
ketahanan 
pangan 

      Indeks Ekonomi Biru 
Indonesia (IBEI) (Indeks) 

    



IV-63 IV-63 
IV-63 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

    Meningkatkan 
produktivitas 
kelautan dan  
perikanan 
serta 
kesejahteraan 

pelaku usaha 
perikanan 
dengan tata 
kelola yang 
berkelanjutan 

    Jumlah Total Produksi 
Perikanan (Tangkap dan 
Budidaya) dari seluruh 
kabupaten/kota di 
wilayah provinsi (sumber 
data: one data KKP) (Ton) 

    

          Nilai Tukar Nelayan (NTN) 

(Indeks) 

    

          Nilai Tukar Pembudidaya 
Perikanan (NTPi) (Indeks) 

    

          Kontribusi Sektor 
Perikanan terhadap 
PDRB harga berlaku 
(Milyar Rupiah) 

    

          Nilai Ekspor Olahan Hasil 

Perikanan (USD) 

    

      Meingkatnya 
kepuasan masyarakat 
terhadap pelaksanaan 
pelayanan 
administrasi 

perkantoran 

  Indeks Kepuasan 
Masyarakat (Indeks) 

3.25.01 - PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
PROVINSI 

  

        Meningkatnya 

kualitas 
administrasi 
umum dalam 
mendukung 
kelancaran 
tugas dan 
fungsi 

Perangkat 
Daerah. 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 
(Laporan) 

3.25.01.1.06 - 

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

3.25.01.1.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

  



IV-64 IV-64 
IV-64 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

3.25.01.1.06.0004 - 
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

  

          Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 
(Laporan) 

3.25.01.1.06.0009 - 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 

 
Konsultasi SKPD 

  

        Tersedianya 
Barang Milik 
Daerah yang 
dibutuhkan 
untuk 

menunjang 
program dan 
kegiatan 
Perangkat 
Daerah 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

3.25.01.1.07 - Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang 
 
Urusan Pemerintah 

Daerah 

  

          Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 

Disediakan (Unit) 

3.25.01.1.07.0006 - 
Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

  

        Tersedianya 

kebutuhan jasa 
penunjang 
perangkat 
daerah 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan (Laporan) 

3.25.01.1.08 - Penyediaan 

Jasa Penunjang Urusan 
 
Pemerintahan Daerah 

  

          Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 
(Laporan) 

3.25.01.1.08 - Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 

 
Pemerintahan Daerah 

  

          Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan (Laporan) 

3.25.01.1.08.0002 - 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

  

          Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 
(Laporan) 

3.25.01.1.08.0004 - 
Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 

  



IV-65 IV-65 
IV-65 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

        Tersedianya 
pemeliharaan 
yang terencana 
dan efektif 
untuk menjaga 
Barang Milik 

Daerah 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya (Unit) 

3.25.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajaknya 

(Unit) 

3.25.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara  (Unit) 

3.25.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

3.25.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 

Dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

3.25.01.1.09.0001 - 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

  

          Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 

Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya (Unit) 

3.25.01.1.09.0002 - 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

  

          Jumlah Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang 
Dipelihara  (Unit) 

3.25.01.1.09.0006 - 

Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

  



IV-66 IV-66 
IV-66 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

3.25.01.1.09.0010 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

  

      Meningkatnya 
produksi perikanan 
tangkap 

  Jumlah Produksi 
Perikanan Tangkap (Ton) 

3.25.03 - PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PERIKANAN TANGKAP 

  

        Tersedianya 
lokasi yang 
strategis dan 
fasilitas 

pengelolaan 
pelabuhan 
perikanan 
provinsi yang 
memadai untuk 
mendukung 
kegiatan 

perikanan 
secara optimal. 

Fungsi Pemerintahan dan 
Pengusahaan Pelabuhan 
Perikanan yang 
Terlaksana (Layanan) 

3.25.03.1.06 - Penetapan 
Lokasi Pembangunan 
serta Pengelolaan 
Pelabuhan Perikanan 

Provinsi 

  

          Fungsi Pemerintahan dan 
Pengusahaan Pelabuhan 
Perikanan yang 
Terlaksana (Layanan) 

3.25.03.1.06.0003 - 
Pelaksanaan Fungsi 
Pemerintahan dan 
Pengusahaan Pelabuhan 
Perikanan 

  

3.25.0.00.0.00.19.0007 

- UPTD Balai Pengujian 
Mutu dan 

Pengembangan Produk 
Kelautan dan 
Perikanan (BPMP2KP) 

              

 - Meningkatnya 
pertumbuhan sektor 

pertanian, kehutanan, 
kelautan, perikanan, 
dan ketahanan pangan 

Meningkatnya 
pertumbuhan 

sektor 
pertanian, 
kehutanan, 

kelautan, 
perikanan, 
dan 

      Indeks Ekonomi Biru 
Indonesia (IBEI) (Indeks) 

    



IV-67 IV-67 
IV-67 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

ketahanan 
pangan 

    Meningkatkan 
produktivitas 

kelautan dan  
perikanan 
serta 
kesejahteraan 
pelaku usaha 
perikanan 
dengan tata 

kelola yang 
berkelanjutan 

    Jumlah Total Produksi 
Perikanan (Tangkap dan 

Budidaya) dari seluruh 
kabupaten/kota di 
wilayah provinsi (sumber 
data: one data KKP) (Ton) 

    

          Nilai Tukar Nelayan (NTN) 
(Indeks) 

    

          Nilai Tukar Pembudidaya 
Perikanan (NTPi) (Indeks) 

    

          Kontribusi Sektor 
Perikanan terhadap 

PDRB harga berlaku 
(Milyar Rupiah) 

    

          Nilai Ekspor Olahan Hasil 
Perikanan (USD) 

    

      Meingkatnya 
kepuasan masyarakat 
terhadap pelaksanaan 

pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

  Indeks Kepuasan 
Masyarakat (Indeks) 

3.25.01 - PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 

PROVINSI 

  

        Meningkatnya 
kualitas 
administrasi 
umum dalam 

mendukung 
kelancaran 
tugas dan 
fungsi 

Perangkat 
Daerah. 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

(Laporan) 

3.25.01.1.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

  



IV-68 IV-68 
IV-68 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

3.25.01.1.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

3.25.01.1.06.0004 - 
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

  

          Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 
(Laporan) 

3.25.01.1.06.0009 - 
Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 
 
Konsultasi SKPD 

  

        Tersedianya 
Barang Milik 

Daerah yang 
dibutuhkan 
untuk 
menunjang 
program dan 
kegiatan 
Perangkat 

Daerah 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 

Disediakan (Unit) 

3.25.01.1.07 - Pengadaan 
Barang Milik Daerah 

Penunjang 
 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

  

          Jumlah Unit Peralatan 

dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

3.25.01.1.07.0006 - 

Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

  

        Tersedianya 
kebutuhan jasa 
penunjang 
perangkat 

daerah 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan (Laporan) 

3.25.01.1.08 - Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 
 
Pemerintahan Daerah 

  

          Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 
(Laporan) 

3.25.01.1.08 - Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 
 
Pemerintahan Daerah 

  

          Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan (Laporan) 

3.25.01.1.08.0002 - 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

  

          Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

3.25.01.1.08.0004 - 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

  



IV-69 IV-69 
IV-69 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

yang Disediakan 
(Laporan) 

        Tersedianya 
pemeliharaan 
yang terencana 

dan efektif 
untuk menjaga 
Barang Milik 
Daerah 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 

Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya (Unit) 

3.25.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 

yang Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

3.25.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara  (Unit) 

3.25.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 
yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

3.25.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah 

  

          Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

3.25.01.1.09.0001 - 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

  

          Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau 
Lapangan yang 

Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya (Unit) 

3.25.01.1.09.0002 - 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

  



IV-70 IV-70 
IV-70 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara  (Unit) 

3.25.01.1.09.0006 - 
Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

  

          Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

3.25.01.1.09.0010 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

  

      Meningkatnya 
produksi Olahan 
Hasil Perikanan 

  Jumlah Produk Olahan 
Hasil Perikanan (Ton) 

3.25.06 - PROGRAM 
PENGOLAHAN DAN 
PEMASARAN HASIL 
PERIKANAN 

  

        Meningkatnya 
mutu dan 
keamanan hasil 
perikanan pada 
usaha 
pengolahan dan 
pemasaran 

skala menengah 
dan besar 
melalui 
pembinaan 
yang 
berkelanjutan 

Jumlah Pembinaan, 
Fasilitasi, Pemantauan, 
dan Evaluasi terhadap 
Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan, dan 
Daya Saing serta 
Pemberdayaan Usaha 

dalam rangka 
Menghasilkan Produk 
yang Aman dan Bermutu 
untuk dikonsumsi atau 
digunakan, dan Berdaya 
Saing (Kegiatan) 

3.25.06.1.02 - Pembinaan 
Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan bagi 
Usaha Pengolahan dan 
Pemasaran Skala 
Menengah dan Besar 

  

          Kegiatan yang diberikan 
kepada unit usaha 

berupa pembinaan, 
fasilitasi, pemantauan, 
dan evaluasi terhadap 
mutu dan keamanan 
hasil perikanan yang 
berdaya saing serta 
pemberdayaan usaha 

dalam rangka 
menghasilkan produk 
yang aman dan bermutu 
untuk dikonsumsi atau 

digunakan, dan berdaya 
saing berdasarkan skala 

3.25.06.1.02 - Pembinaan 
Mutu dan Keamanan 

Hasil Perikanan bagi 
Usaha Pengolahan dan 
Pemasaran Skala 
Menengah dan Besar 

  



IV-71 IV-71 
IV-71 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

usaha dan risiko 
(Kegiatan) 

          Jumlah Pembinaan, 

Fasilitasi, Pemantauan, 
dan Evaluasi terhadap 
Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan, dan 
Daya Saing serta 
Pemberdayaan Usaha 
dalam rangka 

Menghasilkan Produk 

yang Aman dan Bermutu 
untuk dikonsumsi atau 
digunakan, dan Berdaya 
Saing (Kegiatan) 

3.25.06.1.02.0003 - 

Pelaksanaan Pembinaan, 
Fasilitasi, Pemantauan, 
dan Evaluasi terhadap 
Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan, dan 
Daya Saing serta 
Pemberdayaan Usaha 

dalam rangka 

Menghasilkan Produk 
yang Aman dan Bermutu 
untuk dikonsumsi atau 
digunakan, dan Berdaya 
Saing 

  

          Kegiatan yang diberikan 
kepada unit usaha 
berupa pembinaan, 
fasilitasi, pemantauan, 
dan evaluasi terhadap 
mutu dan keamanan 
hasil perikanan yang 
berdaya saing serta 
pemberdayaan usaha 

dalam rangka 
menghasilkan produk 
yang aman dan bermutu 
untuk dikonsumsi atau 
digunakan, dan berdaya 
saing berdasarkan skala 

3.25.06.1.02.0004 - 
Pelaksanaan Bimbingan 
dan Penerapan 
Persyaratan atau Standar 
Pada Usaha Pengolahan 
dan Pemasaran Skala 
Menengah dan Besar 

  



IV-72 IV-72 
IV-72 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

usaha dan risiko 
(Kegiatan) 

3.25.0.00.0.00.19.0008 

- UPTD Balai Benih 
Ikan 

              

 - Meningkatnya 
pertumbuhan sektor 
pertanian, kehutanan, 
kelautan, perikanan, 
dan ketahanan pangan 

Meningkatnya 
pertumbuhan 
sektor 
pertanian, 
kehutanan, 

kelautan, 
perikanan, 

dan 
ketahanan 
pangan 

      Indeks Ekonomi Biru 
Indonesia (IBEI) (Indeks) 

    

    Meningkatkan 
produktivitas 

kelautan dan  

perikanan 
serta 
kesejahteraan 
pelaku usaha 
perikanan 
dengan tata 
kelola yang 

berkelanjutan 

    Jumlah Total Produksi 
Perikanan (Tangkap dan 

Budidaya) dari seluruh 

kabupaten/kota di 
wilayah provinsi (sumber 
data: one data KKP) (Ton) 

    

          Nilai Tukar Nelayan (NTN) 
(Indeks) 

    

          Nilai Tukar Pembudidaya 
Perikanan (NTPi) (Indeks) 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Kontribusi Sektor 
Perikanan terhadap 
PDRB harga berlaku 
(Milyar Rupiah) 

    

          Nilai Ekspor Olahan Hasil 
Perikanan (USD) 

    

      Meingkatnya 
kepuasan masyarakat 
terhadap pelaksanaan 
pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

  Indeks Kepuasan 
Masyarakat (Indeks) 

3.25.01 - PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
PROVINSI 

  

        Meningkatnya 

kualitas 
administrasi 
umum dalam 
mendukung 
kelancaran 
tugas dan 
fungsi 

Perangkat 
Daerah. 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 
(Laporan) 

3.25.01.1.06 - 

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

3.25.01.1.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

3.25.01.1.06.0004 - 
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

  

          Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 
(Laporan) 

3.25.01.1.06.0009 - 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
 
Konsultasi SKPD 

  

        Tersedianya 
Barang Milik 

Daerah yang 
dibutuhkan 
untuk 
menunjang 
program dan 
kegiatan 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 

Disediakan (Unit) 

3.25.01.1.07 - Pengadaan 
Barang Milik Daerah 

Penunjang 
 
Urusan Pemerintah 
Daerah 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

Perangkat 
Daerah 

          Jumlah Unit Peralatan 

dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

3.25.01.1.07.0006 - 

Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

  

        Tersedianya 
kebutuhan jasa 
penunjang 
perangkat 
daerah 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan (Laporan) 

3.25.01.1.08 - Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 
 
Pemerintahan Daerah 

  

          Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 
(Laporan) 

3.25.01.1.08 - Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 
 
Pemerintahan Daerah 

  

          Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan (Laporan) 

3.25.01.1.08.0002 - 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

  

          Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 
(Laporan) 

3.25.01.1.08.0004 - 
Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 

  

        Tersedianya 
pemeliharaan 
yang terencana 
dan efektif 
untuk menjaga 
Barang Milik 
Daerah 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya (Unit) 

3.25.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang 
Dipelihara  (Unit) 

3.25.01.1.09 - 

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

3.25.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 

Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya (Unit) 

3.25.01.1.09.0002 - 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 

Lapangan 

  

          Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara  (Unit) 

3.25.01.1.09.0006 - 
Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

  

          Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 
yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

3.25.01.1.09.0010 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

  

      Meningkatnya 
produksi perikanan 
budidaya 

  Jumlah Produksi 
Perikanan Budidaya (Ton) 

3.25.04 - PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PERIKANAN BUDIDAYA 

  

        Meningkatnya 
produksi dan 
kualitas hasil 

budidaya ikan 
di laut melalui 
pengelolaan 
yang 
berkelanjutan 
dan berbasis 
teknologi 

Jumlah Prasarana 
Pembudidayaan Ikan di 
Laut (Unit) 

3.25.04.1.05 - 
Pengelolaan 
Pembudidayaan Ikan di 

Laut 

  

          Jumlah Sarana 
Pembudidayaan Ikan di 
Laut (Unit) 

3.25.04.1.05 - 
Pengelolaan 
Pembudidayaan Ikan di 
Laut 

  

          Jumlah Prasarana 
Pembudidayaan Ikan di 
Laut (Unit) 

3.25.04.1.05.0002 - 
Penyediaan Prasarana 

  



IV-76 IV-76 
IV-76 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

Pembudidayaan Ikan di 
Laut  

          Jumlah Sarana 
Pembudidayaan Ikan di 
Laut (Unit) 

3.25.04.1.05.0004 - 
Penjaminan Ketersediaan 
Sarana Pembudidayaan 

Ikan di Laut 

  

3.25.0.00.0.00.19.0009 
- UPTD Pengelola 
Kawasan Konservasi 

Perairan 

              

 - Meningkatnya 
pertumbuhan sektor 

pertanian, kehutanan, 
kelautan, perikanan, 
dan ketahanan pangan 

Meningkatnya 
pertumbuhan 

sektor 
pertanian, 
kehutanan, 
kelautan, 
perikanan, 
dan 
ketahanan 
pangan 

      Indeks Ekonomi Biru 
Indonesia (IBEI) (Indeks) 

    

    Meningkatkan 
produktivitas 
kelautan dan  
perikanan 

serta 
kesejahteraan 
pelaku usaha 

perikanan 
dengan tata 
kelola yang 
berkelanjutan 

    Jumlah Total Produksi 
Perikanan (Tangkap dan 
Budidaya) dari seluruh 
kabupaten/kota di 

wilayah provinsi (sumber 
data: one data KKP) (Ton) 

    

          Nilai Tukar Nelayan (NTN) 
(Indeks) 

    

          Nilai Tukar Pembudidaya 

Perikanan (NTPi) (Indeks) 

    

          Kontribusi Sektor 
Perikanan terhadap 
PDRB harga berlaku 

(Milyar Rupiah) 

    

          Nilai Ekspor Olahan Hasil 
Perikanan (USD) 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

      Meingkatnya 
kepuasan masyarakat 
terhadap pelaksanaan 
pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

  Indeks Kepuasan 
Masyarakat (Indeks) 

3.25.01 - PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
PROVINSI 

  

        Meningkatnya 
kualitas 
administrasi 

umum dalam 
mendukung 
kelancaran 

tugas dan 

fungsi 
Perangkat 
Daerah. 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 
(Laporan) 

3.25.01.1.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

3.25.01.1.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Paket Bahan 

Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

3.25.01.1.06.0004 - 

Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

  

          Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 
(Laporan) 

3.25.01.1.06.0009 - 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
 
Konsultasi SKPD 

  

        Tersedianya 

Barang Milik 
Daerah yang 
dibutuhkan 
untuk 
menunjang 
program dan 
kegiatan 

Perangkat 
Daerah 

Jumlah Unit Peralatan 

dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

3.25.01.1.07 - Pengadaan 

Barang Milik Daerah 
Penunjang 
 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

  

          Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 

Disediakan (Unit) 

3.25.01.1.07.0006 - 
Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

        Tersedianya 
kebutuhan jasa 
penunjang 
perangkat 
daerah 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan (Laporan) 

3.25.01.1.08 - Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 
 
Pemerintahan Daerah 

  

          Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 

(Laporan) 

3.25.01.1.08 - Penyediaan 

Jasa Penunjang Urusan 
 
Pemerintahan Daerah 

  

          Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan (Laporan) 

3.25.01.1.08.0002 - 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

  

          Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 
(Laporan) 

3.25.01.1.08.0004 - 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

  

        Tersedianya 
pemeliharaan 

yang terencana 
dan efektif 
untuk menjaga 
Barang Milik 
Daerah 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 

Lapangan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya (Unit) 

3.25.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

3.25.01.1.09 - 

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 

Dipelihara  (Unit) 

3.25.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 
yang 

3.25.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

Urusan Pemerintahan 
Daerah 

          Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 

yang Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

3.25.01.1.09.0001 - 
Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

  

          Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 

Lapangan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya (Unit) 

3.25.01.1.09.0002 - 
Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

  

          Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara  (Unit) 

3.25.01.1.09.0006 - 
Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

  

          Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

3.25.01.1.09.0010 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

  

      Terkelolanya kawasan 

konservasi perairan 
daerah 

  Persentase Luas Kawasan 

Konservasi yang Dikelola 
Minimum (%) 

3.25.02 - PROGRAM 

PENGELOLAAN 
KELAUTAN, PESISIR DAN 
PULAU-PULAU KECIL 

  

        Meningkatnya 
kualitas 
pemanfaatan 
dan pelestarian 

ruang laut 
sampai dengan 
12 mil 

Luasan Kawasan 
Konservasi di Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil yang Terkelola (Ha) 

3.25.02.1.01 - 
Pengelolaan Ruang Laut 
Sampai Dengan 12 Mil di 
Luar Minyak dan Gas 

Bumi 
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Luasan Kawasan 
Konservasi di Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil yang Terkelola (Ha) 

3.25.02.1.01.0002 - 
Pengelolaan Kawasan 
Konservasi di Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil Berdasarkan 
Penetapan dari 

Pemerintah Pusat 
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Perincian Program, Kegiatan, Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif 

dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut. 

 

Tabel 4.2 
Perincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif  

 

BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / OUTCOME 
/ KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

BASELINE 
TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 
DAERAH 

2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

3.25 -  URUSAN 

PEMERINTAHAN BIDANG 
KELAUTAN  DAN 
PERIKANAN 

      64.940.964.439,69   68.634.691.002,36   63.634.691.002,36   63.634.691.002,36   73.634.691.002,36   

3.25.01 - PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 

PROVINSI 

      41.848.240.259,69   41.848.830.987,36   41.918.669.822,36   41.969.376.822,36   42.859.390.987,36   

Meingkatnya kepuasan 

masyarakat terhadap 
pelaksanaan pelayanan 
administrasi perkantoran 

Nilai SAKIP Perangkat 
Daerah (Predikat) 

BB BB 41.848.240.259,69 BB 41.848.830.987,36 BB 41.918.669.822,36 BB 41.969.376.822,36 BB 42.859.390.987,36 
3.25.0.00.0.00.19.00
00 - Dinas Kelautan 
dan Perikanan 

  

Indeks Profesionalisme 
Sumber Daya Manusia 

Perangkat Daerah 
(Indeks) 

80,13 80,53   80,84   80,99   81,30   81,45     

  
Indeks Kepuasan 
Masyarakat (Indeks) 

85,79 85,83   85,85   85,87   85,89   86,01     

3.25.01.1.01 - 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

      300.000.000,00   300.000.000,00   300.000.000,00   300.000.000,00   370.000.000,00   

Terpenuhinya 
ketersediaan dan kualitas 
dokumen perencanaan 
serta evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah (Dokumen) 

3 2 300.000.000,00 3 300.000.000,00 2 300.000.000,00 2 300.000.000,00 3 370.000.000,00   

  

Jumlah Laporan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 
(Laporan) 

4 4   4   4   4   4     

  

Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan 
Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD (Laporan) 

2 2   2   2   2   2     
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

3.25.01.1.01.0001 - 
Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 
Daerah 

      200.000.000,00   200.000.000,00   200.000.000,00   200.000.000,00   250.000.000,00   

Tersusunnya Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah (Dokumen) 

3 2 200.000.000,00 3 200.000.000,00 2 200.000.000,00 2 200.000.000,00 3 250.000.000,00   

3.25.01.1.01.0006 - 
Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

      50.000.000,00   50.000.000,00   50.000.000,00   50.000.000,00   50.000.000,00   

Tersedianya Laporan 

Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan 
Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD (Laporan) 

2 2 50.000.000,00 2 50.000.000,00 2 50.000.000,00 2 50.000.000,00 2 50.000.000,00   

3.25.01.1.01.0007 - 
Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

      50.000.000,00   50.000.000,00   50.000.000,00   50.000.000,00   70.000.000,00   

Terlaksananya Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 
(Laporan) 

4 4 50.000.000,00 4 50.000.000,00 4 50.000.000,00 4 50.000.000,00 4 70.000.000,00   

3.25.01.1.02 - 
Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

      37.866.498.502,36   37.866.498.502,36   37.866.498.502,36   37.866.498.502,36   37.866.498.502,36   

Meningkatnya efektivitas 

dan akuntabilitas 
administrasi keuangan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN (Orang/ 
Bulan) 

111 294 37.866.498.502,36 294 37.866.498.502,36 294 37.866.498.502,36 294 37.866.498.502,36 294 37.866.498.502,36   

  

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN 
(Dokumen) 

12 12   12   12   12   12     

3.25.01.1.02.0001 - 
Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

      36.448.304.302,36   36.448.304.302,36   36.448.304.302,36   36.448.304.302,36   36.448.304.302,36   

Tersedianya Gaji dan 

Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN (Orang/ 
Bulan) 

111 294 36.448.304.302,36 294 36.448.304.302,36 294 36.448.304.302,36 294 36.448.304.302,36 294 36.448.304.302,36   

3.25.01.1.02.0002 - 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas 

 
ASN 

      1.418.194.200,00   1.418.194.200,00   1.418.194.200,00   1.418.194.200,00   1.418.194.200,00   

Tersedianya Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 
(Dokumen) 

12 12 1.418.194.200,00 12 1.418.194.200,00 12 1.418.194.200,00 12 1.418.194.200,00 12 1.418.194.200,00   
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

3.25.01.1.03 - 
Administrasi Barang Milik 

Daerah pada 
 
Perangkat Daerah 

      15.000.000,00   15.000.000,00   25.000.000,00   25.000.000,00   25.000.000,00   

Meningkatnya kualitas 
data dan sistem 
administrasi BMD 

Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan Barang 
Milik Daerah pada SKPD 

(Laporan) 

0 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00   

3.25.01.1.03.0006 - 
Penatausahaan Barang 
Milik Daerah pada 
 

SKPD 

      15.000.000,00   15.000.000,00   25.000.000,00   25.000.000,00   25.000.000,00   

Terlaksananya 
Penatausahaan Barang 
Milik Daerah pada SKPD 

Jumlah Laporan 

Penatausahaan Barang 
Milik Daerah pada SKPD 
(Laporan) 

0 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00   

3.25.01.1.05 - 
Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

      80.000.000,00   80.000.000,00   130.000.000,00   130.000.000,00   300.000.000,00   

Meningkatnya kualitas 
administrasi kepegawaian 
pada Perangkat Daerah 

Jumlah Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan 

Pelatihan  (Orang) 

35 134 80.000.000,00 20 80.000.000,00 10 130.000.000,00 11 130.000.000,00 200 300.000.000,00   

3.25.01.1.05.0009 - 

Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi 

      80.000.000,00   80.000.000,00   130.000.000,00   130.000.000,00   300.000.000,00   

Terlaksananya Pendidikan 
dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan 
Pelatihan  (Orang) 

35 134 80.000.000,00 20 80.000.000,00 10 130.000.000,00 11 130.000.000,00 200 300.000.000,00   

3.25.01.1.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

      722.000.000,00   782.000.000,00   735.000.000,00   735.000.000,00   735.000.000,00   

Meningkatnya kualitas 
administrasi umum dalam 

mendukung kelancaran 
tugas dan fungsi 
Perangkat Daerah. 

Jumlah Paket Peralatan 

Rumah Tangga yang 
Disediakan (Paket) 

10 7 722.000.000,00 10 782.000.000,00 10 735.000.000,00 10 735.000.000,00 10 735.000.000,00   

  

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 
(Laporan) 

12 12   12   12   12   12     

  
Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 

Disediakan (Paket) 

10 8   8   8   8   8     

  

Jumlah Laporan 

Fasilitasi Kunjungan 
Tamu (Laporan) 

12 12   12   12   12   12     

3.25.01.1.06.0003 - 
Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga 

      20.000.000,00   70.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   
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BIDANG URUSAN / 
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/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

Tersedianya Peralatan 
Rumah Tangga 

Jumlah Paket Peralatan 
Rumah Tangga yang 

Disediakan (Paket) 

10 7 20.000.000,00 10 70.000.000,00 10 20.000.000,00 10 20.000.000,00 10 20.000.000,00   

3.25.01.1.06.0004 - 

Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

      72.000.000,00   82.000.000,00   50.000.000,00   50.000.000,00   50.000.000,00   

Tersedianya Bahan 
Logistik Kantor 

Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

10 8 72.000.000,00 8 82.000.000,00 8 50.000.000,00 8 50.000.000,00 8 50.000.000,00   

3.25.01.1.06.0008 - 
Fasilitasi Kunjungan 

Tamu 

      30.000.000,00   30.000.000,00   15.000.000,00   15.000.000,00   15.000.000,00   

Terlaksananya Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

Jumlah Laporan 

Fasilitasi Kunjungan 
Tamu (Laporan) 

12 12 30.000.000,00 12 30.000.000,00 12 15.000.000,00 12 15.000.000,00 12 15.000.000,00   

3.25.01.1.06.0009 - 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 

 
Konsultasi SKPD 

      600.000.000,00   600.000.000,00   650.000.000,00   650.000.000,00   650.000.000,00   

Terlaksananya 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

(Laporan) 

12 12 600.000.000,00 12 600.000.000,00 12 650.000.000,00 12 650.000.000,00 12 650.000.000,00   

3.25.01.1.07 - Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang 
 

Urusan Pemerintah 
Daerah 

      400.000.000,00   405.000.000,00   390.000.000,00   50.000.000,00   495.292.018,02   

Tersedianya Barang Milik 
Daerah yang dibutuhkan 
untuk menunjang 

program dan kegiatan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Unit Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas 

Jabatan yang 
Disediakan (Unit) 

0 0 400.000.000,00 1 405.000.000,00 3 390.000.000,00 0 50.000.000,00 0 495.292.018,02   

  

Jumlah Unit Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan yang 
Disediakan (Unit) 

4 1   1   0   0   0     

  
Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 

Disediakan (Unit) 

10 3   3   3   3   3     

3.25.01.1.07.0001 - 
Pengadaan Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 

      0,00   0,00   340.000.000,00   0,00   445.292.018,02   

Tersedianya Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Unit Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 
Jabatan yang 
Disediakan (Unit) 

0 0 0,00 1 0,00 3 340.000.000,00 0 0,00 0 445.292.018,02   

3.25.01.1.07.0002 - 
Pengadaan Kendaraan 

Dinas Operasional atau 
Lapangan 

      250.000.000,00   250.000.000,00   0,00   0,00   0,00   
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SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 
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TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

Tersedianya Kendaraan 
Dinas Operasional atau 

Lapangan 

Jumlah Unit Kendaraan 
Dinas Operasional atau 

Lapangan yang 
Disediakan (Unit) 

4 1 250.000.000,00 1 250.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00   

3.25.01.1.07.0006 - 
Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

      150.000.000,00   155.000.000,00   50.000.000,00   50.000.000,00   50.000.000,00   

Tersedianya Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 

Disediakan (Unit) 

10 3 150.000.000,00 3 155.000.000,00 3 50.000.000,00 3 50.000.000,00 3 50.000.000,00   

3.25.01.1.08 - Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 

 
Pemerintahan Daerah 

      321.322.661,33   321.322.661,33   517.752.224,00   517.752.224,00   517.752.224,00   

Tersedianya kebutuhan 
jasa penunjang perangkat 
daerah 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan 

(Laporan) 

12 12 321.322.661,33 12 321.322.661,33 12 517.752.224,00 12 517.752.224,00 12 517.752.224,00   

  

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan 

(Laporan) 

12 12   12   12   12   12     

3.25.01.1.08.0002 - 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

      80.000.000,00   80.000.000,00   80.000.000,00   80.000.000,00   80.000.000,00   

Tersedianya Jasa 

Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan 
(Laporan) 

12 12 80.000.000,00 12 80.000.000,00 12 80.000.000,00 12 80.000.000,00 12 80.000.000,00   

3.25.01.1.08.0004 - 
Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 

      241.322.661,33   241.322.661,33   437.752.224,00   437.752.224,00   437.752.224,00   

Tersedianya Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan 

(Laporan) 

12 12 241.322.661,33 12 241.322.661,33 12 437.752.224,00 12 437.752.224,00 12 437.752.224,00   

3.25.01.1.09 - 

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah 

      372.293.000,00   372.293.000,00   182.293.000,00   275.000.000,00   350.000.000,00   

Tersedianya pemeliharaan 

yang terencana dan efektif 
untuk menjaga Barang 
Milik Daerah 

Jumlah Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang 
Dipelihara  (Unit) 

20 20 372.293.000,00 20 372.293.000,00 20 182.293.000,00 20 275.000.000,00 20 350.000.000,00   

  

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara 
dan Dibayarkan 
Pajaknya (Unit) 

2 2   2   3   4   4     
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Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional atau 

Lapangan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya (Unit) 

10 25   25   25   25   25     

  

Jumlah Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 

yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

1 2   2   2   2   2     

3.25.01.1.09.0001 - 
Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

      120.000.000,00   120.000.000,00   100.000.000,00   100.000.000,00   100.000.000,00   

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara 

dan Dibayarkan 
Pajaknya (Unit) 

2 2 120.000.000,00 2 120.000.000,00 3 100.000.000,00 4 100.000.000,00 4 100.000.000,00   

3.25.01.1.09.0002 - 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

      150.000.000,00   150.000.000,00   40.000.000,00   100.000.000,00   100.000.000,00   

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 

Lapangan 

Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional atau 

Lapangan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya (Unit) 

10 25 150.000.000,00 25 150.000.000,00 25 40.000.000,00 25 100.000.000,00 25 100.000.000,00   

3.25.01.1.09.0006 - 

Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

      17.293.000,00   17.293.000,00   17.293.000,00   25.000.000,00   50.000.000,00   

Terlaksananya 
Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara  (Unit) 

20 20 17.293.000,00 20 17.293.000,00 20 17.293.000,00 20 25.000.000,00 20 50.000.000,00   

3.25.01.1.09.0009 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

      85.000.000,00   85.000.000,00   25.000.000,00   50.000.000,00   100.000.000,00   

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 
yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

1 2 85.000.000,00 2 85.000.000,00 2 25.000.000,00 2 50.000.000,00 2 100.000.000,00   

Meingkatnya kepuasan 

masyarakat terhadap 
pelaksanaan pelayanan 
administrasi perkantoran 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (Indeks) 

0 80 41.848.240.259,69 80 41.848.830.987,36 80 41.918.669.822,36 80 41.969.376.822,36 80 42.859.390.987,36 

3.25.0.00.0.00.19.00

01 - Cabang Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan Anambas 
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3.25.01.1.06 - 
Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

      66.000.000,00   67.000.000,00   46.000.000,00   46.000.000,00   46.000.000,00   

Meningkatnya kualitas 

administrasi umum dalam 
mendukung kelancaran 
tugas dan fungsi 
Perangkat Daerah. 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 
(Laporan) 

12 12 66.000.000,00 12 67.000.000,00 12 46.000.000,00 12 46.000.000,00 12 46.000.000,00   

  

Jumlah Paket Bahan 

Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

10 5   5   5   5   5     

3.25.01.1.06.0004 - 
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

      6.000.000,00   7.000.000,00   6.000.000,00   6.000.000,00   6.000.000,00   

Tersedianya Bahan 
Logistik Kantor 

Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

10 5 6.000.000,00 5 7.000.000,00 5 6.000.000,00 5 6.000.000,00 5 6.000.000,00   

3.25.01.1.06.0009 - 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
 
Konsultasi SKPD 

      60.000.000,00   60.000.000,00   40.000.000,00   40.000.000,00   40.000.000,00   

Terlaksananya 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 
(Laporan) 

12 12 60.000.000,00 12 60.000.000,00 12 40.000.000,00 12 40.000.000,00 12 40.000.000,00   

3.25.01.1.07 - Pengadaan 
Barang Milik Daerah 

Penunjang 
 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

      11.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   

Tersedianya Barang Milik 

Daerah yang dibutuhkan 
untuk menunjang 
program dan kegiatan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

5 1 11.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00   

3.25.01.1.07.0006 - 
Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

      11.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   

Tersedianya Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan 

dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

5 1 11.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00   

3.25.01.1.08 - Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 
 
Pemerintahan Daerah 

      17.480.000,00   17.480.000,00   12.480.000,00   12.480.000,00   12.480.000,00   

Tersedianya kebutuhan 
jasa penunjang perangkat 

daerah 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 

Kantor yang Disediakan 
(Laporan) 

12 0 17.480.000,00 0 17.480.000,00 0 12.480.000,00 0 12.480.000,00 0 12.480.000,00   

  

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

12 12   12   12   12   12     
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yang Disediakan 
(Laporan) 

3.25.01.1.08.0002 - 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

      17.480.000,00   17.480.000,00   12.480.000,00   12.480.000,00   12.480.000,00   

Tersedianya Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan 

(Laporan) 

12 12 17.480.000,00 12 17.480.000,00 12 12.480.000,00 12 12.480.000,00 12 12.480.000,00   

3.25.01.1.08.0004 - 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Tersedianya Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 

Kantor yang Disediakan 
(Laporan) 

12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00   

3.25.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 
Daerah 

      38.000.000,00   38.000.000,00   42.000.000,00   65.000.000,00   65.000.000,00   

Tersedianya pemeliharaan 
yang terencana dan efektif 

untuk menjaga Barang 
Milik Daerah 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

0 1 38.000.000,00 1 38.000.000,00 1 42.000.000,00 1 65.000.000,00 1 65.000.000,00   

  
Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara  (Unit) 

5 5   5   5   5   5     

  

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara 
dan Dibayarkan 

Pajaknya (Unit) 

2 0   0   2   2   2     

  

Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 

Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya (Unit) 

2 2   2   2   2   2     

3.25.01.1.09.0001 - 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

      0,00   0,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   



IV-89 IV-89 
IV-89 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara 
dan Dibayarkan 
Pajaknya (Unit) 

2 0 0,00 0 0,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00   

3.25.01.1.09.0002 - 
Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau 
Lapangan 

      30.000.000,00   30.000.000,00   15.000.000,00   30.000.000,00   30.000.000,00   

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 

Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya (Unit) 

2 2 30.000.000,00 2 30.000.000,00 2 15.000.000,00 2 30.000.000,00 2 30.000.000,00   

3.25.01.1.09.0006 - 
Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

      3.000.000,00   3.000.000,00   7.000.000,00   15.000.000,00   15.000.000,00   

Terlaksananya 
Pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 

Dipelihara  (Unit) 

5 5 3.000.000,00 5 3.000.000,00 5 7.000.000,00 5 15.000.000,00 5 15.000.000,00   

3.25.01.1.09.0010 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

      5.000.000,00   5.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

0 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00   

Meingkatnya kepuasan 

masyarakat terhadap 
pelaksanaan pelayanan 
administrasi perkantoran 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (Indeks) 

0 80 41.848.240.259,69 80 41.848.830.987,36 80 41.918.669.822,36 80 41.969.376.822,36 80 42.859.390.987,36 

3.25.0.00.0.00.19.00

02 - Cabang Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan Natuna 

3.25.01.1.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

      45.000.000,00   47.000.000,00   45.000.000,00   45.000.000,00   45.000.000,00   

Meningkatnya kualitas 
administrasi umum dalam 
mendukung kelancaran 

tugas dan fungsi 
Perangkat Daerah. 

Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 

Disediakan (Paket) 

10 5 45.000.000,00 5 47.000.000,00 5 45.000.000,00 5 45.000.000,00 5 45.000.000,00   

  

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 
(Laporan) 

12 12   12   12   12   12     

3.25.01.1.06.0004 - 
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

      5.000.000,00   7.000.000,00   5.000.000,00   5.000.000,00   5.000.000,00   



IV-90 IV-90 
IV-90 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

Tersedianya Bahan 
Logistik Kantor 

Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 

Disediakan (Paket) 

10 5 5.000.000,00 5 7.000.000,00 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00   

3.25.01.1.06.0009 - 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
 
Konsultasi SKPD 

      40.000.000,00   40.000.000,00   40.000.000,00   40.000.000,00   40.000.000,00   

Terlaksananya 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 
(Laporan) 

12 12 40.000.000,00 12 40.000.000,00 12 40.000.000,00 12 40.000.000,00 12 40.000.000,00   

3.25.01.1.07 - Pengadaan 
Barang Milik Daerah 

Penunjang 
 
Urusan Pemerintah 

Daerah 

      11.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   

Tersedianya Barang Milik 

Daerah yang dibutuhkan 
untuk menunjang 
program dan kegiatan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

5 1 11.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00   

3.25.01.1.07.0006 - 

Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

      11.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   

Tersedianya Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

5 1 11.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00   

3.25.01.1.08 - Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 
 
Pemerintahan Daerah 

      25.969.160,00   25.969.160,00   25.969.160,00   25.969.160,00   25.969.160,00   

Tersedianya kebutuhan 

jasa penunjang perangkat 
daerah 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan 
(Laporan) 

12 12 25.969.160,00 12 25.969.160,00 12 25.969.160,00 12 25.969.160,00 12 25.969.160,00   

  

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan 
(Laporan) 

12 0   0   0   0   0     

3.25.01.1.08.0002 - 
Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

      25.969.160,00   25.969.160,00   25.969.160,00   25.969.160,00   25.969.160,00   

Tersedianya Jasa 
Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan 
(Laporan) 

12 12 25.969.160,00 12 25.969.160,00 12 25.969.160,00 12 25.969.160,00 12 25.969.160,00   

3.25.01.1.08.0004 - 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   



IV-91 IV-91 
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Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

Tersedianya Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan 
(Laporan) 

12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00   

3.25.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 
Daerah 

      18.000.000,00   18.000.000,00   42.000.000,00   65.000.000,00   65.000.000,00   

Tersedianya pemeliharaan 
yang terencana dan efektif 
untuk menjaga Barang 

Milik Daerah 

Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 

Dipelihara  (Unit) 

10 5 18.000.000,00 5 18.000.000,00 5 42.000.000,00 5 65.000.000,00 5 65.000.000,00   

  

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

0 1   1   1   1   1     

  

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara 

dan Dibayarkan 
Pajaknya (Unit) 

0 2   0   2   2   2     

  

Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan yang 

Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya (Unit) 

0 2   2   2   2   2     

3.25.01.1.09.0001 - 
Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

      5.000.000,00   0,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   

Tersedianya Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara 

dan Dibayarkan 
Pajaknya (Unit) 

0 2 5.000.000,00 0 0,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00   

3.25.01.1.09.0002 - 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

      5.000.000,00   5.000.000,00   15.000.000,00   30.000.000,00   30.000.000,00   

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional atau 

Lapangan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya (Unit) 

0 2 5.000.000,00 2 5.000.000,00 2 15.000.000,00 2 30.000.000,00 2 30.000.000,00   



IV-92 IV-92 
IV-92 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

3.25.01.1.09.0006 - 
Pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

      3.000.000,00   3.000.000,00   7.000.000,00   15.000.000,00   15.000.000,00   

Terlaksananya 

Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang 
Dipelihara  (Unit) 

10 5 3.000.000,00 5 3.000.000,00 5 7.000.000,00 5 15.000.000,00 5 15.000.000,00   

3.25.01.1.09.0010 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

      5.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

0 1 5.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00   

Meingkatnya kepuasan 

masyarakat terhadap 
pelaksanaan pelayanan 
administrasi perkantoran 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (Indeks) 

0 80 41.848.240.259,69 80 41.848.830.987,36 80 41.918.669.822,36 80 41.969.376.822,36 80 42.859.390.987,36 

3.25.0.00.0.00.19.00

03 - Cabang Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan Lingga 

3.25.01.1.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

      115.000.000,00   67.000.000,00   45.000.000,00   45.000.000,00   45.000.000,00   

Meningkatnya kualitas 
administrasi umum dalam 

mendukung kelancaran 
tugas dan fungsi 
Perangkat Daerah. 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 
(Laporan) 

12 12 115.000.000,00 12 67.000.000,00 12 45.000.000,00 12 45.000.000,00 12 45.000.000,00   

  
Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 

Disediakan (Paket) 

10 5   5   5   5   5     

3.25.01.1.06.0004 - 

Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

      55.000.000,00   7.000.000,00   5.000.000,00   5.000.000,00   5.000.000,00   

Tersedianya Bahan 
Logistik Kantor 

Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

10 5 55.000.000,00 5 7.000.000,00 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00   

3.25.01.1.06.0009 - 
Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 
 
Konsultasi SKPD 

      60.000.000,00   60.000.000,00   40.000.000,00   40.000.000,00   40.000.000,00   

Terlaksananya 
Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 
(Laporan) 

12 12 60.000.000,00 12 60.000.000,00 12 40.000.000,00 12 40.000.000,00 12 40.000.000,00   

3.25.01.1.07 - Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang 

 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

      5.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   

Tersedianya Barang Milik 
Daerah yang dibutuhkan 
untuk menunjang 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

5 1 5.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00   



IV-93 IV-93 
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Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

program dan kegiatan 
Perangkat Daerah 

3.25.01.1.07.0006 - 
Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

      5.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   

Tersedianya Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 

Disediakan (Unit) 

5 1 5.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00   

3.25.01.1.08 - Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 

 
Pemerintahan Daerah 

      32.178.000,00   32.178.000,00   32.178.000,00   32.178.000,00   32.178.000,00   

Tersedianya kebutuhan 
jasa penunjang perangkat 
daerah 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan 
(Laporan) 

12 12 32.178.000,00 12 32.178.000,00 12 32.178.000,00 12 32.178.000,00 12 32.178.000,00   

  

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan 

(Laporan) 

12 0   0   0   0   0     

3.25.01.1.08.0002 - 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

      32.178.000,00   32.178.000,00   32.178.000,00   32.178.000,00   32.178.000,00   

Tersedianya Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan 

(Laporan) 

12 12 32.178.000,00 12 32.178.000,00 12 32.178.000,00 12 32.178.000,00 12 32.178.000,00   

3.25.01.1.08.0004 - 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Tersedianya Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan 

(Laporan) 

12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00   

3.25.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah 

      18.000.000,00   18.000.000,00   42.000.000,00   65.000.000,00   65.000.000,00   

Tersedianya pemeliharaan 
yang terencana dan efektif 
untuk menjaga Barang 

Milik Daerah 

Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara 

dan Dibayarkan 
Pajaknya (Unit) 

2 2 18.000.000,00 2 18.000.000,00 2 42.000.000,00 2 65.000.000,00 2 65.000.000,00   

  

Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 

0 2   2   2   2   2     
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya (Unit) 

  
Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 

Dipelihara  (Unit) 

5 5   5   5   5   5     

  

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

(Unit) 

0 1   1   1   1   1     

3.25.01.1.09.0001 - 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

      5.000.000,00   5.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara 
dan Dibayarkan 
Pajaknya (Unit) 

2 2 5.000.000,00 2 5.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00   

3.25.01.1.09.0002 - 
Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau 
Lapangan 

      5.000.000,00   5.000.000,00   15.000.000,00   30.000.000,00   30.000.000,00   

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 

Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya (Unit) 

0 2 5.000.000,00 2 5.000.000,00 2 15.000.000,00 2 30.000.000,00 2 30.000.000,00   

3.25.01.1.09.0006 - 
Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

      3.000.000,00   3.000.000,00   7.000.000,00   15.000.000,00   15.000.000,00   

Terlaksananya 
Pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 

Dipelihara  (Unit) 

5 5 3.000.000,00 5 3.000.000,00 5 7.000.000,00 5 15.000.000,00 5 15.000.000,00   

3.25.01.1.09.0010 - 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

      5.000.000,00   5.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

0 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00   



IV-95 IV-95 
IV-95 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

Meingkatnya kepuasan 
masyarakat terhadap 
pelaksanaan pelayanan 

administrasi perkantoran 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (Indeks) 

0 80 41.848.240.259,69 80 41.848.830.987,36 80 41.918.669.822,36 80 41.969.376.822,36 80 42.859.390.987,36 

3.25.0.00.0.00.19.00
04 - Cabang Dinas 
Kelautan dan 

Perikanan Karimun 

3.25.01.1.06 - 
Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

      47.000.000,00   47.000.000,00   47.000.000,00   47.000.000,00   47.000.000,00   

Meningkatnya kualitas 

administrasi umum dalam 
mendukung kelancaran 
tugas dan fungsi 
Perangkat Daerah. 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 
(Laporan) 

12 12 47.000.000,00 12 47.000.000,00 12 47.000.000,00 12 47.000.000,00 12 47.000.000,00   

  

Jumlah Paket Bahan 

Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

10 5   5   5   5   5     

3.25.01.1.06.0004 - 
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

      7.000.000,00   7.000.000,00   7.000.000,00   7.000.000,00   7.000.000,00   

Tersedianya Bahan 
Logistik Kantor 

Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

10 5 7.000.000,00 5 7.000.000,00 5 7.000.000,00 5 7.000.000,00 5 7.000.000,00   

3.25.01.1.06.0009 - 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
 
Konsultasi SKPD 

      40.000.000,00   40.000.000,00   40.000.000,00   40.000.000,00   40.000.000,00   

Terlaksananya 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 
(Laporan) 

12 12 40.000.000,00 12 40.000.000,00 12 40.000.000,00 12 40.000.000,00 12 40.000.000,00   

3.25.01.1.07 - Pengadaan 
Barang Milik Daerah 

Penunjang 
 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

      11.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   

Tersedianya Barang Milik 

Daerah yang dibutuhkan 
untuk menunjang 
program dan kegiatan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

5 1 11.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00   

3.25.01.1.07.0006 - 
Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

      11.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   

Tersedianya Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan 

dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

5 1 11.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00   

3.25.01.1.08 - Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 
 
Pemerintahan Daerah 

      58.000.000,00   58.000.000,00   54.063.936,00   54.063.936,00   54.063.936,00   

Tersedianya kebutuhan 
jasa penunjang perangkat 

daerah 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 

Kantor yang Disediakan 
(Laporan) 

12 0 58.000.000,00 0 58.000.000,00 0 54.063.936,00 0 54.063.936,00 0 54.063.936,00   



IV-96 IV-96 
IV-96 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

  

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan 
(Laporan) 

12 12   12   12   12   12     

3.25.01.1.08.0002 - 
Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

      58.000.000,00   58.000.000,00   54.063.936,00   54.063.936,00   54.063.936,00   

Tersedianya Jasa 

Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan 
(Laporan) 

12 12 58.000.000,00 12 58.000.000,00 12 54.063.936,00 12 54.063.936,00 12 54.063.936,00   

3.25.01.1.08.0004 - 
Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Tersedianya Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan 
(Laporan) 

12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00   

3.25.01.1.09 - 

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

      29.063.936,00   28.063.936,00   42.000.000,00   65.000.000,00   65.000.000,00   

Tersedianya pemeliharaan 

yang terencana dan efektif 
untuk menjaga Barang 
Milik Daerah 

Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional atau 

Lapangan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya (Unit) 

0 1 29.063.936,00 2 28.063.936,00 2 42.000.000,00 2 65.000.000,00 2 65.000.000,00   

  

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

(Unit) 

0 1   1   1   1   1     

  

Jumlah Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang 
Dipelihara  (Unit) 

5 13   5   5   5   5     

  

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas 

Jabatan yang Dipelihara 
dan Dibayarkan 
Pajaknya (Unit) 

2 0   0   2   2   2     

3.25.01.1.09.0001 - 
Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

      0,00   0,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   



IV-97 IV-97 
IV-97 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara 
dan Dibayarkan 
Pajaknya (Unit) 

2 0 0,00 0 0,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00   

3.25.01.1.09.0002 - 
Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau 
Lapangan 

      16.063.936,00   15.063.936,00   15.000.000,00   30.000.000,00   30.000.000,00   

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 

Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya (Unit) 

0 1 16.063.936,00 2 15.063.936,00 2 15.000.000,00 2 30.000.000,00 2 30.000.000,00   

3.25.01.1.09.0006 - 
Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

      8.000.000,00   8.000.000,00   7.000.000,00   15.000.000,00   15.000.000,00   

Terlaksananya 
Pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 

Dipelihara  (Unit) 

5 13 8.000.000,00 5 8.000.000,00 5 7.000.000,00 5 15.000.000,00 5 15.000.000,00   

3.25.01.1.09.0010 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

      5.000.000,00   5.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

0 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00   

Meingkatnya kepuasan 

masyarakat terhadap 
pelaksanaan pelayanan 
administrasi perkantoran 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (Indeks) 

0 80 41.848.240.259,69 80 41.848.830.987,36 80 41.918.669.822,36 80 41.969.376.822,36 80 42.859.390.987,36 

3.25.0.00.0.00.19.00

05 - Cabang Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan Batam 

3.25.01.1.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

      50.135.000,00   40.725.727,67   47.000.000,00   47.000.000,00   47.000.000,00   

Meningkatnya kualitas 
administrasi umum dalam 
mendukung kelancaran 

tugas dan fungsi 
Perangkat Daerah. 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 
(Laporan) 

12 12 50.135.000,00 12 40.725.727,67 12 47.000.000,00 12 47.000.000,00 12 47.000.000,00   

  
Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

10 5   5   5   5   5     

3.25.01.1.06.0004 - 
Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor 

      17.000.000,00   7.000.000,00   7.000.000,00   7.000.000,00   7.000.000,00   

Tersedianya Bahan 
Logistik Kantor 

Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

10 5 17.000.000,00 5 7.000.000,00 5 7.000.000,00 5 7.000.000,00 5 7.000.000,00   



IV-98 IV-98 
IV-98 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

3.25.01.1.06.0009 - 
Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 
 
Konsultasi SKPD 

      33.135.000,00   33.725.727,67   40.000.000,00   40.000.000,00   40.000.000,00   

Terlaksananya 
Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 
(Laporan) 

12 12 33.135.000,00 12 33.725.727,67 12 40.000.000,00 12 40.000.000,00 12 40.000.000,00   

3.25.01.1.07 - Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang 

 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

      11.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   

Tersedianya Barang Milik 
Daerah yang dibutuhkan 

untuk menunjang 
program dan kegiatan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Unit Peralatan 

dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

0 2 11.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00   

3.25.01.1.07.0006 - 
Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

      11.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   

Tersedianya Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan 

dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

0 2 11.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00   

3.25.01.1.08 - Penyediaan 

Jasa Penunjang Urusan 
 
Pemerintahan Daerah 

      72.000.000,00   72.000.000,00   65.135.000,00   65.135.000,00   65.135.000,00   

Tersedianya kebutuhan 
jasa penunjang perangkat 
daerah 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan 

(Laporan) 

12 0 72.000.000,00 0 72.000.000,00 0 65.135.000,00 0 65.135.000,00 0 65.135.000,00   

  

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan 
(Laporan) 

12 12   12   12   12   12     

3.25.01.1.08.0002 - 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

      72.000.000,00   72.000.000,00   65.135.000,00   65.135.000,00   65.135.000,00   

Tersedianya Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan 

(Laporan) 

12 12 72.000.000,00 12 72.000.000,00 12 65.135.000,00 12 65.135.000,00 12 65.135.000,00   

3.25.01.1.08.0004 - 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   



IV-99 IV-99 
IV-99 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

Tersedianya Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan 
(Laporan) 

12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00   

3.25.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 
Daerah 

      43.000.000,00   43.000.000,00   42.000.000,00   65.000.000,00   65.000.000,00   

Tersedianya pemeliharaan 
yang terencana dan efektif 
untuk menjaga Barang 

Milik Daerah 

Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 

Dipelihara  (Unit) 

5 5 43.000.000,00 5 43.000.000,00 5 42.000.000,00 5 65.000.000,00 5 65.000.000,00   

  

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

0 1   1   1   1   1     

  

Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 

Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya (Unit) 

0 2   2   2   2   2     

  

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas 

Jabatan yang Dipelihara 
dan Dibayarkan 
Pajaknya (Unit) 

2 2   2   2   2   2     

3.25.01.1.09.0001 - 
Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

      10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   

Tersedianya Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara 

dan Dibayarkan 
Pajaknya (Unit) 

2 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00   

3.25.01.1.09.0002 - 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

      25.000.000,00   25.000.000,00   15.000.000,00   30.000.000,00   30.000.000,00   

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional atau 

Lapangan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya (Unit) 

0 2 25.000.000,00 2 25.000.000,00 2 15.000.000,00 2 30.000.000,00 2 30.000.000,00   



IV-100 IV-100 
IV-100 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

3.25.01.1.09.0006 - 
Pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

      3.000.000,00   3.000.000,00   7.000.000,00   15.000.000,00   15.000.000,00   

Terlaksananya 

Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang 
Dipelihara  (Unit) 

5 5 3.000.000,00 5 3.000.000,00 5 7.000.000,00 5 15.000.000,00 5 15.000.000,00   

3.25.01.1.09.0010 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

      5.000.000,00   5.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

0 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00   

Meingkatnya kepuasan 

masyarakat terhadap 
pelaksanaan pelayanan 
administrasi perkantoran 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (Indeks) 

0 80 41.848.240.259,69 80 41.848.830.987,36 80 41.918.669.822,36 80 41.969.376.822,36 80 42.859.390.987,36 

3.25.0.00.0.00.19.00

06 - UPTD Balai 
Pelabuhan Perikanan 
Pantai 

3.25.01.1.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

      34.000.000,00   37.000.000,00   44.000.000,00   44.000.000,00   44.000.000,00   

Meningkatnya kualitas 
administrasi umum dalam 

mendukung kelancaran 
tugas dan fungsi 
Perangkat Daerah. 

Jumlah Paket Bahan 

Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

10 5 34.000.000,00 5 37.000.000,00 5 44.000.000,00 5 44.000.000,00 5 44.000.000,00   

  

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 
(Laporan) 

12 12   12   12   12   12     

3.25.01.1.06.0004 - 
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

      4.000.000,00   7.000.000,00   4.000.000,00   4.000.000,00   4.000.000,00   

Tersedianya Bahan 

Logistik Kantor 

Jumlah Paket Bahan 

Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

10 5 4.000.000,00 5 7.000.000,00 5 4.000.000,00 5 4.000.000,00 5 4.000.000,00   

3.25.01.1.06.0009 - 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
 

Konsultasi SKPD 

      30.000.000,00   30.000.000,00   40.000.000,00   40.000.000,00   40.000.000,00   

Terlaksananya 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

(Laporan) 

12 12 30.000.000,00 12 30.000.000,00 12 40.000.000,00 12 40.000.000,00 12 40.000.000,00   

3.25.01.1.07 - Pengadaan 

Barang Milik Daerah 
Penunjang 
 

Urusan Pemerintah 
Daerah 

      11.000.000,00   10.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   



IV-101 IV-101 
IV-101 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

Tersedianya Barang Milik 
Daerah yang dibutuhkan 

untuk menunjang 
program dan kegiatan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Unit Peralatan 

dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

5 1 11.000.000,00 2 10.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00   

3.25.01.1.07.0006 - 
Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

      11.000.000,00   10.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   

Tersedianya Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan 

dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

5 1 11.000.000,00 2 10.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00   

3.25.01.1.08 - Penyediaan 

Jasa Penunjang Urusan 
 
Pemerintahan Daerah 

      348.000.000,00   348.000.000,00   348.000.000,00   348.000.000,00   348.000.000,00   

Tersedianya kebutuhan 
jasa penunjang perangkat 
daerah 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan 

(Laporan) 

12 0 348.000.000,00 0 348.000.000,00 0 348.000.000,00 0 348.000.000,00 0 348.000.000,00   

  

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan 
(Laporan) 

12 12   12   12   12   12     

3.25.01.1.08.0002 - 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

      348.000.000,00   348.000.000,00   348.000.000,00   348.000.000,00   348.000.000,00   

Tersedianya Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan 

(Laporan) 

12 12 348.000.000,00 12 348.000.000,00 12 348.000.000,00 12 348.000.000,00 12 348.000.000,00   

3.25.01.1.08.0004 - 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Tersedianya Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 

Kantor yang Disediakan 
(Laporan) 

12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00   

3.25.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 
Daerah 

      28.000.000,00   28.000.000,00   58.000.000,00   105.000.000,00   143.000.000,00   

Tersedianya pemeliharaan 
yang terencana dan efektif 
untuk menjaga Barang 

Milik Daerah 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

0 1 28.000.000,00 1 28.000.000,00 1 58.000.000,00 1 105.000.000,00 1 143.000.000,00   



IV-102 IV-102 
IV-102 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

  

Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional atau 

Lapangan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya (Unit) 

0 2   2   2   2   2     

  

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara 
dan Dibayarkan 

Pajaknya (Unit) 

2 2   2   2   2   2     

  

Jumlah Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang 
Dipelihara  (Unit) 

5 5   5   5   5   5     

3.25.01.1.09.0001 - 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

      10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara 
dan Dibayarkan 

Pajaknya (Unit) 

2 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00   

3.25.01.1.09.0002 - 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau 
Lapangan 

      5.000.000,00   5.000.000,00   15.000.000,00   30.000.000,00   30.000.000,00   

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan yang 

Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya (Unit) 

0 2 5.000.000,00 2 5.000.000,00 2 15.000.000,00 2 30.000.000,00 2 30.000.000,00   

3.25.01.1.09.0006 - 
Pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

      8.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   15.000.000,00   15.000.000,00   

Terlaksananya 

Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang 
Dipelihara  (Unit) 

5 5 8.000.000,00 5 8.000.000,00 5 8.000.000,00 5 15.000.000,00 5 15.000.000,00   

3.25.01.1.09.0010 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

      5.000.000,00   5.000.000,00   25.000.000,00   50.000.000,00   88.000.000,00   

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

0 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 25.000.000,00 1 50.000.000,00 1 88.000.000,00   



IV-103 IV-103 
IV-103 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

Meingkatnya kepuasan 
masyarakat terhadap 

pelaksanaan pelayanan 
administrasi perkantoran 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (Indeks) 
0 80 41.848.240.259,69 80 41.848.830.987,36 80 41.918.669.822,36 80 41.969.376.822,36 80 42.859.390.987,36 

3.25.0.00.0.00.19.00
07 - UPTD Balai 
Pengujian Mutu dan 

Pengembangan 
Produk Kelautan dan 
Perikanan (BPMP2KP) 

3.25.01.1.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

      30.000.000,00   17.000.000,00   45.000.000,00   45.000.000,00   45.000.000,00   

Meningkatnya kualitas 
administrasi umum dalam 

mendukung kelancaran 
tugas dan fungsi 
Perangkat Daerah. 

Jumlah Paket Bahan 

Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

10 5 30.000.000,00 5 17.000.000,00 5 45.000.000,00 5 45.000.000,00 5 45.000.000,00   

  

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 
(Laporan) 

12 12   12   12   12   12     

3.25.01.1.06.0004 - 
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

      20.000.000,00   7.000.000,00   5.000.000,00   5.000.000,00   5.000.000,00   

Tersedianya Bahan 

Logistik Kantor 

Jumlah Paket Bahan 

Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

10 5 20.000.000,00 5 7.000.000,00 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00   

3.25.01.1.06.0009 - 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
 

Konsultasi SKPD 

      10.000.000,00   10.000.000,00   40.000.000,00   40.000.000,00   40.000.000,00   

Terlaksananya 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

(Laporan) 

12 12 10.000.000,00 12 10.000.000,00 12 40.000.000,00 12 40.000.000,00 12 40.000.000,00   

3.25.01.1.07 - Pengadaan 

Barang Milik Daerah 
Penunjang 
 
Urusan Pemerintah 

Daerah 

      0,00   8.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   

Tersedianya Barang Milik 
Daerah yang dibutuhkan 
untuk menunjang 
program dan kegiatan 

Perangkat Daerah 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

5 0 0,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00   

3.25.01.1.07.0006 - 

Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

      0,00   8.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   

Tersedianya Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

5 0 0,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00   

3.25.01.1.08 - Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 
 

Pemerintahan Daerah 

      85.000.000,00   85.000.000,00   83.300.000,00   83.300.000,00   83.300.000,00   



IV-104 IV-104 
IV-104 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

Tersedianya kebutuhan 

jasa penunjang perangkat 
daerah 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan 
(Laporan) 

12 12 85.000.000,00 12 85.000.000,00 12 83.300.000,00 12 83.300.000,00 12 83.300.000,00   

  

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan 
(Laporan) 

12 0   0   0   0   0     

3.25.01.1.08.0002 - 
Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

      85.000.000,00   85.000.000,00   83.300.000,00   83.300.000,00   83.300.000,00   

Tersedianya Jasa 
Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan 
(Laporan) 

12 12 85.000.000,00 12 85.000.000,00 12 83.300.000,00 12 83.300.000,00 12 83.300.000,00   

3.25.01.1.08.0004 - 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Tersedianya Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan 
(Laporan) 

12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00   

3.25.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

      40.000.000,00   40.000.000,00   42.000.000,00   155.000.000,00   246.722.146,98   

Tersedianya pemeliharaan 

yang terencana dan efektif 
untuk menjaga Barang 
Milik Daerah 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

0 0 40.000.000,00 0 40.000.000,00 1 42.000.000,00 1 155.000.000,00 1 246.722.146,98   

  

Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional atau 

Lapangan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya (Unit) 

0 1   2   2   2   2     

  

Jumlah Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang 
Dipelihara  (Unit) 

5 10   5   5   5   5     

  

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas 

Jabatan yang Dipelihara 
dan Dibayarkan 
Pajaknya (Unit) 

2 0   0   2   2   2     



IV-105 IV-105 
IV-105 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

3.25.01.1.09.0001 - 
Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

      0,00   0,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   

Tersedianya Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara 

dan Dibayarkan 
Pajaknya (Unit) 

2 0 0,00 0 0,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00   

3.25.01.1.09.0002 - 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

      5.000.000,00   5.000.000,00   15.000.000,00   30.000.000,00   30.000.000,00   

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 

Lapangan 

Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional atau 

Lapangan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya (Unit) 

0 1 5.000.000,00 2 5.000.000,00 2 15.000.000,00 2 30.000.000,00 2 30.000.000,00   

3.25.01.1.09.0006 - 

Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

      35.000.000,00   35.000.000,00   7.000.000,00   15.000.000,00   15.000.000,00   

Terlaksananya 
Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara  (Unit) 

5 10 35.000.000,00 5 35.000.000,00 5 7.000.000,00 5 15.000.000,00 5 15.000.000,00   

3.25.01.1.09.0010 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

      0,00   0,00   10.000.000,00   100.000.000,00   191.722.146,98   

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

0 0 0,00 0 0,00 1 10.000.000,00 1 100.000.000,00 1 191.722.146,98   

Meingkatnya kepuasan 
masyarakat terhadap 

pelaksanaan pelayanan 
administrasi perkantoran 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (Indeks) 
0 80 41.848.240.259,69 80 41.848.830.987,36 80 41.918.669.822,36 80 41.969.376.822,36 80 42.859.390.987,36 

3.25.0.00.0.00.19.00
08 - UPTD Balai 

Benih Ikan 

3.25.01.1.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

      24.000.000,00   27.000.000,00   44.000.000,00   44.000.000,00   44.000.000,00   

Meningkatnya kualitas 
administrasi umum dalam 

mendukung kelancaran 
tugas dan fungsi 
Perangkat Daerah. 

Jumlah Paket Bahan 

Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

10 5 24.000.000,00 5 27.000.000,00 5 44.000.000,00 5 44.000.000,00 5 44.000.000,00   

  
Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 

12 12   12   12   12   12     
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

Konsultasi SKPD 
(Laporan) 

3.25.01.1.06.0004 - 
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

      4.000.000,00   7.000.000,00   4.000.000,00   4.000.000,00   4.000.000,00   

Tersedianya Bahan 

Logistik Kantor 

Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 

Disediakan (Paket) 

10 5 4.000.000,00 5 7.000.000,00 5 4.000.000,00 5 4.000.000,00 5 4.000.000,00   

3.25.01.1.06.0009 - 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
 

Konsultasi SKPD 

      20.000.000,00   20.000.000,00   40.000.000,00   40.000.000,00   40.000.000,00   

Terlaksananya 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 
(Laporan) 

12 12 20.000.000,00 12 20.000.000,00 12 40.000.000,00 12 40.000.000,00 12 40.000.000,00   

3.25.01.1.07 - Pengadaan 

Barang Milik Daerah 
Penunjang 
 
Urusan Pemerintah 

Daerah 

      11.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   

Tersedianya Barang Milik 

Daerah yang dibutuhkan 
untuk menunjang 
program dan kegiatan 

Perangkat Daerah 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

5 3 11.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00   

3.25.01.1.07.0006 - 

Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

      11.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   

Tersedianya Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

5 3 11.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00   

3.25.01.1.08 - Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 
 

Pemerintahan Daerah 

      189.000.000,00   189.000.000,00   189.000.000,00   189.000.000,00   189.000.000,00   

Tersedianya kebutuhan 

jasa penunjang perangkat 
daerah 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan 
(Laporan) 

12 0 189.000.000,00 0 189.000.000,00 0 189.000.000,00 0 189.000.000,00 0 189.000.000,00   

  

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan 
(Laporan) 

12 12   12   12   12   12     

3.25.01.1.08.0002 - 
Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

      189.000.000,00   189.000.000,00   189.000.000,00   189.000.000,00   189.000.000,00   
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

Tersedianya Jasa 

Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan 
(Laporan) 

12 12 189.000.000,00 12 189.000.000,00 12 189.000.000,00 12 189.000.000,00 12 189.000.000,00   

3.25.01.1.08.0004 - 
Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Tersedianya Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan 

(Laporan) 

12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00   

3.25.01.1.09 - 

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah 

      160.000.000,00   160.000.000,00   72.000.000,00   95.000.000,00   95.000.000,00   

Tersedianya pemeliharaan 
yang terencana dan efektif 
untuk menjaga Barang 
Milik Daerah 

Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya (Unit) 

0 1 160.000.000,00 1 160.000.000,00 1 72.000.000,00 1 95.000.000,00 1 95.000.000,00   

  
Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara  (Unit) 

5 5   5   5   5   5     

  

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

0 1   1   1   1   1     

3.25.01.1.09.0002 - 
Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 

Lapangan 

      5.000.000,00   5.000.000,00   15.000.000,00   30.000.000,00   30.000.000,00   

Tersedianya Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 

Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya (Unit) 

0 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 15.000.000,00 1 30.000.000,00 1 30.000.000,00   

3.25.01.1.09.0006 - 
Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

      5.000.000,00   5.000.000,00   7.000.000,00   15.000.000,00   15.000.000,00   

Terlaksananya 
Pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 

Dipelihara  (Unit) 

5 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 5 7.000.000,00 5 15.000.000,00 5 15.000.000,00   

3.25.01.1.09.0010 - 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

      150.000.000,00   150.000.000,00   50.000.000,00   50.000.000,00   50.000.000,00   
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

0 1 150.000.000,00 1 150.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00   

Meingkatnya kepuasan 
masyarakat terhadap 
pelaksanaan pelayanan 

administrasi perkantoran 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (Indeks) 

0 80 41.848.240.259,69 80 41.848.830.987,36 80 41.918.669.822,36 80 41.969.376.822,36 80 42.859.390.987,36 

3.25.0.00.0.00.19.00
09 - UPTD Pengelola 
Kawasan Konservasi 

Perairan 

3.25.01.1.06 - 
Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

      35.300.000,00   37.300.000,00   57.000.000,00   57.000.000,00   57.000.000,00   

Meningkatnya kualitas 
administrasi umum dalam 
mendukung kelancaran 
tugas dan fungsi 

Perangkat Daerah. 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

(Laporan) 

0 12 35.300.000,00 12 37.300.000,00 12 57.000.000,00 12 57.000.000,00 12 57.000.000,00   

  

Jumlah Paket Bahan 

Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

0 5   5   5   5   5     

3.25.01.1.06.0004 - 
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

      5.300.000,00   7.300.000,00   7.000.000,00   7.000.000,00   7.000.000,00   

Tersedianya Bahan 

Logistik Kantor 

Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 

Disediakan (Paket) 

0 5 5.300.000,00 5 7.300.000,00 5 7.000.000,00 5 7.000.000,00 5 7.000.000,00   

3.25.01.1.06.0009 - 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
 

Konsultasi SKPD 

      30.000.000,00   30.000.000,00   50.000.000,00   50.000.000,00   50.000.000,00   

Terlaksananya 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 
(Laporan) 

0 12 30.000.000,00 12 30.000.000,00 12 50.000.000,00 12 50.000.000,00 12 50.000.000,00   

3.25.01.1.07 - Pengadaan 

Barang Milik Daerah 
Penunjang 
 
Urusan Pemerintah 

Daerah 

      20.000.000,00   20.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   

Tersedianya Barang Milik 

Daerah yang dibutuhkan 
untuk menunjang 
program dan kegiatan 

Perangkat Daerah 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

0 3 20.000.000,00 2 20.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00   

3.25.01.1.07.0006 - 

Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

      20.000.000,00   20.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   8.000.000,00   

Tersedianya Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

0 3 20.000.000,00 2 20.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00 2 8.000.000,00   
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

3.25.01.1.08 - Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 
 

Pemerintahan Daerah 

      25.000.000,00   25.000.000,00   45.000.000,00   45.000.000,00   45.000.000,00   

Tersedianya kebutuhan 

jasa penunjang perangkat 
daerah 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan 
(Laporan) 

0 12 25.000.000,00 12 25.000.000,00 12 45.000.000,00 12 45.000.000,00 12 45.000.000,00   

  

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan 
(Laporan) 

0 0   0   12   12   12     

3.25.01.1.08.0002 - 
Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

      25.000.000,00   25.000.000,00   15.000.000,00   15.000.000,00   15.000.000,00   

Tersedianya Jasa 
Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan 
(Laporan) 

0 12 25.000.000,00 12 25.000.000,00 12 15.000.000,00 12 15.000.000,00 12 15.000.000,00   

3.25.01.1.08.0004 - 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

      0,00   0,00   30.000.000,00   30.000.000,00   30.000.000,00   

Tersedianya Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan 
(Laporan) 

0 0 0,00 0 0,00 12 30.000.000,00 12 30.000.000,00 12 30.000.000,00   

3.25.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

      7.000.000,00   8.000.000,00   43.000.000,00   43.000.000,00   43.000.000,00   

Tersedianya pemeliharaan 
yang terencana dan efektif 

untuk menjaga Barang 
Milik Daerah 

Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 

Dipelihara  (Unit) 

0 3 7.000.000,00 2 8.000.000,00 5 43.000.000,00 5 43.000.000,00 5 43.000.000,00   

  

Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 

Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya (Unit) 

0 1   1   2   2   2     

  

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

0 1   1   1   1   1     
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

  

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara 
dan Dibayarkan 
Pajaknya (Unit) 

0 0   0   2   2   2     

3.25.01.1.09.0001 - 
Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

      0,00   0,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara 

dan Dibayarkan 
Pajaknya (Unit) 

0 0 0,00 0 0,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00   

3.25.01.1.09.0002 - 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 

Lapangan 

      1.000.000,00   2.000.000,00   15.000.000,00   15.000.000,00   15.000.000,00   

Tersedianya Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 

Lapangan 

Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya (Unit) 

0 1 1.000.000,00 1 2.000.000,00 2 15.000.000,00 2 15.000.000,00 2 15.000.000,00   

3.25.01.1.09.0006 - 

Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

      2.000.000,00   2.000.000,00   3.000.000,00   3.000.000,00   3.000.000,00   

Terlaksananya 
Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara  (Unit) 

0 3 2.000.000,00 2 2.000.000,00 5 3.000.000,00 5 3.000.000,00 5 3.000.000,00   

3.25.01.1.09.0010 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

      4.000.000,00   4.000.000,00   15.000.000,00   15.000.000,00   15.000.000,00   

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

0 1 4.000.000,00 1 4.000.000,00 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00   

3.25.02 - PROGRAM 

PENGELOLAAN 
KELAUTAN, PESISIR DAN 
PULAU-PULAU KECIL 

      250.000.000,00   1.000.000.000,00   909.844.664,00   1.429.844.664,00   1.500.000.000,00   

Terkelolanya kawasan 
konservasi perairan 

daerah 

Persentase Luas 
Kawasan Konservasi 
yang Dikelola Minimum 

(%) 

75 92 250.000.000,00 94 1.000.000.000,00 98 909.844.664,00 98 1.429.844.664,00 98 1.500.000.000,00 
3.25.0.00.0.00.19.00
00 - Dinas Kelautan 

dan Perikanan 
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

3.25.02.1.01 - 
Pengelolaan Ruang Laut 

Sampai Dengan 12 Mil di 
Luar Minyak dan Gas 
Bumi 

      100.000.000,00   370.000.000,00   406.844.664,00   566.844.664,00   566.844.664,00   

Meningkatnya kualitas 
pemanfaatan dan 

pelestarian ruang laut 
sampai dengan 12 mil 

Dokumen Materi Teknis 
Muatan Perairan Pesisir 
pada RTRW 

Provinsi/Dokumen Final 
RZWP-3-K (Dokumen) 

0 1 100.000.000,00 1 370.000.000,00 1 406.844.664,00 1 566.844.664,00 1 566.844.664,00   

  

Luasan Kawasan 
Konservasi di Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil yang Terkelola (Ha) 

2.313.441 2.684.526   2.738.198   2.791.516   
2.913.34

3 
  

2.981.94
0 

    

3.25.02.1.01.0002 - 

Pengelolaan Kawasan 
Konservasi di Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil Berdasarkan 
Penetapan dari 
Pemerintah Pusat 

      50.000.000,00   259.618.414,00   296.844.664,00   296.844.664,00   296.844.664,00   

Terkelolanya Kawasan 
Konservasi di Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil Berdasarkan 
Penetapan dari 
Pemerintah Pusat 

Luasan Kawasan 
Konservasi di Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil yang Terkelola (Ha) 

2.313.441 2.684.526 50.000.000,00 2.738.198 259.618.414,00 2.791.516 296.844.664,00 
2.913.34

3 
296.844.664,00 

2.981.94

0 
296.844.664,00   

3.25.02.1.01.0005 - 
Penyusunan Materi 

Teknis Perairan Pesisir 
dan Pulau-pulau 
Kecil/Dokumen Final 
RZWP-3-K/ 

      50.000.000,00   110.381.586,00   110.000.000,00   270.000.000,00   270.000.000,00   

Tersusunnya Materi 

Teknis Muatan Perairan 
Pesisir pada RTRW 
Provinsi/Dokumen Final 
RZWP-3-K 

Dokumen Materi Teknis 

Muatan Perairan Pesisir 
pada RTRW 
Provinsi/Dokumen Final 
RZWP-3-K (Dokumen) 

0 1 50.000.000,00 1 110.381.586,00 1 110.000.000,00 1 270.000.000,00 1 270.000.000,00   

3.25.02.1.02 - Penerbitan 
Izin Pemanfaatan Ruang 

Laut di Bawah 12 Mil di 
Luar Minyak dan Gas 
Bumi 

      50.000.000,00   100.000.000,00   50.000.000,00   250.000.000,00   250.000.000,00   

Meningkatnya kualitas 
pelayanan dalam proses 

penerbitan izin 
pemanfaatan ruang laut 
12 Mil 

Jumlah Dokumen 
Pertimbangan Teknis 

Pengelolaan Perizinan 
Berusaha Sektor 
Kelautan dan Perikanan 
(Dokumen) 

48 48 50.000.000,00 48 100.000.000,00 48 50.000.000,00 48 250.000.000,00 48 250.000.000,00   

3.25.02.1.02.0007 - 

Pengelolaan Perizinan 
Berusaha Sektor Kelautan 
dan Perikanan 

      50.000.000,00   100.000.000,00   50.000.000,00   250.000.000,00   250.000.000,00   

Tersedianya pertimbangan 
teknis Pengelolaan 

Perizinan Berusaha 
Sektor Kelautan dan 
Perikanan 

Jumlah Dokumen 
Pertimbangan Teknis 
Pengelolaan Perizinan 

Berusaha Sektor 
Kelautan dan Perikanan 
(Dokumen) 

48 48 50.000.000,00 48 100.000.000,00 48 50.000.000,00 48 250.000.000,00 48 250.000.000,00   
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

3.25.02.1.03 - 
Pemberdayaan 

Masyarakat Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil 

      50.000.000,00   200.000.000,00   90.000.000,00   250.000.000,00   320.155.336,00   

Meningkatnya kapasitas 
dan pastisipasi 
masyarakat pesisir dan 

pulau-pulau kecil 

Jumlah Unit Usaha 
Sektor Kelautan dan 
Perikanan yang 
difasilitasi Kemitraan 

Usaha (Unit Usaha) 

0 1 50.000.000,00 1 200.000.000,00 1 90.000.000,00 1 250.000.000,00 1 320.155.336,00   

  

Jumlah Masyarakat 
Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil yang Meningkat 
Kapasitasnya (Orang) 

20 30   50   50   50   50     

3.25.02.1.03.0001 - 
Pengembangan Kapasitas 

Masyarakat Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil 

      30.000.000,00   150.000.000,00   50.000.000,00   200.000.000,00   270.155.336,00   

Meningkatnya Kapasitas 
Masyarakat Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil 

Jumlah Masyarakat 
Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil yang Meningkat 

Kapasitasnya (Orang) 

20 30 30.000.000,00 50 150.000.000,00 50 50.000.000,00 50 200.000.000,00 50 270.155.336,00   

3.25.02.1.03.0006 - 

Pelaksanaan Fasilitasi 
Akses Kemitraan Usaha 

      20.000.000,00   50.000.000,00   40.000.000,00   50.000.000,00   50.000.000,00   

Terlaksananya Fasilitasi 
Akses Kemitraan Usaha 

Jumlah Unit Usaha 
Sektor Kelautan dan 
Perikanan yang 

difasilitasi Kemitraan 
Usaha (Unit Usaha) 

0 1 20.000.000,00 1 50.000.000,00 1 40.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00   

Terkelolanya kawasan 

konservasi perairan 
daerah 

Persentase Luas 

Kawasan Konservasi 
yang Dikelola Minimum 
(%) 

75 90 250.000.000,00 92 1.000.000.000,00 94 909.844.664,00 98 1.429.844.664,00 98 1.500.000.000,00 

3.25.0.00.0.00.19.00

01 - Cabang Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan Anambas 

3.25.02.1.03 - 
Pemberdayaan 
Masyarakat Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil 

      0,00   30.000.000,00   30.000.000,00   30.000.000,00   30.000.000,00   

Meningkatnya kapasitas 

dan pastisipasi 
masyarakat pesisir dan 
pulau-pulau kecil 

Jumlah Masyarakat 

Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil yang Meningkat 
Kapasitasnya (Orang) 

0 0 0,00 30 30.000.000,00 30 30.000.000,00 30 30.000.000,00 30 30.000.000,00   

3.25.02.1.03.0001 - 
Pengembangan Kapasitas 
Masyarakat Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil 

      0,00   30.000.000,00   30.000.000,00   30.000.000,00   30.000.000,00   

Meningkatnya Kapasitas 
Masyarakat Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil 

Jumlah Masyarakat 

Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil yang Meningkat 
Kapasitasnya (Orang) 

0 0 0,00 30 30.000.000,00 30 30.000.000,00 30 30.000.000,00 30 30.000.000,00   

Terkelolanya kawasan 
konservasi perairan 

daerah 

Persentase Luas 
Kawasan Konservasi 
yang Dikelola Minimum 

(%) 

75 90 250.000.000,00 92 1.000.000.000,00 94 909.844.664,00 98 1.429.844.664,00 98 1.500.000.000,00 

3.25.0.00.0.00.19.00
02 - Cabang Dinas 
Kelautan dan 

Perikanan Natuna 

3.25.02.1.03 - 
Pemberdayaan 

Masyarakat Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil 

      0,00   30.000.000,00   30.000.000,00   30.000.000,00   30.000.000,00   
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

Meningkatnya kapasitas 
dan pastisipasi 

masyarakat pesisir dan 
pulau-pulau kecil 

Jumlah Masyarakat 
Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil yang Meningkat 
Kapasitasnya (Orang) 

0 0 0,00 30 30.000.000,00 30 30.000.000,00 30 30.000.000,00 30 30.000.000,00   

3.25.02.1.03.0001 - 
Pengembangan Kapasitas 
Masyarakat Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil 

      0,00   30.000.000,00   30.000.000,00   30.000.000,00   30.000.000,00   

Meningkatnya Kapasitas 

Masyarakat Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil 

Jumlah Masyarakat 

Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil yang Meningkat 
Kapasitasnya (Orang) 

0 0 0,00 30 30.000.000,00 30 30.000.000,00 30 30.000.000,00 30 30.000.000,00   

Terkelolanya kawasan 
konservasi perairan 
daerah 

Persentase Luas 
Kawasan Konservasi 
yang Dikelola Minimum 
(%) 

75 90 250.000.000,00 92 1.000.000.000,00 94 909.844.664,00 98 1.429.844.664,00 98 1.500.000.000,00 

3.25.0.00.0.00.19.00
03 - Cabang Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan Lingga 

3.25.02.1.03 - 
Pemberdayaan 
Masyarakat Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil 

      0,00   10.000.000,00   30.000.000,00   30.000.000,00   30.000.000,00   

Meningkatnya kapasitas 

dan pastisipasi 
masyarakat pesisir dan 
pulau-pulau kecil 

Jumlah Masyarakat 

Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil yang Meningkat 
Kapasitasnya (Orang) 

0 0 0,00 30 10.000.000,00 30 30.000.000,00 30 30.000.000,00 30 30.000.000,00   

3.25.02.1.03.0001 - 
Pengembangan Kapasitas 

Masyarakat Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil 

      0,00   10.000.000,00   30.000.000,00   30.000.000,00   30.000.000,00   

Meningkatnya Kapasitas 
Masyarakat Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil 

Jumlah Masyarakat 
Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil yang Meningkat 

Kapasitasnya (Orang) 

0 0 0,00 30 10.000.000,00 30 30.000.000,00 30 30.000.000,00 30 30.000.000,00   

Terkelolanya kawasan 
konservasi perairan 

daerah 

      250.000.000,00   1.000.000.000,00   909.844.664,00   1.429.844.664,00   1.500.000.000,00 

3.25.0.00.0.00.19.00
04 - Cabang Dinas 

Kelautan dan 
Perikanan Karimun 

3.25.02.1.03 - 

Pemberdayaan 
Masyarakat Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil 

      0,00   30.000.000,00   30.000.000,00   30.000.000,00   30.000.000,00   

Meningkatnya kapasitas 
dan pastisipasi 

masyarakat pesisir dan 
pulau-pulau kecil 

Jumlah Masyarakat 
Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil yang Meningkat 
Kapasitasnya (Orang) 

0 0 0,00 30 30.000.000,00 30 30.000.000,00 30 30.000.000,00 30 30.000.000,00   

3.25.02.1.03.0001 - 
Pengembangan Kapasitas 
Masyarakat Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil 

      0,00   30.000.000,00   30.000.000,00   30.000.000,00   30.000.000,00   

Meningkatnya Kapasitas 

Masyarakat Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil 

Jumlah Masyarakat 
Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil yang Meningkat 
Kapasitasnya (Orang) 

0 0 0,00 30 30.000.000,00 30 30.000.000,00 30 30.000.000,00 30 30.000.000,00   

Terkelolanya kawasan 
konservasi perairan 
daerah 

Persentase Luas 
Kawasan Konservasi 
yang Dikelola Minimum 
(%) 

75 90 250.000.000,00 92 1.000.000.000,00 94 909.844.664,00 98 1.429.844.664,00 98 1.500.000.000,00 

3.25.0.00.0.00.19.00
05 - Cabang Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan Batam 
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

3.25.02.1.03 - 
Pemberdayaan 

Masyarakat Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil 

      0,00   30.000.000,00   30.000.000,00   30.000.000,00   30.000.000,00   

Meningkatnya kapasitas 
dan pastisipasi 
masyarakat pesisir dan 
pulau-pulau kecil 

Jumlah Masyarakat 
Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil yang Meningkat 
Kapasitasnya (Orang) 

0 0 0,00 30 30.000.000,00 30 30.000.000,00 30 30.000.000,00 30 30.000.000,00   

3.25.02.1.03.0001 - 

Pengembangan Kapasitas 
Masyarakat Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil 

      0,00   30.000.000,00   30.000.000,00   30.000.000,00   30.000.000,00   

Meningkatnya Kapasitas 
Masyarakat Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil 

Jumlah Masyarakat 
Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil yang Meningkat 

Kapasitasnya (Orang) 

0 0 0,00 30 30.000.000,00 30 30.000.000,00 30 30.000.000,00 30 30.000.000,00   

Terkelolanya kawasan 

konservasi perairan 
daerah 

Persentase Luas 
Kawasan Konservasi 

yang Dikelola Minimum 
(%) 

75 90 250.000.000,00 92 1.000.000.000,00 94 909.844.664,00 98 1.429.844.664,00 98 1.500.000.000,00 

3.25.0.00.0.00.19.00
09 - UPTD Pengelola 

Kawasan Konservasi 
Perairan 

3.25.02.1.01 - 

Pengelolaan Ruang Laut 
Sampai Dengan 12 Mil di 
Luar Minyak dan Gas 

Bumi 

      50.000.000,00   200.000.000,00   213.000.000,00   213.000.000,00   213.000.000,00   

Meningkatnya kualitas 

pemanfaatan dan 
pelestarian ruang laut 
sampai dengan 12 mil 

Luasan Kawasan 

Konservasi di Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil yang Terkelola (Ha) 

0 2.684.525,69 50.000.000,00 
2.738.198,

44 
200.000.000,00 

2.791.515,
65 

213.000.000,00 
2.913.34

2,75 
213.000.000,00 

2.981.94
0,2 

213.000.000,00   

3.25.02.1.01.0002 - 
Pengelolaan Kawasan 

Konservasi di Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil Berdasarkan 
Penetapan dari 

Pemerintah Pusat 

      50.000.000,00   200.000.000,00   213.000.000,00   213.000.000,00   213.000.000,00   

Terkelolanya Kawasan 

Konservasi di Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil Berdasarkan 

Penetapan dari 
Pemerintah Pusat 

Luasan Kawasan 
Konservasi di Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil yang Terkelola (Ha) 

0 2.684.525,69 50.000.000,00 
2.738.198,

44 
200.000.000,00 

2.791.515,
65 

213.000.000,00 
2.913.34

2,75 
213.000.000,00 

2.981.94
0,2 

213.000.000,00   

3.25.03 - PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PERIKANAN TANGKAP 

      13.901.168.276,00   14.831.904.651,00   12.851.829.651,00   12.501.904.651,00   14.831.904.651,00   

Meningkatnya produksi 
perikanan tangkap 

Jumlah Produksi 
Perikanan Tangkap (Ton) 

35.255,75 316230,66 13.901.168.276,00 317179,36 14.831.904.651,00 318130,89 12.851.829.651,00 
319085,

29 
12.501.904.651,00 

320042,
54 

14.831.904.651,00 
3.25.0.00.0.00.19.00
00 - Dinas Kelautan 
dan Perikanan 

3.25.03.1.01 - 
Pengelolaan Penangkapan 
Ikan di Wilayah Laut 

Sampai Dengan 12 Mil 

      13.206.168.276,00   13.582.029.256,00   12.082.029.256,00   12.082.029.256,00   14.000.029.256,00   

Meningkatnya 

pengelolaan penangkapan 
ikan yang berkelanjutan, 
efektif dan kepatuhan 
terhadap regulasi di 

Jumlah data dan 
Informasi Sumber Daya 
Ikan yang Tersedia di 
Wilayah Laut sampai 

1 1 13.206.168.276,00 1 13.582.029.256,00 1 12.082.029.256,00 1 12.082.029.256,00 1 14.000.029.256,00   
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

wilayah laut sampai 
dengan 12 mil. 

dengan 12 Mil 
(Dokumen) 

  

Jumlah Sarana Usaha 
Perikanan Tangkap yang 

Tersedia di Wilayah Laut 
sampai dengan 12 Mil 
(Unit) 

1.670 4.000   5.800   5.800   6.000   6.000     

  

Jumlah Prasarana 
Usaha Perikanan 
Tangkap yang Tersedia 

di Wilayah Laut sampai 
dengan 12 Mil (Unit) 

1 1   1   1   1   1     

3.25.03.1.01.0001 - 
Penyediaan Data dan 
Informasi Sumber Daya 

Ikan 

      10.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   

Tersedianya Data dan 
Informasi Sumber Daya 
Ikan di Wilayah Laut 

sampai dengan 12 Mil 

Jumlah data dan 

Informasi Sumber Daya 
Ikan yang Tersedia di 
Wilayah Laut sampai 

dengan 12 Mil 
(Dokumen) 

1 1 10.000.000,00 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00   

3.25.03.1.01.0002 - 
Penyediaan Prasarana 
Usaha Perikanan Tangkap 

      6.768.192.500,00   6.768.192.500,00   6.768.192.500,00   6.768.192.500,00   6.768.192.500,00   

Tersedianya Prasarana 
Usaha Perikanan Tangkap 

di Wilayah Laut sampai 
dengan 12 Mil 

Jumlah Prasarana 
Usaha Perikanan 

Tangkap yang Tersedia 
di Wilayah Laut sampai 
dengan 12 Mil (Unit) 

1 1 6.768.192.500,00 1 6.768.192.500,00 1 6.768.192.500,00 1 6.768.192.500,00 1 6.768.192.500,00   

3.25.03.1.01.0010 - 
Penyediaan Sarana Usaha 
Perikanan Tangkap 

      6.427.975.776,00   6.793.836.756,00   5.293.836.756,00   5.293.836.756,00   7.211.836.756,00   

Tersedianya Sarana 

Usaha Perikanan Tangkap 
di Wilayah Laut sampai 
dengan 12 Mil 

Jumlah Sarana Usaha 
Perikanan Tangkap yang 

Tersedia di Wilayah Laut 
sampai dengan 12 Mil 
(Unit) 

1.670 4.000 6.427.975.776,00 5.800 6.793.836.756,00 5.800 5.293.836.756,00 6.000 5.293.836.756,00 6.000 7.211.836.756,00   

3.25.03.1.03 - Penerbitan 
Izin Usaha Perikanan 

Tangkap untuk Kapal 
Perikanan Berukuran di 
atas 10 GT sampai 
dengan 30 GT 

      100.000.000,00   33.350.800,00   33.350.800,00   33.350.800,00   33.350.800,00   

Meningkatnya penerbitan 
izin usaha perikanan 
tangkap untuk kapal 

berukuran 10 30 GT 
secara tepat waktu dan 
sesuai ketentuan. 

Tingkat Penyelesaian 

Rekomendasi Perizinan 
Berusaha Subsektor 
Penangkapan dan 
Pengangkutan Ikan 

untuk kapal ukuran 
diatas 5 GT - 30 GT dan 
beroperasi sampai 

dengan 12 mil 
(Persentase) 

100 90 100.000.000,00 90 33.350.800,00 90 33.350.800,00 90 33.350.800,00 90 33.350.800,00   
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

3.25.03.1.03.0004 - 
Rekomendasi Perizinan 

Berusaha Subsektor 
Penangkapan dan 
Pengangkutan Ikan untuk 
kapal ukuran diatas 5 GT 

- 30 GT dan beroperasi 
sampai dengan 12 mil 

      100.000.000,00   33.350.800,00   33.350.800,00   33.350.800,00   33.350.800,00   

Diterbitkannya 
Rekomendasi Perizinan 

Berusaha Subsektor 
Penangkapan dan 
Pengangkutan Ikan untuk 
kapal ukuran diatas 5 GT 

- 30 GT dan beroperasi 
sampai dengan 12 mil 

Tingkat Penyelesaian 
Rekomendasi Perizinan 
Berusaha Subsektor 

Penangkapan dan 
Pengangkutan Ikan 
untuk kapal ukuran 
diatas 5 GT - 30 GT dan 

beroperasi sampai 
dengan 12 mil 
(Persentase) 

100 90 100.000.000,00 90 33.350.800,00 90 33.350.800,00 90 33.350.800,00 90 33.350.800,00   

3.25.03.1.06 - Penetapan 
Lokasi Pembangunan 

serta Pengelolaan 
Pelabuhan Perikanan 
Provinsi 

      500.000.000,00   1.026.524.595,00   526.524.595,00   176.524.595,00   526.524.595,00   

Tersedianya lokasi yang 
strategis dan fasilitas 

pengelolaan pelabuhan 
perikanan provinsi yang 
memadai untuk 
mendukung kegiatan 

perikanan secara optimal. 

Fungsi Pemerintahan 

dan Pengusahaan 
Pelabuhan Perikanan 
yang Terlaksana 
(Layanan) 

0 2 500.000.000,00 2 1.026.524.595,00 3 526.524.595,00 3 176.524.595,00 3 526.524.595,00   

  

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Pelabuhan 
Perikanan yang Tersedia 
(Unit) 

2 1   1   1   1   1     

3.25.03.1.06.0002 - 
Penyediaan Sarana dan 

Prasarana Pelabuhan 
Perikanan 

      250.000.000,00   1.000.000.000,00   500.000.000,00   150.000.000,00   500.000.000,00   

Tersedianya Sarana dan 
Prasarana Pelabuhan 
Perikanan 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Pelabuhan 
Perikanan yang Tersedia 
(Unit) 

2 1 250.000.000,00 1 1.000.000.000,00 1 500.000.000,00 1 150.000.000,00 1 500.000.000,00   

3.25.03.1.06.0003 - 

Pelaksanaan Fungsi 
Pemerintahan dan 
Pengusahaan Pelabuhan 
Perikanan 

      250.000.000,00   26.524.595,00   26.524.595,00   26.524.595,00   26.524.595,00   

Terlaksananya Fungsi 

Pemerintahan dan 
Pengusahaan Pelabuhan 
Perikanan 

Fungsi Pemerintahan 
dan Pengusahaan 

Pelabuhan Perikanan 
yang Terlaksana 
(Layanan) 

0 2 250.000.000,00 2 26.524.595,00 3 26.524.595,00 3 26.524.595,00 3 26.524.595,00   

Meningkatnya produksi 
perikanan tangkap 

Jumlah Produksi 
Perikanan Tangkap (Ton) 

335.255,75 316.230,67 13.901.168.276,00 317.179,36 14.831.904.651,00 318.130,90 12.851.829.651,00 
319.085,

29 
12.501.904.651,00 

320.042,
54 

14.831.904.651,00 

3.25.0.00.0.00.19.00
01 - Cabang Dinas 
Kelautan dan 

Perikanan Anambas 



IV-117 IV-117 
IV-117 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

3.25.03.1.10 - 
Pendaftaran Kapal 

Perikanan Berukuran 
sampai dengan 10 GT 
yang Beroperasi di Laut, 
Sungai, Danau, Waduk, 

Rawa, dan Genangan Air 
Lainnya yang dapat 
diusahakan Lintas 

Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

      0,00   20.000.000,00   19.925.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   

Meningkatnya jumlah 
kapal perikanan 
berukuran sampai dengan 
10 GT yang terdaftar dan 

beroperasi legal di 
perairan laut lintas 
kabupaten/kota dalam 

satu daerah provinsi 

Jumlah Rekomendasi 
Buku Kapal Perikanan 

(BKP) yang Diterbitkan 
(Rekomendasi) 

0 0 0,00 50 20.000.000,00 70 19.925.000,00 90 20.000.000,00 100 20.000.000,00   

3.25.03.1.10.0003 - 

Penerbitan surat 
rekomendasi Buku Kapal 
Perikanan (BKP) 

      0,00   20.000.000,00   19.925.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   

Diterbitkannya 
Rekomendasi Buku Kapal 

Perikanan (BKP) 

Jumlah Rekomendasi 
Buku Kapal Perikanan 

(BKP) yang Diterbitkan 
(Rekomendasi) 

0 0 0,00 50 20.000.000,00 70 19.925.000,00 90 20.000.000,00 100 20.000.000,00   

Meningkatnya produksi 
perikanan tangkap 

Jumlah Produksi 
Perikanan Tangkap (Ton) 

335.255,75 316.230,67 13.901.168.276,00 317.179,36 14.831.904.651,00 318.130,90 12.851.829.651,00 
319.085,

29 
12.501.904.651,00 

320.042,
54 

14.831.904.651,00 

3.25.0.00.0.00.19.00

02 - Cabang Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan Natuna 

3.25.03.1.10 - 
Pendaftaran Kapal 
Perikanan Berukuran 
sampai dengan 10 GT 

yang Beroperasi di Laut, 
Sungai, Danau, Waduk, 
Rawa, dan Genangan Air 

Lainnya yang dapat 
diusahakan Lintas 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

      0,00   10.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   

Meningkatnya jumlah 
kapal perikanan 

berukuran sampai dengan 
10 GT yang terdaftar dan 
beroperasi legal di 

perairan laut lintas 
kabupaten/kota dalam 
satu daerah provinsi 

Jumlah Rekomendasi 
Buku Kapal Perikanan 
(BKP) yang Diterbitkan 

(Rekomendasi) 

0 0 0,00 100 10.000.000,00 100 20.000.000,00 100 20.000.000,00 100 20.000.000,00   

3.25.03.1.10.0003 - 
Penerbitan surat 
rekomendasi Buku Kapal 

Perikanan (BKP) 

      0,00   10.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   

Diterbitkannya 
Rekomendasi Buku Kapal 
Perikanan (BKP) 

Jumlah Rekomendasi 
Buku Kapal Perikanan 
(BKP) yang Diterbitkan 
(Rekomendasi) 

0 0 0,00 100 10.000.000,00 100 20.000.000,00 100 20.000.000,00 100 20.000.000,00   



IV-118 IV-118 
IV-118 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

Meningkatnya produksi 
perikanan tangkap 

Jumlah Produksi 
Perikanan Tangkap (Ton) 

335.255,75 316.230,67 13.901.168.276,00 317.179,36 14.831.904.651,00 318.130,90 12.851.829.651,00 
31.908,2

9 
12.501.904.651,00 

320.042,
54 

14.831.904.651,00 

3.25.0.00.0.00.19.00
03 - Cabang Dinas 
Kelautan dan 

Perikanan Lingga 

3.25.03.1.10 - 
Pendaftaran Kapal 

Perikanan Berukuran 
sampai dengan 10 GT 
yang Beroperasi di Laut, 
Sungai, Danau, Waduk, 

Rawa, dan Genangan Air 
Lainnya yang dapat 
diusahakan Lintas 

Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

      0,00   10.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   

Meningkatnya jumlah 
kapal perikanan 
berukuran sampai dengan 
10 GT yang terdaftar dan 

beroperasi legal di 
perairan laut lintas 
kabupaten/kota dalam 

satu daerah provinsi 

Jumlah Rekomendasi 
Buku Kapal Perikanan 

(BKP) yang Diterbitkan 
(Rekomendasi) 

0 0 0,00 100 10.000.000,00 100 20.000.000,00 100 20.000.000,00 100 20.000.000,00   

3.25.03.1.10.0003 - 

Penerbitan surat 
rekomendasi Buku Kapal 
Perikanan (BKP) 

      0,00   10.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   

Diterbitkannya 
Rekomendasi Buku Kapal 

Perikanan (BKP) 

Jumlah Rekomendasi 
Buku Kapal Perikanan 

(BKP) yang Diterbitkan 
(Rekomendasi) 

0 0 0,00 100 10.000.000,00 100 20.000.000,00 100 20.000.000,00 100 20.000.000,00   

Meningkatnya produksi 
perikanan tangkap 

Jumlah Produksi 
Perikanan Tangkap (Ton) 

335.255,75 316.230,67 13.901.168.276,00 317.179,36 14.831.904.651,00 318.130,90 12.851.829.651,00 
319.085,

29 
12.501.904.651,00 

320.042,
54 

14.831.904.651,00 

3.25.0.00.0.00.19.00

04 - Cabang Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan Karimun 

3.25.03.1.10 - 
Pendaftaran Kapal 
Perikanan Berukuran 
sampai dengan 10 GT 

yang Beroperasi di Laut, 
Sungai, Danau, Waduk, 
Rawa, dan Genangan Air 

Lainnya yang dapat 
diusahakan Lintas 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

      25.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   

Meningkatnya jumlah 
kapal perikanan 

berukuran sampai dengan 
10 GT yang terdaftar dan 
beroperasi legal di 

perairan laut lintas 
kabupaten/kota dalam 
satu daerah provinsi 

Jumlah Rekomendasi 
Buku Kapal Perikanan 
(BKP) yang Diterbitkan 

(Rekomendasi) 

0 100 25.000.000,00 100 20.000.000,00 100 20.000.000,00 100 20.000.000,00 100 20.000.000,00   

3.25.03.1.10.0003 - 
Penerbitan surat 

      25.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   



IV-119 IV-119 
IV-119 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

rekomendasi Buku Kapal 
Perikanan (BKP) 

Diterbitkannya 
Rekomendasi Buku Kapal 
Perikanan (BKP) 

Jumlah Rekomendasi 
Buku Kapal Perikanan 
(BKP) yang Diterbitkan 

(Rekomendasi) 

0 100 25.000.000,00 100 20.000.000,00 100 20.000.000,00 100 20.000.000,00 100 20.000.000,00   

Meningkatnya produksi 

perikanan tangkap 

Jumlah Produksi 
Perikanan Budidaya 

(Ton) 

335.255,75 316.230,67 13.901.168.276,00 317.179,36 14.831.904.651,00 318.130,90 12.851.829.651,00 
319.085,

29 
12.501.904.651,00 

320.042,

54 
14.831.904.651,00 

3.25.0.00.0.00.19.00
05 - Cabang Dinas 

Kelautan dan 
Perikanan Batam 

3.25.03.1.10 - 

Pendaftaran Kapal 
Perikanan Berukuran 
sampai dengan 10 GT 
yang Beroperasi di Laut, 

Sungai, Danau, Waduk, 
Rawa, dan Genangan Air 
Lainnya yang dapat 

diusahakan Lintas 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

      20.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   

Meningkatnya jumlah 
kapal perikanan 

berukuran sampai dengan 
10 GT yang terdaftar dan 
beroperasi legal di 
perairan laut lintas 

kabupaten/kota dalam 
satu daerah provinsi 

Jumlah Rekomendasi 
Buku Kapal Perikanan 
(BKP) yang Diterbitkan 
(Rekomendasi) 

0 100 20.000.000,00 100 20.000.000,00 100 20.000.000,00 100 20.000.000,00 100 20.000.000,00   

3.25.03.1.10.0003 - 
Penerbitan surat 
rekomendasi Buku Kapal 

Perikanan (BKP) 

      20.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   

Diterbitkannya 

Rekomendasi Buku Kapal 
Perikanan (BKP) 

Jumlah Rekomendasi 

Buku Kapal Perikanan 
(BKP) yang Diterbitkan 
(Rekomendasi) 

0 100 20.000.000,00 100 20.000.000,00 100 20.000.000,00 100 20.000.000,00 100 20.000.000,00   

Meningkatnya produksi 
perikanan tangkap 

Jumlah Produksi 
Perikanan Tangkap (Ton) 

335.255,75 316.230,67 13.901.168.276,00 317.179,36 14.831.904.651,00 318.130,90 12.851.829.651,00 
319.085,

29 
12.501.904.651,00 

320.042,
54 

14.831.904.651,00 

3.25.0.00.0.00.19.00
06 - UPTD Balai 
Pelabuhan Perikanan 
Pantai 

3.25.03.1.06 - Penetapan 
Lokasi Pembangunan 
serta Pengelolaan 

Pelabuhan Perikanan 
Provinsi 

      50.000.000,00   110.000.000,00   110.000.000,00   110.000.000,00   172.000.000,00   

Tersedianya lokasi yang 
strategis dan fasilitas 
pengelolaan pelabuhan 

perikanan provinsi yang 
memadai untuk 
mendukung kegiatan 

perikanan secara optimal. 

Fungsi Pemerintahan 
dan Pengusahaan 

Pelabuhan Perikanan 
yang Terlaksana 
(Layanan) 

3 3 50.000.000,00 3 110.000.000,00 3 110.000.000,00 3 110.000.000,00 3 172.000.000,00   



IV-120 IV-120 
IV-120 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

3.25.03.1.06.0003 - 
Pelaksanaan Fungsi 

Pemerintahan dan 
Pengusahaan Pelabuhan 
Perikanan 

      50.000.000,00   110.000.000,00   110.000.000,00   110.000.000,00   172.000.000,00   

Terlaksananya Fungsi 
Pemerintahan dan 

Pengusahaan Pelabuhan 
Perikanan 

Fungsi Pemerintahan 
dan Pengusahaan 
Pelabuhan Perikanan 

yang Terlaksana 
(Layanan) 

3 3 50.000.000,00 3 110.000.000,00 3 110.000.000,00 3 110.000.000,00 3 172.000.000,00   

3.25.04 - PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PERIKANAN BUDIDAYA 

      7.631.555.904,00   8.243.395.364,00   5.609.346.865,00   5.278.564.865,00   10.243.395.364,00   

Meningkatnya produksi 
perikanan budidaya 

Jumlah Produksi 
Perikanan Budidaya 
(Ton) 

39.898 42.508,16 7.631.555.904,00 45.289,06 8.243.395.364,00 48.251,89 5.609.346.865,00 
51.441,7

1 
5.278.564.865,00 

54.806,0
0 

10.243.395.364,00 
3.25.0.00.0.00.19.00
00 - Dinas Kelautan 
dan Perikanan 

3.25.04.1.04 - Penerbitan 
Tanda Daftar bagi 
Pembudi Daya Ikan Kecil 

(TDPIK) di Laut dan Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota 
dalam 1 (Satu) Daerah 

Provinsi 

      10.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   

Meningkatnya jumlah 
pembudi daya ikan kecil 
yang terdaftar melalui 
penerbitan TDPIK di laut 

dan lintas daerah. 

Jumlah Rekomendasi 

Perizinan Berusaha 
Skala Mikro dan Kecil di 
Laut dan Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 

1 (Satu) Daerah Provinsi 
(Rekomendasi) 

0 30 10.000.000,00 50 20.000.000,00 70 20.000.000,00 90 20.000.000,00 100 20.000.000,00   

3.25.04.1.04.0002 - 
Penerbitan Tanda Daftar 
bagi Pembudi Daya Ikan 

Kecil (TDPIK) di Laut dan 
Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

      10.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   

Diterbitkannya 

Rekomendasi Perizinan 
Berusaha Skala Mikro 
dan Kecil di Laut dan 
Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

Jumlah Rekomendasi 

Perizinan Berusaha 
Skala Mikro dan Kecil di 
Laut dan Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 

1 (Satu) Daerah Provinsi 
(Rekomendasi) 

0 30 10.000.000,00 50 20.000.000,00 70 20.000.000,00 90 20.000.000,00 100 20.000.000,00   

3.25.04.1.05 - 
Pengelolaan 
Pembudidayaan Ikan di 

Laut 

      7.471.555.904,00   6.098.034.114,00   4.385.985.615,00   3.993.203.615,00   8.758.034.114,00   

Meningkatnya produksi 

dan kualitas hasil 
budidaya ikan di laut 
melalui pengelolaan yang 
berkelanjutan dan 

berbasis teknologi 

Jumlah Sarana 
Pembudidayaan Ikan di 
Laut (Unit) 

10 15 7.471.555.904,00 20 6.098.034.114,00 25 4.385.985.615,00 25 3.993.203.615,00 30 8.758.034.114,00   



IV-121 IV-121 
IV-121 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

  

Dokumen Hasil 
Pelaksanaan Monitoring 

Kesehatan Ikan dan 
Lingkungan Budidaya di 
Laut dan Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota 

(Dokumen) 

0 1   1   1   1   1     

  

Jumlah Data dan 

Informasi 
Pembudidayaan Ikan di 
Laut dan Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota 
(Dokumen) 

0 1   1   1   1   1     

  
Jumlah Prasarana 
Pembudidayaan Ikan di 
Laut (Unit) 

10 1.000   800   1.000   1.000   1.000     

  

Jumlah Usulan 
Dokumen Pemanfaatan 

dan Perlindungan Lahan 
Pembudidayaan Ikan 
(Dokumen) 

2 1   1   1   1   1     

3.25.04.1.05.0001 - 
Penyediaan Data dan 
Informasi Pembudidayaan 

Ikan di Laut dan Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota 

      20.000.000,00   17.724.500,00   17.727.340,00   17.724.500,00   17.724.500,00   

Tersedianya Data dan 
Informasi Pembudidayaan 

Ikan di Laut dan Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Data dan 
Informasi 
Pembudidayaan Ikan di 

Laut dan Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota 
(Dokumen) 

0 1 20.000.000,00 1 17.724.500,00 1 17.727.340,00 1 17.724.500,00 1 17.724.500,00   

3.25.04.1.05.0002 - 
Penyediaan Prasarana 

Pembudidayaan Ikan di 
Laut  

      4.319.852.000,00   3.656.214.000,00   2.548.258.275,00   2.125.479.115,00   5.713.718.877,00   

Tersedianya Prasarana 
Pembudidayaan Ikan di 
Laut 

Jumlah Prasarana 
Pembudidayaan Ikan di 
Laut (Unit) 

10 1.000 4.319.852.000,00 800 3.656.214.000,00 1.000 2.548.258.275,00 1.000 2.125.479.115,00 1.000 5.713.718.877,00   

3.25.04.1.05.0004 - 
Penjaminan Ketersediaan 
Sarana Pembudidayaan 

Ikan di Laut 

      1.500.000.000,00   2.074.095.614,00   1.200.000.000,00   1.200.000.000,00   2.376.590.737,00   

Terjaminnya Ketersediaan 
Sarana Pembudidayaan 
Ikan di Laut 

Jumlah Sarana 
Pembudidayaan Ikan di 
Laut (Unit) 

10 15 1.500.000.000,00 20 2.074.095.614,00 25 1.200.000.000,00 25 1.200.000.000,00 30 2.376.590.737,00   

3.25.04.1.05.0012 - 
Pengembangan, 
Pemanfaatan dan 

Perlindungan Lahan 
untuk Pembudidayaan 
Ikan Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

      1.531.703.904,00   300.000.000,00   550.000.000,00   550.000.000,00   550.000.000,00   



IV-122 IV-122 
IV-122 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

Tersedianya Lahan untuk 
Pembudidayaan Ikan 

Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 
yang Ditetapkan untuk 

Dikembangkan, 
Dimanfaatkan, dan 
Dilindungi 

Jumlah Usulan 
Dokumen Pemanfaatan 
dan Perlindungan Lahan 
Pembudidayaan Ikan 

(Dokumen) 

2 1 1.531.703.904,00 1 300.000.000,00 1 550.000.000,00 1 550.000.000,00 1 550.000.000,00   

3.25.04.1.05.0013 - 
Monitoring Kesehatan 

Ikan dan Lingkungan 
Budidaya di Laut dan 
Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota 

      100.000.000,00   50.000.000,00   70.000.000,00   100.000.000,00   100.000.000,00   

Termonitornya Kesehatan 

Ikan dan Lingkungan 
Budidaya di Laut dan 
Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota 

Dokumen Hasil 
Pelaksanaan Monitoring 

Kesehatan Ikan dan 
Lingkungan Budidaya di 
Laut dan Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota 
(Dokumen) 

0 1 100.000.000,00 1 50.000.000,00 1 70.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00   

Meningkatnya produksi 
perikanan budidaya 

Jumlah Produksi 

Perikanan Budidaya 
(Ton) 

39.898 42.508,16 7.631.555.904,00 45.289,06 8.243.395.364,00 48.251,89 5.609.346.865,00 
51.441,7

1 
5.278.564.865,00 

54.806,0
0 

10.243.395.364,00 

3.25.0.00.0.00.19.00

01 - Cabang Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan Anambas 

3.25.04.1.04 - Penerbitan 
Tanda Daftar bagi 
Pembudi Daya Ikan Kecil 

(TDPIK) di Laut dan Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota 
dalam 1 (Satu) Daerah 
Provinsi 

      0,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   

Meningkatnya jumlah 

pembudi daya ikan kecil 
yang terdaftar melalui 
penerbitan TDPIK di laut 

dan lintas daerah. 

Jumlah Rekomendasi 
Perizinan Berusaha 

Skala Mikro dan Kecil di 
Laut dan Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 

1 (Satu) Daerah Provinsi 
(Rekomendasi) 

0 0 0,00 50 10.000.000,00 70 10.000.000,00 90 10.000.000,00 100 10.000.000,00   

3.25.04.1.04.0002 - 
Penerbitan Tanda Daftar 
bagi Pembudi Daya Ikan 
Kecil (TDPIK) di Laut dan 

Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

      0,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   

Diterbitkannya 
Rekomendasi Perizinan 

Berusaha Skala Mikro 
dan Kecil di Laut dan 
Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 

(Satu) Daerah Provinsi 

Jumlah Rekomendasi 
Perizinan Berusaha 

Skala Mikro dan Kecil di 
Laut dan Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 
1 (Satu) Daerah Provinsi 

(Rekomendasi) 

0 0 0,00 50 10.000.000,00 70 10.000.000,00 90 10.000.000,00 100 10.000.000,00   



IV-123 IV-123 
IV-123 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

Meningkatnya produksi 
perikanan budidaya 

Jumlah Produksi 
Perikanan Budidaya 
(Ton) 

39.898 42.508,16 7.631.555.904,00 45.289,06 8.243.395.364,00 48.251,89 5.609.346.865,00 
51.441,7

1 
5.278.564.865,00 

54.806,0
0 

10.243.395.364,00 

3.25.0.00.0.00.19.00
02 - Cabang Dinas 
Kelautan dan 

Perikanan Natuna 

3.25.04.1.04 - Penerbitan 
Tanda Daftar bagi 

Pembudi Daya Ikan Kecil 
(TDPIK) di Laut dan Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota 
dalam 1 (Satu) Daerah 

Provinsi 

      0,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   

Meningkatnya jumlah 
pembudi daya ikan kecil 
yang terdaftar melalui 

penerbitan TDPIK di laut 
dan lintas daerah. 

Jumlah Rekomendasi 

Perizinan Berusaha 
Skala Mikro dan Kecil di 
Laut dan Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 
1 (Satu) Daerah Provinsi 
(Rekomendasi) 

0 0 0,00 50 10.000.000,00 70 10.000.000,00 90 10.000.000,00 100 10.000.000,00   

3.25.04.1.04.0002 - 
Penerbitan Tanda Daftar 
bagi Pembudi Daya Ikan 

Kecil (TDPIK) di Laut dan 
Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 

(Satu) Daerah Provinsi 

      0,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   

Diterbitkannya 

Rekomendasi Perizinan 
Berusaha Skala Mikro 
dan Kecil di Laut dan 

Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

Jumlah Rekomendasi 

Perizinan Berusaha 
Skala Mikro dan Kecil di 
Laut dan Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 
1 (Satu) Daerah Provinsi 
(Rekomendasi) 

0 0 0,00 50 10.000.000,00 70 10.000.000,00 90 10.000.000,00 100 10.000.000,00   

Meningkatnya produksi 
perikanan budidaya 

Jumlah Produksi 
Perikanan Budidaya 
(Ton) 

39.898,00 42.508,16 7.631.555.904,00 45.289,06 8.243.395.364,00 48.251,89 5.609.346.865,00 
51.441,7

1 
5.278.564.865,00 

54.806,0
0 

10.243.395.364,00 

3.25.0.00.0.00.19.00
03 - Cabang Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan Lingga 

3.25.04.1.04 - Penerbitan 
Tanda Daftar bagi 
Pembudi Daya Ikan Kecil 

(TDPIK) di Laut dan Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota 
dalam 1 (Satu) Daerah 

Provinsi 

      0,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   

Meningkatnya jumlah 
pembudi daya ikan kecil 
yang terdaftar melalui 
penerbitan TDPIK di laut 

dan lintas daerah. 

Jumlah Rekomendasi 

Perizinan Berusaha 
Skala Mikro dan Kecil di 
Laut dan Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 

1 (Satu) Daerah Provinsi 
(Rekomendasi) 

0 0 0,00 50 10.000.000,00 70 10.000.000,00 90 10.000.000,00 100 10.000.000,00   

3.25.04.1.04.0002 - 
Penerbitan Tanda Daftar 
bagi Pembudi Daya Ikan 

Kecil (TDPIK) di Laut dan 
Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

      0,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   



IV-124 IV-124 
IV-124 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

Diterbitkannya 
Rekomendasi Perizinan 

Berusaha Skala Mikro 
dan Kecil di Laut dan 
Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 

(Satu) Daerah Provinsi 

Jumlah Rekomendasi 
Perizinan Berusaha 

Skala Mikro dan Kecil di 
Laut dan Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 
1 (Satu) Daerah Provinsi 

(Rekomendasi) 

0 0 0,00 50 10.000.000,00 70 10.000.000,00 90 10.000.000,00 100 10.000.000,00   

Meningkatnya produksi 

perikanan budidaya 

Jumlah Produksi 

Perikanan Budidaya 
(Ton) 

39.898 42.508,16 7.631.555.904,00 45.289,06 8.243.395.364,00 48.251,89 5.609.346.865,00 
51.441,7

1 
5.278.564.865,00 

54.806,0

0 
10.243.395.364,00 

3.25.0.00.0.00.19.00
04 - Cabang Dinas 

Kelautan dan 
Perikanan Karimun 

3.25.04.1.04 - Penerbitan 

Tanda Daftar bagi 
Pembudi Daya Ikan Kecil 
(TDPIK) di Laut dan Lintas 

Daerah Kabupaten/Kota 
dalam 1 (Satu) Daerah 
Provinsi 

      0,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   

Meningkatnya jumlah 
pembudi daya ikan kecil 

yang terdaftar melalui 
penerbitan TDPIK di laut 
dan lintas daerah. 

Jumlah Rekomendasi 
Perizinan Berusaha 
Skala Mikro dan Kecil di 

Laut dan Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 
1 (Satu) Daerah Provinsi 

(Rekomendasi) 

0 0 0,00 50 10.000.000,00 70 10.000.000,00 90 10.000.000,00 100 10.000.000,00   

3.25.04.1.04.0002 - 

Penerbitan Tanda Daftar 
bagi Pembudi Daya Ikan 
Kecil (TDPIK) di Laut dan 

Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

      0,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   

Diterbitkannya 
Rekomendasi Perizinan 
Berusaha Skala Mikro 

dan Kecil di Laut dan 
Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 

(Satu) Daerah Provinsi 

Jumlah Rekomendasi 
Perizinan Berusaha 
Skala Mikro dan Kecil di 

Laut dan Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 
1 (Satu) Daerah Provinsi 

(Rekomendasi) 

0 0 0,00 50 10.000.000,00 70 10.000.000,00 90 10.000.000,00 100 10.000.000,00   

Meningkatnya produksi 

perikanan budidaya 

Jumlah Produksi 
Perikanan Budidaya 

(Ton) 

39.898 42.508,16 7.631.555.904,00 45.289,06 8.243.395.364,00 48.251,89 5.609.346.865,00 
51.441,7

1 
5.278.564.865,00 

54.806,0

0 
10.243.395.364,00 

3.25.0.00.0.00.19.00
05 - Cabang Dinas 

Kelautan dan 
Perikanan Batam 

3.25.04.1.04 - Penerbitan 

Tanda Daftar bagi 
Pembudi Daya Ikan Kecil 
(TDPIK) di Laut dan Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota 

dalam 1 (Satu) Daerah 
Provinsi 

      0,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   

Meningkatnya jumlah 
pembudi daya ikan kecil 

yang terdaftar melalui 
penerbitan TDPIK di laut 
dan lintas daerah. 

Jumlah Rekomendasi 
Perizinan Berusaha 
Skala Mikro dan Kecil di 

Laut dan Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 
1 (Satu) Daerah Provinsi 
(Rekomendasi) 

0 0 0,00 50 10.000.000,00 70 10.000.000,00 90 10.000.000,00 100 10.000.000,00   



IV-125 IV-125 
IV-125 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

3.25.04.1.04.0002 - 
Penerbitan Tanda Daftar 

bagi Pembudi Daya Ikan 
Kecil (TDPIK) di Laut dan 
Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 

(Satu) Daerah Provinsi 

      0,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   

Diterbitkannya 

Rekomendasi Perizinan 
Berusaha Skala Mikro 
dan Kecil di Laut dan 

Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

Jumlah Rekomendasi 

Perizinan Berusaha 
Skala Mikro dan Kecil di 
Laut dan Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 
1 (Satu) Daerah Provinsi 
(Rekomendasi) 

0 0 0,00 50 10.000.000,00 70 10.000.000,00 90 10.000.000,00 100 10.000.000,00   

Meningkatnya produksi 
perikanan budidaya 

Jumlah Produksi 
Perikanan Budidaya 
(Ton) 

39.898 42.508,16 7.631.555.904,00 45.289,06 8.243.395.364,00 48.251,89 5.609.346.865,00 
51.441,7

1 
5.278.564.865,00 

54.806,0
0 

10.243.395.364,00 
3.25.0.00.0.00.19.00
08 - UPTD Balai 
Benih Ikan 

3.25.04.1.05 - 
Pengelolaan 
Pembudidayaan Ikan di 

Laut 

      150.000.000,00   2.075.361.250,00   1.153.361.250,00   1.215.361.250,00   1.415.361.250,00   

Meningkatnya produksi 

dan kualitas hasil 
budidaya ikan di laut 
melalui pengelolaan yang 
berkelanjutan dan 

berbasis teknologi 

Jumlah Sarana 
Pembudidayaan Ikan di 
Laut (Unit) 

5 0 150.000.000,00 4 2.075.361.250,00 4 1.153.361.250,00 4 1.215.361.250,00 4 1.415.361.250,00   

  

Jumlah Prasarana 

Pembudidayaan Ikan di 
Laut (Unit) 

7 4   3   5   5   5     

3.25.04.1.05.0002 - 
Penyediaan Prasarana 
Pembudidayaan Ikan di 

Laut  

      150.000.000,00   275.361.250,00   353.361.250,00   415.361.250,00   415.361.250,00   

Tersedianya Prasarana 

Pembudidayaan Ikan di 
Laut 

Jumlah Prasarana 

Pembudidayaan Ikan di 
Laut (Unit) 

7 4 150.000.000,00 3 275.361.250,00 5 353.361.250,00 5 415.361.250,00 5 415.361.250,00   

3.25.04.1.05.0004 - 
Penjaminan Ketersediaan 
Sarana Pembudidayaan 

Ikan di Laut 

      0,00   1.800.000.000,00   800.000.000,00   800.000.000,00   1.000.000.000,00   

Terjaminnya Ketersediaan 

Sarana Pembudidayaan 
Ikan di Laut 

Jumlah Sarana 

Pembudidayaan Ikan di 
Laut (Unit) 

5 0 0,00 4 1.800.000.000,00 4 800.000.000,00 4 800.000.000,00 4 1.000.000.000,00   

3.25.05 - PROGRAM 
PENGAWASAN SUMBER 
DAYA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 

      910.000.000,00   1.569.560.000,00   1.600.000.000,00   1.610.000.000,00   1.700.000.000,00   

Meningkatnya 

kepatuhan,kelestarian 
laut dan keanekaragaman 
hayati 

Kepatuhan pelaku 
usaha kelautan dan 
perikanan (%) 

95 90 910.000.000,00 90 1.569.560.000,00 90 1.600.000.000,00 90 1.610.000.000,00 90 1.700.000.000,00 
3.25.0.00.0.00.19.00
00 - Dinas Kelautan 
dan Perikanan 

3.25.05.1.01 - 
Pengawasan Sumber Daya 

Kelautan dan Perikanan 
sampai dengan 12 Mil 

      330.000.000,00   650.000.000,00   650.000.000,00   650.000.000,00   740.000.000,00   



IV-126 IV-126 
IV-126 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

Meningkatnya efektivitas 
pengawasan sumber daya 

kelautan dan perikanan 
hingga 12 mil untuk 
menjamin keberlanjutan 
ekosistem laut dan 

penegakan hukum 
terhadap pelanggaran 

Jumlah POKMASWAS 
yang ditumbuhkan, dan 
dikembangkan 
(Kelompok Masyarakat) 

0 54 330.000.000,00 54 650.000.000,00 54 650.000.000,00 54 650.000.000,00 54 740.000.000,00   

  

Jumlah pelaku Usaha 
pembudidayaan ikan di 
Laut sampai dengan 12 

Mil yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

0 10   15   15   15   15     

  

Jumlah Pelaku usaha 
pemanfaatan sumber 

daya kelautan yang 
diperiksa kepatuhannya 
sesuai kewenangan 

provinsi (Pelaku Usaha) 

0 10   15   20   20   20     

  

Jumlah hari operasi 

Kapal Pengawas 
Kelautan dan  Perikanan 
(Hari Operasi) 

12 20   30   30   30   30     

  

Jumlah pelaku usaha 
penangkapan ikan 

dan/atau usaha 
pengangkutan ikan 
sampai dengan 12 mil  
yang diperiksa 

kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

0 20   35   35   35   35     

3.25.05.1.01.0010 - 
Operasi Kapal Pengawas 

Kelautan dan Perikanan 

      210.000.000,00   400.000.000,00   300.000.000,00   300.000.000,00   390.000.000,00   

Operasi Kapal Pengawas 
Kelautan dan Perikanan 

Jumlah hari operasi 

Kapal Pengawas 
Kelautan dan  Perikanan 
(Hari Operasi) 

12 20 210.000.000,00 30 400.000.000,00 30 300.000.000,00 30 300.000.000,00 30 390.000.000,00   

3.25.05.1.01.0013 - 
Pengawasan Usaha 

Pembudidayaan Ikan di 
Laut sampai dengan 12 
Mil sesuai kewenangan 
provinsi 

      30.000.000,00   75.000.000,00   75.000.000,00   75.000.000,00   75.000.000,00   

Usaha Pembudidayaan 

Ikan di Laut sampai 
dengan 12 Mil sesuai 
kewenangan provinsi yang 

diawasi 

Jumlah pelaku Usaha 
pembudidayaan ikan di 

Laut sampai dengan 12 
Mil yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 

kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

0 10 30.000.000,00 15 75.000.000,00 15 75.000.000,00 15 75.000.000,00 15 75.000.000,00   

3.25.05.1.01.0014 - 
Pengawasan Usaha 
penangkapan ikan 
dan/atau usaha 

pengangkutan ikan  

      30.000.000,00   75.000.000,00   75.000.000,00   75.000.000,00   75.000.000,00   



IV-127 IV-127 
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Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

sampai dengan 12 Mil 
sesuai kewenangan 

provinsi 

Usaha penangkapan ikan 

dan/atau usaha 
pengangkutan ikan 
sampai dengan 12 Mil 

sesuai kewenangan 
provinsi yang diawasi 

Jumlah pelaku usaha 
penangkapan ikan 

dan/atau usaha 
pengangkutan ikan 
sampai dengan 12 mil  
yang diperiksa 

kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

0 20 30.000.000,00 35 75.000.000,00 35 75.000.000,00 35 75.000.000,00 35 75.000.000,00   

3.25.05.1.01.0016 - 
Pengawasan usaha 

pemanfaatan sumber 
daya kelautan 
kewenangan provinsi 

      30.000.000,00   50.000.000,00   80.000.000,00   80.000.000,00   80.000.000,00   

Pelaku usaha 
pemanfaatan sumber 
daya kelautan yang 

diperiksa kepatuhannya 
sesuai kewenangan 
provinsi 

Jumlah Pelaku usaha 
pemanfaatan sumber 
daya kelautan yang 

diperiksa kepatuhannya 
sesuai kewenangan 
provinsi (Pelaku Usaha) 

0 10 30.000.000,00 15 50.000.000,00 20 80.000.000,00 20 80.000.000,00 20 80.000.000,00   

3.25.05.1.01.0017 - 
Penumbuhan dan 

Pengembangan Kelompok 
Masyarakat Pengawas 
(POKMASWAS) 

      30.000.000,00   50.000.000,00   120.000.000,00   120.000.000,00   120.000.000,00   

Kelompok Masyarakat 
Pengawas (POKMASWAS) 

yang ditumbuhkan, dan 
dikembangkan 

Jumlah POKMASWAS 
yang ditumbuhkan, dan 

dikembangkan 
(Kelompok Masyarakat) 

0 54 30.000.000,00 54 50.000.000,00 54 120.000.000,00 54 120.000.000,00 54 120.000.000,00   

3.25.05.1.02 - 
Pengawasan Sumber Daya 
Perikanan di Wilayah 
Sungai, Danau, Waduk, 

Rawa, dan Genangan Air 
Lainnya yang Dapat 
Diusahakan Lintas 

Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

      20.000.000,00   50.000.000,00   50.000.000,00   50.000.000,00   50.000.000,00   

Meningkatnya kepatuhan 
pelaku usaha pemasaran 
dan pengolahan hasil 
perikanan sesuai dengan 

standar mutu dan 
peraturan perundang-
undangan di tingkat 

provinsi 

Jumlah pelaku Usaha 
Pemasaran hasil 
perikanan dan/atau 
usaha Pengolahan Hasil 

Perikanan yang 
diperiksa kepatuhannya 
sesuai kewenangan 

provinsi (Pelaku Usaha) 

0 10 20.000.000,00 20 50.000.000,00 20 50.000.000,00 20 50.000.000,00 20 50.000.000,00   

3.25.05.1.02.0004 - 

Pengawasan Usaha 
Pemasaran hasil 
perikanan dan/atau 

usaha Pengolahan Hasil 
Perikanan sesuai 
kewenangan provinsi 

      20.000.000,00   50.000.000,00   50.000.000,00   50.000.000,00   50.000.000,00   



IV-128 IV-128 
IV-128 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

Usaha Pemasaran hasil 

perikanan dan/atau 
usaha Pengolahan Hasil 
Perikanan sesuai 
kewenangan provinsi yang 

diawasi 

Jumlah pelaku Usaha 
Pemasaran hasil 

perikanan dan/atau 
usaha Pengolahan Hasil 
Perikanan yang 
diperiksa kepatuhannya 

sesuai kewenangan 
provinsi (Pelaku Usaha) 

0 10 20.000.000,00 20 50.000.000,00 20 50.000.000,00 20 50.000.000,00 20 50.000.000,00   

Meningkatnya 

kepatuhan,kelestarian 
laut dan keanekaragaman 
hayati 

Tingkat Kepatuhan 
Pelaku Usaha Kelautan 
dan Perikanan (%) 

95 90 910.000.000,00 90 1.569.560.000,00 90 1.600.000.000,00 90 1.610.000.000,00 90 1.700.000.000,00 

3.25.0.00.0.00.19.00

01 - Cabang Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan Anambas 

3.25.05.1.01 - 
Pengawasan Sumber Daya 
Kelautan dan Perikanan 

sampai dengan 12 Mil 

      115.000.000,00   130.000.000,00   135.000.000,00   140.000.000,00   140.000.000,00   

Meningkatnya efektivitas 

pengawasan sumber daya 
kelautan dan perikanan 
hingga 12 mil untuk 
menjamin keberlanjutan 

ekosistem laut dan 
penegakan hukum 
terhadap pelanggaran 

Jumlah POKMASWAS 
yang ditumbuhkan, dan 
dikembangkan 

(Kelompok Masyarakat) 

0 4 115.000.000,00 3 130.000.000,00 3 135.000.000,00 3 140.000.000,00 3 140.000.000,00   

  

Jumlah pelaku usaha 
penangkapan ikan 

dan/atau usaha 
pengangkutan ikan 
sampai dengan 12 mil  

yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

0 0   15   15   15   15     

  

Jumlah pelaku Usaha 
pembudidayaan ikan di 

Laut sampai dengan 12 
Mil yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 

kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

0 0   5   5   5   5     

  

Jumlah Pelaku usaha 
pemanfaatan sumber 
daya kelautan yang 
diperiksa kepatuhannya 

sesuai kewenangan 
provinsi (Pelaku Usaha) 

0 0   5   5   5   5     

  

Jumlah hari operasi 
Kapal Pengawas 
Kelautan dan  Perikanan 

(Hari Operasi) 

0 6   10   15   15   15     

3.25.05.1.01.0010 - 

Operasi Kapal Pengawas 
Kelautan dan Perikanan 

      80.000.000,00   100.000.000,00   90.000.000,00   90.000.000,00   90.000.000,00   

Operasi Kapal Pengawas 
Kelautan dan Perikanan 

Jumlah hari operasi 
Kapal Pengawas 
Kelautan dan  Perikanan 

(Hari Operasi) 

0 6 80.000.000,00 10 100.000.000,00 15 90.000.000,00 15 90.000.000,00 15 90.000.000,00   



IV-129 IV-129 
IV-129 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

3.25.05.1.01.0013 - 
Pengawasan Usaha 

Pembudidayaan Ikan di 
Laut sampai dengan 12 
Mil sesuai kewenangan 
provinsi 

      0,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   

Usaha Pembudidayaan 

Ikan di Laut sampai 
dengan 12 Mil sesuai 
kewenangan provinsi yang 

diawasi 

Jumlah pelaku Usaha 
pembudidayaan ikan di 

Laut sampai dengan 12 
Mil yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 

kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

0 0 0,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00   

3.25.05.1.01.0014 - 
Pengawasan Usaha 
penangkapan ikan 
dan/atau usaha 

pengangkutan ikan  
sampai dengan 12 Mil 
sesuai kewenangan 

provinsi 

      0,00   5.000.000,00   20.000.000,00   25.000.000,00   25.000.000,00   

Usaha penangkapan ikan 
dan/atau usaha 
pengangkutan ikan 

sampai dengan 12 Mil 
sesuai kewenangan 
provinsi yang diawasi 

Jumlah pelaku usaha 

penangkapan ikan 
dan/atau usaha 
pengangkutan ikan 

sampai dengan 12 mil  
yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 

(Pelaku Usaha) 

0 0 0,00 15 5.000.000,00 15 20.000.000,00 15 25.000.000,00 15 25.000.000,00   

3.25.05.1.01.0016 - 

Pengawasan usaha 
pemanfaatan sumber 
daya kelautan 

kewenangan provinsi 

      0,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   

Pelaku usaha 

pemanfaatan sumber 
daya kelautan yang 
diperiksa kepatuhannya 
sesuai kewenangan 

provinsi 

Jumlah Pelaku usaha 

pemanfaatan sumber 
daya kelautan yang 
diperiksa kepatuhannya 
sesuai kewenangan 

provinsi (Pelaku Usaha) 

0 0 0,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00   

3.25.05.1.01.0017 - 

Penumbuhan dan 
Pengembangan Kelompok 
Masyarakat Pengawas 

(POKMASWAS) 

      35.000.000,00   5.000.000,00   5.000.000,00   5.000.000,00   5.000.000,00   

Kelompok Masyarakat 

Pengawas (POKMASWAS) 
yang ditumbuhkan, dan 
dikembangkan 

Jumlah POKMASWAS 

yang ditumbuhkan, dan 
dikembangkan 
(Kelompok Masyarakat) 

0 4 35.000.000,00 3 5.000.000,00 3 5.000.000,00 3 5.000.000,00 3 5.000.000,00   

3.25.05.1.02 - 
Pengawasan Sumber Daya 

Perikanan di Wilayah 
Sungai, Danau, Waduk, 
Rawa, dan Genangan Air 
Lainnya yang Dapat 

Diusahakan Lintas 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

      0,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   



IV-130 IV-130 
IV-130 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

Meningkatnya kepatuhan 
pelaku usaha pemasaran 

dan pengolahan hasil 
perikanan sesuai dengan 
standar mutu dan 
peraturan perundang-

undangan di tingkat 
provinsi 

Jumlah pelaku Usaha 
Pemasaran hasil 

perikanan dan/atau 
usaha Pengolahan Hasil 
Perikanan yang 
diperiksa kepatuhannya 

sesuai kewenangan 
provinsi (Pelaku Usaha) 

0 0 0,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00   

3.25.05.1.02.0004 - 
Pengawasan Usaha 
Pemasaran hasil 

perikanan dan/atau 
usaha Pengolahan Hasil 
Perikanan sesuai 
kewenangan provinsi 

      0,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   

Usaha Pemasaran hasil 

perikanan dan/atau 
usaha Pengolahan Hasil 
Perikanan sesuai 

kewenangan provinsi yang 
diawasi 

Jumlah pelaku Usaha 
Pemasaran hasil 

perikanan dan/atau 
usaha Pengolahan Hasil 
Perikanan yang 

diperiksa kepatuhannya 
sesuai kewenangan 
provinsi (Pelaku Usaha) 

0 0 0,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00   

Meningkatnya 
kepatuhan,kelestarian 
laut dan keanekaragaman 
hayati 

Tingkat Kepatuhan 
Pelaku Usaha Kelautan 
dan Perikanan (%) 

95 90 910.000.000,00 90 1.569.560.000,00 90 1.600.000.000,00 90 1.610.000.000,00 90 1.700.000.000,00 

3.25.0.00.0.00.19.00
02 - Cabang Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan Natuna 

3.25.05.1.01 - 
Pengawasan Sumber Daya 

Kelautan dan Perikanan 
sampai dengan 12 Mil 

      150.000.000,00   145.000.000,00   155.000.000,00   160.000.000,00   160.000.000,00   

Meningkatnya efektivitas 
pengawasan sumber daya 
kelautan dan perikanan 

hingga 12 mil untuk 
menjamin keberlanjutan 
ekosistem laut dan 
penegakan hukum 

terhadap pelanggaran 

Jumlah pelaku usaha 
penangkapan ikan 
dan/atau usaha 
pengangkutan ikan 

sampai dengan 12 mil  
yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 

kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

0 12 150.000.000,00 15 145.000.000,00 15 155.000.000,00 15 160.000.000,00 15 160.000.000,00   

  

Jumlah POKMASWAS 
yang ditumbuhkan, dan 
dikembangkan 
(Kelompok Masyarakat) 

0 11   16   16   16   16     

  

Jumlah pelaku Usaha 
pembudidayaan ikan di 

Laut sampai dengan 12 
Mil yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 

kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

0 0   5   5   5   5     

  

Jumlah Pelaku usaha 
pemanfaatan sumber 
daya kelautan yang 

diperiksa kepatuhannya 
sesuai kewenangan 
provinsi (Pelaku Usaha) 

0 0   5   5   5   5     



IV-131 IV-131 
IV-131 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

  

Jumlah hari operasi 
Kapal Pengawas 

Kelautan dan  Perikanan 
(Hari Operasi) 

0 3   3   15   15   15     

3.25.05.1.01.0010 - 
Operasi Kapal Pengawas 
Kelautan dan Perikanan 

      40.000.000,00   100.000.000,00   90.000.000,00   90.000.000,00   90.000.000,00   

Operasi Kapal Pengawas 

Kelautan dan Perikanan 

Jumlah hari operasi 
Kapal Pengawas 

Kelautan dan  Perikanan 
(Hari Operasi) 

0 3 40.000.000,00 3 100.000.000,00 15 90.000.000,00 15 90.000.000,00 15 90.000.000,00   

3.25.05.1.01.0013 - 
Pengawasan Usaha 
Pembudidayaan Ikan di 
Laut sampai dengan 12 

Mil sesuai kewenangan 
provinsi 

      0,00   5.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   

Usaha Pembudidayaan 
Ikan di Laut sampai 

dengan 12 Mil sesuai 
kewenangan provinsi yang 
diawasi 

Jumlah pelaku Usaha 
pembudidayaan ikan di 
Laut sampai dengan 12 

Mil yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

0 0 0,00 5 5.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00   

3.25.05.1.01.0014 - 

Pengawasan Usaha 
penangkapan ikan 
dan/atau usaha 
pengangkutan ikan  

sampai dengan 12 Mil 
sesuai kewenangan 
provinsi 

      5.000.000,00   10.000.000,00   25.000.000,00   30.000.000,00   30.000.000,00   

Usaha penangkapan ikan 

dan/atau usaha 
pengangkutan ikan 
sampai dengan 12 Mil 

sesuai kewenangan 
provinsi yang diawasi 

Jumlah pelaku usaha 
penangkapan ikan 

dan/atau usaha 
pengangkutan ikan 
sampai dengan 12 mil  
yang diperiksa 

kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

0 12 5.000.000,00 15 10.000.000,00 15 25.000.000,00 15 30.000.000,00 15 30.000.000,00   

3.25.05.1.01.0016 - 
Pengawasan usaha 

pemanfaatan sumber 
daya kelautan 
kewenangan provinsi 

      0,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   

Pelaku usaha 
pemanfaatan sumber 
daya kelautan yang 

diperiksa kepatuhannya 
sesuai kewenangan 
provinsi 

Jumlah Pelaku usaha 
pemanfaatan sumber 
daya kelautan yang 

diperiksa kepatuhannya 
sesuai kewenangan 
provinsi (Pelaku Usaha) 

0 0 0,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00   

3.25.05.1.01.0017 - 
Penumbuhan dan 

Pengembangan Kelompok 
Masyarakat Pengawas 
(POKMASWAS) 

      105.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   



IV-132 IV-132 
IV-132 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

Kelompok Masyarakat 
Pengawas (POKMASWAS) 

yang ditumbuhkan, dan 
dikembangkan 

Jumlah POKMASWAS 
yang ditumbuhkan, dan 

dikembangkan 
(Kelompok Masyarakat) 

0 11 105.000.000,00 16 20.000.000,00 16 20.000.000,00 16 20.000.000,00 16 20.000.000,00   

3.25.05.1.02 - 
Pengawasan Sumber Daya 
Perikanan di Wilayah 
Sungai, Danau, Waduk, 

Rawa, dan Genangan Air 
Lainnya yang Dapat 
Diusahakan Lintas 

Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

      0,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   

Meningkatnya kepatuhan 
pelaku usaha pemasaran 
dan pengolahan hasil 
perikanan sesuai dengan 

standar mutu dan 
peraturan perundang-
undangan di tingkat 

provinsi 

Jumlah pelaku Usaha 
Pemasaran hasil 
perikanan dan/atau 
usaha Pengolahan Hasil 

Perikanan yang 
diperiksa kepatuhannya 
sesuai kewenangan 

provinsi (Pelaku Usaha) 

0 0 0,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00   

3.25.05.1.02.0004 - 

Pengawasan Usaha 
Pemasaran hasil 
perikanan dan/atau 

usaha Pengolahan Hasil 
Perikanan sesuai 
kewenangan provinsi 

      0,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   

Usaha Pemasaran hasil 
perikanan dan/atau 

usaha Pengolahan Hasil 
Perikanan sesuai 
kewenangan provinsi yang 

diawasi 

Jumlah pelaku Usaha 
Pemasaran hasil 
perikanan dan/atau 

usaha Pengolahan Hasil 
Perikanan yang 
diperiksa kepatuhannya 

sesuai kewenangan 
provinsi (Pelaku Usaha) 

0 0 0,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00   

Meningkatnya 

kepatuhan,kelestarian 
laut dan keanekaragaman 
hayati 

Tingkat Kepatuhan 

Pelaku Usaha Kelautan 
dan Perikanan (%) 

95 90 910.000.000,00 90 1.569.560.000,00 90 1.600.000.000,00 90 1.610.000.000,00 90 1.700.000.000,00 

3.25.0.00.0.00.19.00

03 - Cabang Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan Lingga 

3.25.05.1.01 - 
Pengawasan Sumber Daya 
Kelautan dan Perikanan 
sampai dengan 12 Mil 

      80.000.000,00   150.000.000,00   150.000.000,00   150.000.000,00   150.000.000,00   

Meningkatnya efektivitas 
pengawasan sumber daya 

kelautan dan perikanan 
hingga 12 mil untuk 
menjamin keberlanjutan 

ekosistem laut dan 
penegakan hukum 
terhadap pelanggaran 

Jumlah Pelaku usaha 

pemanfaatan sumber 
daya kelautan yang 
diperiksa kepatuhannya 

sesuai kewenangan 
provinsi (Pelaku Usaha) 

0 0 80.000.000,00 5 150.000.000,00 5 150.000.000,00 5 150.000.000,00 5 150.000.000,00   

  

Jumlah hari operasi 
Kapal Pengawas 

Kelautan dan  Perikanan 
(Hari Operasi) 

0 0   10   10   10   10     



IV-133 IV-133 
IV-133 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

  

Jumlah POKMASWAS 
yang ditumbuhkan, dan 

dikembangkan 
(Kelompok Masyarakat) 

0 6   6   6   6   6     

  

Jumlah pelaku usaha 
penangkapan ikan 
dan/atau usaha 
pengangkutan ikan 

sampai dengan 12 mil  
yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 

kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

0 25   15   15   15   15     

  

Jumlah pelaku Usaha 
pembudidayaan ikan di 
Laut sampai dengan 12 
Mil yang diperiksa 

kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

0 0   5   5   5   5     

3.25.05.1.01.0010 - 
Operasi Kapal Pengawas 

Kelautan dan Perikanan 

      0,00   110.000.000,00   90.000.000,00   90.000.000,00   90.000.000,00   

Operasi Kapal Pengawas 
Kelautan dan Perikanan 

Jumlah hari operasi 

Kapal Pengawas 
Kelautan dan  Perikanan 
(Hari Operasi) 

0 0 0,00 10 110.000.000,00 10 90.000.000,00 10 90.000.000,00 10 90.000.000,00   

3.25.05.1.01.0013 - 
Pengawasan Usaha 

Pembudidayaan Ikan di 
Laut sampai dengan 12 
Mil sesuai kewenangan 
provinsi 

      0,00   5.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   

Usaha Pembudidayaan 
Ikan di Laut sampai 
dengan 12 Mil sesuai 
kewenangan provinsi yang 

diawasi 

Jumlah pelaku Usaha 

pembudidayaan ikan di 
Laut sampai dengan 12 
Mil yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 

kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

0 0 0,00 5 5.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00   

3.25.05.1.01.0014 - 
Pengawasan Usaha 
penangkapan ikan 

dan/atau usaha 
pengangkutan ikan  
sampai dengan 12 Mil 
sesuai kewenangan 

provinsi 

      50.000.000,00   10.000.000,00   25.000.000,00   25.000.000,00   25.000.000,00   

Usaha penangkapan ikan 
dan/atau usaha 
pengangkutan ikan 

sampai dengan 12 Mil 
sesuai kewenangan 
provinsi yang diawasi 

Jumlah pelaku usaha 

penangkapan ikan 
dan/atau usaha 
pengangkutan ikan 

sampai dengan 12 mil  
yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 

(Pelaku Usaha) 

0 25 50.000.000,00 15 10.000.000,00 15 25.000.000,00 15 25.000.000,00 15 25.000.000,00   



IV-134 IV-134 
IV-134 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

3.25.05.1.01.0016 - 
Pengawasan usaha 

pemanfaatan sumber 
daya kelautan 
kewenangan provinsi 

      0,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   

Pelaku usaha 
pemanfaatan sumber 
daya kelautan yang 

diperiksa kepatuhannya 
sesuai kewenangan 
provinsi 

Jumlah Pelaku usaha 
pemanfaatan sumber 
daya kelautan yang 

diperiksa kepatuhannya 
sesuai kewenangan 
provinsi (Pelaku Usaha) 

0 0 0,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00   

3.25.05.1.01.0017 - 
Penumbuhan dan 

Pengembangan Kelompok 
Masyarakat Pengawas 
(POKMASWAS) 

      30.000.000,00   15.000.000,00   15.000.000,00   15.000.000,00   15.000.000,00   

Kelompok Masyarakat 
Pengawas (POKMASWAS) 

yang ditumbuhkan, dan 
dikembangkan 

Jumlah POKMASWAS 
yang ditumbuhkan, dan 

dikembangkan 
(Kelompok Masyarakat) 

0 6 30.000.000,00 6 15.000.000,00 6 15.000.000,00 6 15.000.000,00 6 15.000.000,00   

3.25.05.1.02 - 
Pengawasan Sumber Daya 
Perikanan di Wilayah 
Sungai, Danau, Waduk, 

Rawa, dan Genangan Air 
Lainnya yang Dapat 
Diusahakan Lintas 

Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

      0,00   9.560.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   

Meningkatnya kepatuhan 
pelaku usaha pemasaran 
dan pengolahan hasil 
perikanan sesuai dengan 

standar mutu dan 
peraturan perundang-
undangan di tingkat 

provinsi 

Jumlah pelaku Usaha 
Pemasaran hasil 
perikanan dan/atau 
usaha Pengolahan Hasil 

Perikanan yang 
diperiksa kepatuhannya 
sesuai kewenangan 

provinsi (Pelaku Usaha) 

0 0 0,00 5 9.560.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00   

3.25.05.1.02.0004 - 

Pengawasan Usaha 
Pemasaran hasil 
perikanan dan/atau 
usaha Pengolahan Hasil 

Perikanan sesuai 
kewenangan provinsi 

      0,00   9.560.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   

Usaha Pemasaran hasil 
perikanan dan/atau 

usaha Pengolahan Hasil 
Perikanan sesuai 
kewenangan provinsi yang 

diawasi 

Jumlah pelaku Usaha 
Pemasaran hasil 
perikanan dan/atau 

usaha Pengolahan Hasil 
Perikanan yang 
diperiksa kepatuhannya 

sesuai kewenangan 
provinsi (Pelaku Usaha) 

0 0 0,00 5 9.560.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00   

Meningkatnya 

kepatuhan,kelestarian 
laut dan keanekaragaman 
hayati 

Tingkat Kepatuhan 

Pelaku Usaha Kelautan 
dan Perikanan (%) 

95 90 910.000.000,00 90 1.569.560.000,00 90 1.600.000.000,00 90 1.610.000.000,00 90 1.700.000.000,00 

3.25.0.00.0.00.19.00

04 - Cabang Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan Karimun 



IV-135 IV-135 
IV-135 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

3.25.05.1.01 - 
Pengawasan Sumber Daya 

Kelautan dan Perikanan 
sampai dengan 12 Mil 

      115.000.000,00   200.000.000,00   205.000.000,00   205.000.000,00   205.000.000,00   

Meningkatnya efektivitas 
pengawasan sumber daya 
kelautan dan perikanan 

hingga 12 mil untuk 
menjamin keberlanjutan 
ekosistem laut dan 
penegakan hukum 

terhadap pelanggaran 

Jumlah pelaku usaha 
penangkapan ikan 
dan/atau usaha 
pengangkutan ikan 

sampai dengan 12 mil  
yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 

kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

0 15 115.000.000,00 15 200.000.000,00 15 205.000.000,00 15 205.000.000,00 15 205.000.000,00   

  

Jumlah POKMASWAS 
yang ditumbuhkan, dan 
dikembangkan 
(Kelompok Masyarakat) 

0 0   19   19   19   19     

  

Jumlah pelaku Usaha 

pembudidayaan ikan di 
Laut sampai dengan 12 
Mil yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 

kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

0 0   5   5   5   5     

  

Jumlah Pelaku usaha 
pemanfaatan sumber 
daya kelautan yang 

diperiksa kepatuhannya 
sesuai kewenangan 
provinsi (Pelaku Usaha) 

0 0   5   7   7   7     

  

Jumlah hari operasi 
Kapal Pengawas 
Kelautan dan  Perikanan 

(Hari Operasi) 

0 0   10   15   15   15     

3.25.05.1.01.0010 - 
Operasi Kapal Pengawas 
Kelautan dan Perikanan 

      0,00   110.000.000,00   90.000.000,00   90.000.000,00   90.000.000,00   

Operasi Kapal Pengawas 
Kelautan dan Perikanan 

Jumlah hari operasi 
Kapal Pengawas 
Kelautan dan  Perikanan 

(Hari Operasi) 

0 0 0,00 10 110.000.000,00 15 90.000.000,00 15 90.000.000,00 15 90.000.000,00   

3.25.05.1.01.0013 - 

Pengawasan Usaha 
Pembudidayaan Ikan di 
Laut sampai dengan 12 

Mil sesuai kewenangan 
provinsi 

      0,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   

Usaha Pembudidayaan 
Ikan di Laut sampai 

dengan 12 Mil sesuai 
kewenangan provinsi yang 
diawasi 

Jumlah pelaku Usaha 
pembudidayaan ikan di 
Laut sampai dengan 12 

Mil yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

0 0 0,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00   

3.25.05.1.01.0014 - 
Pengawasan Usaha 

penangkapan ikan 
dan/atau usaha 
pengangkutan ikan  

      115.000.000,00   20.000.000,00   30.000.000,00   30.000.000,00   30.000.000,00   



IV-136 IV-136 
IV-136 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

sampai dengan 12 Mil 
sesuai kewenangan 

provinsi 

Usaha penangkapan ikan 

dan/atau usaha 
pengangkutan ikan 
sampai dengan 12 Mil 

sesuai kewenangan 
provinsi yang diawasi 

Jumlah pelaku usaha 
penangkapan ikan 

dan/atau usaha 
pengangkutan ikan 
sampai dengan 12 mil  
yang diperiksa 

kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

0 15 115.000.000,00 15 20.000.000,00 15 30.000.000,00 15 30.000.000,00 15 30.000.000,00   

3.25.05.1.01.0016 - 
Pengawasan usaha 

pemanfaatan sumber 
daya kelautan 
kewenangan provinsi 

      0,00   10.000.000,00   25.000.000,00   25.000.000,00   25.000.000,00   

Pelaku usaha 
pemanfaatan sumber 
daya kelautan yang 

diperiksa kepatuhannya 
sesuai kewenangan 
provinsi 

Jumlah Pelaku usaha 
pemanfaatan sumber 
daya kelautan yang 

diperiksa kepatuhannya 
sesuai kewenangan 
provinsi (Pelaku Usaha) 

0 0 0,00 5 10.000.000,00 7 25.000.000,00 7 25.000.000,00 7 25.000.000,00   

3.25.05.1.01.0017 - 
Penumbuhan dan 

Pengembangan Kelompok 
Masyarakat Pengawas 
(POKMASWAS) 

      0,00   50.000.000,00   50.000.000,00   50.000.000,00   50.000.000,00   

Kelompok Masyarakat 
Pengawas (POKMASWAS) 

yang ditumbuhkan, dan 
dikembangkan 

Jumlah POKMASWAS 
yang ditumbuhkan, dan 

dikembangkan 
(Kelompok Masyarakat) 

0 0 0,00 19 50.000.000,00 19 50.000.000,00 19 50.000.000,00 19 50.000.000,00   

3.25.05.1.02 - 
Pengawasan Sumber Daya 
Perikanan di Wilayah 
Sungai, Danau, Waduk, 

Rawa, dan Genangan Air 
Lainnya yang Dapat 
Diusahakan Lintas 

Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

      0,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   

Meningkatnya kepatuhan 
pelaku usaha pemasaran 
dan pengolahan hasil 
perikanan sesuai dengan 

standar mutu dan 
peraturan perundang-
undangan di tingkat 

provinsi 

Jumlah pelaku Usaha 
Pemasaran hasil 
perikanan dan/atau 
usaha Pengolahan Hasil 

Perikanan yang 
diperiksa kepatuhannya 
sesuai kewenangan 

provinsi (Pelaku Usaha) 

0 0 0,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00   

3.25.05.1.02.0004 - 

Pengawasan Usaha 
Pemasaran hasil 
perikanan dan/atau 

usaha Pengolahan Hasil 
Perikanan sesuai 
kewenangan provinsi 

      0,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   



IV-137 IV-137 
IV-137 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

Usaha Pemasaran hasil 

perikanan dan/atau 
usaha Pengolahan Hasil 
Perikanan sesuai 
kewenangan provinsi yang 

diawasi 

Jumlah pelaku Usaha 
Pemasaran hasil 

perikanan dan/atau 
usaha Pengolahan Hasil 
Perikanan yang 
diperiksa kepatuhannya 

sesuai kewenangan 
provinsi (Pelaku Usaha) 

0 0 0,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00   

Meningkatnya 

kepatuhan,kelestarian 
laut dan keanekaragaman 
hayati 

Tingkat Kepatuhan 
Pelaku Usaha Kelautan 
dan Perikanan (%) 

95 90 910.000.000,00 90 1.569.560.000,00 90 1.600.000.000,00 90 1.610.000.000,00 90 1.700.000.000,00 

3.25.0.00.0.00.19.00

05 - Cabang Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan Batam 

3.25.05.1.01 - 
Pengawasan Sumber Daya 
Kelautan dan Perikanan 

sampai dengan 12 Mil 

      100.000.000,00   195.000.000,00   205.000.000,00   205.000.000,00   205.000.000,00   

Meningkatnya efektivitas 

pengawasan sumber daya 
kelautan dan perikanan 
hingga 12 mil untuk 
menjamin keberlanjutan 

ekosistem laut dan 
penegakan hukum 
terhadap pelanggaran 

Jumlah POKMASWAS 
yang ditumbuhkan, dan 
dikembangkan 

(Kelompok Masyarakat) 

0 11 100.000.000,00 11 195.000.000,00 11 205.000.000,00 11 205.000.000,00 11 205.000.000,00   

  

Jumlah hari operasi 
Kapal Pengawas 

Kelautan dan  Perikanan 
(Hari Operasi) 

0 4   10   15   15   15     

  

Jumlah Pelaku usaha 
pemanfaatan sumber 
daya kelautan yang 

diperiksa kepatuhannya 
sesuai kewenangan 
provinsi (Pelaku Usaha) 

0 0   5   5   5   5     

  

Jumlah pelaku Usaha 
pembudidayaan ikan di 
Laut sampai dengan 12 

Mil yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 

(Pelaku Usaha) 

0 0   5   5   5   5     

  

Jumlah pelaku usaha 

penangkapan ikan 
dan/atau usaha 
pengangkutan ikan 
sampai dengan 12 mil  

yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 

(Pelaku Usaha) 

0 30   15   15   15   15     

3.25.05.1.01.0010 - 

Operasi Kapal Pengawas 
Kelautan dan Perikanan 

      20.000.000,00   95.000.000,00   90.000.000,00   90.000.000,00   90.000.000,00   

Operasi Kapal Pengawas 
Kelautan dan Perikanan 

Jumlah hari operasi 
Kapal Pengawas 
Kelautan dan  Perikanan 

(Hari Operasi) 

0 4 20.000.000,00 10 95.000.000,00 15 90.000.000,00 15 90.000.000,00 15 90.000.000,00   



IV-138 IV-138 
IV-138 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

3.25.05.1.01.0013 - 
Pengawasan Usaha 

Pembudidayaan Ikan di 
Laut sampai dengan 12 
Mil sesuai kewenangan 
provinsi 

      0,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   

Usaha Pembudidayaan 

Ikan di Laut sampai 
dengan 12 Mil sesuai 
kewenangan provinsi yang 

diawasi 

Jumlah pelaku Usaha 
pembudidayaan ikan di 

Laut sampai dengan 12 
Mil yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 

kewenangan provinsi 
(Pelaku Usaha) 

0 0 0,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00   

3.25.05.1.01.0014 - 
Pengawasan Usaha 
penangkapan ikan 
dan/atau usaha 

pengangkutan ikan  
sampai dengan 12 Mil 
sesuai kewenangan 

provinsi 

      40.000.000,00   20.000.000,00   30.000.000,00   30.000.000,00   30.000.000,00   

Usaha penangkapan ikan 
dan/atau usaha 
pengangkutan ikan 

sampai dengan 12 Mil 
sesuai kewenangan 
provinsi yang diawasi 

Jumlah pelaku usaha 

penangkapan ikan 
dan/atau usaha 
pengangkutan ikan 

sampai dengan 12 mil  
yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 
kewenangan provinsi 

(Pelaku Usaha) 

0 30 40.000.000,00 15 20.000.000,00 15 30.000.000,00 15 30.000.000,00 15 30.000.000,00   

3.25.05.1.01.0016 - 

Pengawasan usaha 
pemanfaatan sumber 
daya kelautan 

kewenangan provinsi 

      0,00   20.000.000,00   25.000.000,00   25.000.000,00   25.000.000,00   

Pelaku usaha 

pemanfaatan sumber 
daya kelautan yang 
diperiksa kepatuhannya 
sesuai kewenangan 

provinsi 

Jumlah Pelaku usaha 

pemanfaatan sumber 
daya kelautan yang 
diperiksa kepatuhannya 
sesuai kewenangan 

provinsi (Pelaku Usaha) 

0 0 0,00 5 20.000.000,00 5 25.000.000,00 5 25.000.000,00 5 25.000.000,00   

3.25.05.1.01.0017 - 

Penumbuhan dan 
Pengembangan Kelompok 
Masyarakat Pengawas 

(POKMASWAS) 

      40.000.000,00   50.000.000,00   50.000.000,00   50.000.000,00   50.000.000,00   

Kelompok Masyarakat 

Pengawas (POKMASWAS) 
yang ditumbuhkan, dan 
dikembangkan 

Jumlah POKMASWAS 

yang ditumbuhkan, dan 
dikembangkan 
(Kelompok Masyarakat) 

0 11 40.000.000,00 11 50.000.000,00 11 50.000.000,00 11 50.000.000,00 11 50.000.000,00   

3.25.05.1.02 - 
Pengawasan Sumber Daya 

Perikanan di Wilayah 
Sungai, Danau, Waduk, 
Rawa, dan Genangan Air 
Lainnya yang Dapat 

Diusahakan Lintas 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

      0,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   



IV-139 IV-139 
IV-139 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

Meningkatnya kepatuhan 
pelaku usaha pemasaran 

dan pengolahan hasil 
perikanan sesuai dengan 
standar mutu dan 
peraturan perundang-

undangan di tingkat 
provinsi 

Jumlah pelaku Usaha 
Pemasaran hasil 

perikanan dan/atau 
usaha Pengolahan Hasil 
Perikanan yang 
diperiksa kepatuhannya 

sesuai kewenangan 
provinsi (Pelaku Usaha) 

0 0 0,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00   

3.25.05.1.02.0004 - 
Pengawasan Usaha 
Pemasaran hasil 

perikanan dan/atau 
usaha Pengolahan Hasil 
Perikanan sesuai 
kewenangan provinsi 

      0,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   

Usaha Pemasaran hasil 

perikanan dan/atau 
usaha Pengolahan Hasil 
Perikanan sesuai 

kewenangan provinsi yang 
diawasi 

Jumlah pelaku Usaha 
Pemasaran hasil 

perikanan dan/atau 
usaha Pengolahan Hasil 
Perikanan yang 

diperiksa kepatuhannya 
sesuai kewenangan 
provinsi (Pelaku Usaha) 

0 0 0,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00   

3.25.06 - PROGRAM 
PENGOLAHAN DAN 

PEMASARAN HASIL 
PERIKANAN 

      400.000.000,00   1.141.000.000,00   745.000.000,00   845.000.000,00   2.500.000.000,00   

Meningkatnya produksi 

Olahan Hasil Perikanan 

Angka Konsumsi Ikan 

(Kg/KAP/TH) 
68,17 41,37 400.000.000,00 42,13 1.141.000.000,00 42,90 745.000.000,00 43,65 845.000.000,00 44,41 2.500.000.000,00 

3.25.0.00.0.00.19.00

00 - Dinas Kelautan 
dan Perikanan 

  
Jumlah Produk Olahan 

Hasil Perikanan (Ton) 
19.692,58 13.500   13.600   13.700   13.800   13.900     

3.25.06.1.01 - Penerbitan 

Izin Usaha Pemasaran 
dan Pengolahan Hasil 
Perikanan Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 

(Satu) Daerah Provinsi 

      115.000.000,00   96.000.000,00   90.000.000,00   105.000.000,00   265.000.000,00   

Tersedianya pelayanan 
perizinan usaha 

pemasaran dan 
pengolahan hasil 
perikanan lintas 
kabupaten/kota 

Jumlah Data dan 

Informasi Usaha 
Subsektor Pengolahan 
Ikan, Subsektor 

Pemasaran Ikan, dan  
Usaha Jasa Pasca Panen 
Penangkapan Ikan 
berdasarkan skala 

usaha dan risiko 
(Dokumen) 

0 2 115.000.000,00 1 96.000.000,00 1 90.000.000,00 1 105.000.000,00 1 265.000.000,00   

  

Jumlah Rekomendasi 
Perizinan Berusaha 
Untuk Menunjang 

Kegiatan Usaha 
Subsektor Pengolahan 
Ikan dan Subsektor 
Pemasaran Ikan Skala 

Usaha Menengah dan 
Besar (Rekomendasi) 

25 25   30   30   35   35     
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

3.25.06.1.01.0004 - 
Penyediaan Data dan 

Informasi Usaha 
Pemasaran dan 
Pengolahan Hasil 
Perikanan Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

      65.000.000,00   15.000.000,00   15.000.000,00   15.000.000,00   15.000.000,00   

Tersedianya Data dan 
Informasi Usaha  
Subsektor Pengolahan 

Ikan, Subsektor 
Pemasaran Ikan, dan  
Usaha Jasa Pasca Panen 

Penangkapan Ikan 
berdasarkan skala usaha 
dan risiko 

Jumlah Data dan 
Informasi Usaha 
Subsektor Pengolahan 

Ikan, Subsektor 
Pemasaran Ikan, dan  
Usaha Jasa Pasca Panen 
Penangkapan Ikan 

berdasarkan skala 
usaha dan risiko 
(Dokumen) 

0 2 65.000.000,00 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00   

3.25.06.1.01.0007 - 
Penerbitan Rekomendasi 

Perizinan Berusaha Untuk 
Menunjang Kegiatan 
Usaha Subsektor 
Pengolahan Ikan dan 

Subsektor Pemasaran 
Ikan Skala Usaha 
Menengah dan Besar 

      50.000.000,00   81.000.000,00   75.000.000,00   90.000.000,00   250.000.000,00   

Diterbitkannya 
Rekomendasi Perizinan 

Berusaha Untuk 
Menunjang Kegiatan 
Usaha Subsektor 
Pengolahan Ikan dan 

Subsektor Pemasaran 
Ikan Skala Usaha 
Menengah dan Besar 

Jumlah Rekomendasi 
Perizinan Berusaha 

Untuk Menunjang 
Kegiatan Usaha 
Subsektor Pengolahan 
Ikan dan Subsektor 

Pemasaran Ikan Skala 
Usaha Menengah dan 
Besar (Rekomendasi) 

25 25 50.000.000,00 30 81.000.000,00 30 75.000.000,00 35 90.000.000,00 35 250.000.000,00   

3.25.06.1.02 - Pembinaan 
Mutu dan Keamanan 

Hasil Perikanan bagi 
Usaha Pengolahan dan 
Pemasaran Skala 
Menengah dan Besar 

      100.000.000,00   400.000.000,00   150.000.000,00   200.000.000,00   500.000.000,00   

Meningkatnya mutu dan 
keamanan hasil 

perikanan pada usaha 
pengolahan dan 
pemasaran skala 

menengah dan besar 
melalui pembinaan yang 
berkelanjutan 

Jumlah Pembinaan, 

Fasilitasi, Pemantauan, 
dan Evaluasi terhadap 
Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan, dan 

Daya Saing serta 
Pemberdayaan Usaha 
dalam rangka 

Menghasilkan Produk 
yang Aman dan 
Bermutu untuk 
dikonsumsi atau 

digunakan, dan Berdaya 
Saing (Kegiatan) 

2 2 100.000.000,00 2 400.000.000,00 2 150.000.000,00 2 200.000.000,00 2 500.000.000,00   
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

3.25.06.1.02.0003 - 
Pelaksanaan Pembinaan, 

Fasilitasi, Pemantauan, 
dan Evaluasi terhadap 
Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan, dan 

Daya Saing serta 
Pemberdayaan Usaha 
dalam rangka 

Menghasilkan Produk 
yang Aman dan Bermutu 
untuk dikonsumsi atau 
digunakan, dan Berdaya 

Saing 

      100.000.000,00   400.000.000,00   150.000.000,00   200.000.000,00   500.000.000,00   

Terlaksananya 
Pembinaan, Fasilitasi, 
Pemantauan, dan 
Evaluasi terhadap Mutu 

dan Keamanan Hasil 
Perikanan, dan Daya 
Saing serta Pemberdayaan 

Usaha dalam rangka 
Menghasilkan Produk 
yang Aman dan Bermutu 
untuk dikonsumsi atau 

digunakan, dan Berdaya 
Saing 

Jumlah Pembinaan, 

Fasilitasi, Pemantauan, 
dan Evaluasi terhadap 
Mutu dan Keamanan 

Hasil Perikanan, dan 
Daya Saing serta 
Pemberdayaan Usaha 
dalam rangka 

Menghasilkan Produk 
yang Aman dan 
Bermutu untuk 

dikonsumsi atau 
digunakan, dan Berdaya 
Saing (Kegiatan) 

2 2 100.000.000,00 2 400.000.000,00 2 150.000.000,00 2 200.000.000,00 2 500.000.000,00   

3.25.06.1.03 - Penyediaan 
dan Penyaluran Bahan 
Baku Industri Pengolahan 

Ikan Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

      135.000.000,00   350.000.000,00   250.000.000,00   250.000.000,00   850.000.000,00   

Tersedianya bahan baku 
industri pengolahan ikan 

yang cukup dan merata 
untuk mendukung 
kelancaran produksi 

pengolahan perikanan 

Jumlah Unit Usaha 
Perikanan Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 
1 (Satu) Daerah Provinsi 
yang Diberikan Insentif 
dan Fasilitasi (Unit 

Usaha) 

5 2 135.000.000,00 4 350.000.000,00 4 250.000.000,00 4 250.000.000,00 4 850.000.000,00   

3.25.06.1.03.0002 - 

Pemberian Insentif dan 
Fasilitasi bagi Pelaku 
Usaha Perikanan Lintas 

Daerah Kabupaten/Kota 
dalam 1 (Satu) Daerah 
Provinsi 

      135.000.000,00   350.000.000,00   250.000.000,00   250.000.000,00   850.000.000,00   

Diberikannya Insentif dan 

Fasilitasi bagi Unit Usaha 
Perikanan Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

Jumlah Unit Usaha 
Perikanan Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 
1 (Satu) Daerah Provinsi 
yang Diberikan Insentif 
dan Fasilitasi (Unit 

Usaha) 

5 2 135.000.000,00 4 350.000.000,00 4 250.000.000,00 4 250.000.000,00 4 850.000.000,00   
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

Meningkatnya produksi 

Olahan Hasil Perikanan 

Jumlah Produk Olahan 

Hasil Perikanan (Ton) 
1.969,58 13.500 400.000.000,00 13.600 1.141.000.000,00 13.700 745.000.000,00 13.800 845.000.000,00 13.900 2.500.000.000,00 

3.25.0.00.0.00.19.00
07 - UPTD Balai 
Pengujian Mutu dan 

Pengembangan 
Produk Kelautan dan 
Perikanan (BPMP2KP) 

3.25.06.1.02 - Pembinaan 
Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan bagi 

Usaha Pengolahan dan 
Pemasaran Skala 
Menengah dan Besar 

      50.000.000,00   295.000.000,00   255.000.000,00   290.000.000,00   885.000.000,00   

Meningkatnya mutu dan 
keamanan hasil 
perikanan pada usaha 

pengolahan dan 
pemasaran skala 
menengah dan besar 
melalui pembinaan yang 

berkelanjutan 

Jumlah Pembinaan, 
Fasilitasi, Pemantauan, 
dan Evaluasi terhadap 

Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan, dan 
Daya Saing serta 

Pemberdayaan Usaha 
dalam rangka 
Menghasilkan Produk 
yang Aman dan 

Bermutu untuk 
dikonsumsi atau 
digunakan, dan Berdaya 

Saing (Kegiatan) 

2 2 50.000.000,00 2 295.000.000,00 2 255.000.000,00 2 290.000.000,00 2 885.000.000,00   

  

Kegiatan yang diberikan 

kepada unit usaha 
berupa pembinaan, 
fasilitasi, pemantauan, 
dan evaluasi terhadap 

mutu dan keamanan 
hasil perikanan yang 
berdaya saing serta 

pemberdayaan usaha 
dalam rangka 
menghasilkan produk 
yang aman dan bermutu 

untuk dikonsumsi atau 
digunakan, dan berdaya 
saing berdasarkan skala 

usaha dan risiko 
(Kegiatan) 

0 1   2   2   3   3     

3.25.06.1.02.0003 - 
Pelaksanaan Pembinaan, 
Fasilitasi, Pemantauan, 
dan Evaluasi terhadap 

Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan, dan 
Daya Saing serta 

Pemberdayaan Usaha 
dalam rangka 
Menghasilkan Produk 
yang Aman dan Bermutu 

untuk dikonsumsi atau 
digunakan, dan Berdaya 
Saing 

      25.000.000,00   220.000.000,00   180.000.000,00   200.000.000,00   500.000.000,00   
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 

/ OUTPUT 

BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 
2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

Terlaksananya 
Pembinaan, Fasilitasi, 

Pemantauan, dan 
Evaluasi terhadap Mutu 
dan Keamanan Hasil 

Perikanan, dan Daya 
Saing serta Pemberdayaan 
Usaha dalam rangka 
Menghasilkan Produk 

yang Aman dan Bermutu 
untuk dikonsumsi atau 
digunakan, dan Berdaya 

Saing 

Jumlah Pembinaan, 
Fasilitasi, Pemantauan, 

dan Evaluasi terhadap 
Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan, dan 
Daya Saing serta 

Pemberdayaan Usaha 
dalam rangka 
Menghasilkan Produk 

yang Aman dan 
Bermutu untuk 
dikonsumsi atau 
digunakan, dan Berdaya 

Saing (Kegiatan) 

2 2 25.000.000,00 2 220.000.000,00 2 180.000.000,00 2 200.000.000,00 2 500.000.000,00   

3.25.06.1.02.0004 - 

Pelaksanaan Bimbingan 
dan Penerapan 
Persyaratan atau Standar 

Pada Usaha Pengolahan 
dan Pemasaran Skala 
Menengah dan Besar 

      25.000.000,00   75.000.000,00   75.000.000,00   90.000.000,00   385.000.000,00   

Terlaksananya Pembinaan 

Terhadap Unit Usaha 
Pengolahan dan 
Pemasaran Hasil 

Perikanan Sesuai Skala 
Usaha dan Risiko 

Kegiatan yang diberikan 
kepada unit usaha 
berupa pembinaan, 

fasilitasi, pemantauan, 
dan evaluasi terhadap 
mutu dan keamanan 

hasil perikanan yang 
berdaya saing serta 
pemberdayaan usaha 
dalam rangka 

menghasilkan produk 
yang aman dan bermutu 
untuk dikonsumsi atau 

digunakan, dan berdaya 
saing berdasarkan skala 
usaha dan risiko 
(Kegiatan) 

0 1 25.000.000,00 2 75.000.000,00 2 75.000.000,00 3 90.000.000,00 3 385.000.000,00   
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III-144 

Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

 

III-144 

Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Kep. Riau Tahun 2025-2029 

I-
144 Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Kep. Riau Tahun 2025-2029 

I-
144 Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Kep. Riau Tahun 2025-2029 

II-

144 
Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

II-

144 
Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

III-144 

Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

 

III-144 

Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Kep. Riau Tahun 2025-2029 

I-
144 Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Kep. Riau Tahun 2025-2029 

I-
144 Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Kep. Riau Tahun 2025-2029 

II-

144 
Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

II-144 

Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

IV-144 

Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

III-144 

Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

 

III-144 

Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Kep. Riau Tahun 2025-2029 

I-
144 Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Kep. Riau Tahun 2025-2029 

I-
144 Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Kep. Riau Tahun 2025-2029 

II-

144 
Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

IV-

144 
Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

4.1.2 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program 

prioritas pembangunan daerah 

Program Prioritas adalah program strategis yang 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk 

mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan 

teknik cascading (penurunan) kinerja. Program Prioritas 

Pembangunan Daerah yang dilaksanakan perangkat daerah 

memperhatikan program unggulan daerah yaitu: Perlindungan 

Sosial Nelayan (JKK & JKM); Peningkatan penguasaan teknologi 

perikanan dan kelautan; Pemberian bantuan peralatan dan 

teknologi perikanan dan kelautan; dan Pemberian modal dan 

pemasaran produk perikanan dan kelautan. 

Program prioritas yang menjadi tanggung jawab Dinas 

Kelautan dan Perikanan yaitu: (1) Program Pengelolaan 

Perikanan Tangkap; dan (2) Program Pengelolaan Perikanan 

Budidaya. Subkegiatan dalam rangka mendukung program 

prioritas pembangunan daerah meliputi sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 

PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) 

        

3.25.03 - PROGRAM 

PENGELOLAAN PERIKANAN 

TANGKAP 

Meningkatnya 

produksi perikanan 

tangkap 

   

    3.25.03.1.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai 

Dengan 12 Mil 

  

    3.25.03.1.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai 

Dengan 12 Mil 

  

    3.25.03.1.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai 
Dengan 12 Mil 

  

    3.25.03.1.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan   

    3.25.03.1.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap   

    3.25.03.1.01.0010 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap   

    3.25.03.1.03 - Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal 

Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT 

  

    3.25.03.1.03.0004 - Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor 

Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT 

- 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil 

  

    3.25.03.1.06 - Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan 

Pelabuhan Perikanan Provinsi 

  

    3.25.03.1.06 - Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan 

Pelabuhan Perikanan Provinsi 

  

    3.25.03.1.06.0002 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan 

Perikanan 

  

    3.25.03.1.06.0003 - Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan 

Pengusahaan Pelabuhan Perikanan 

  

  3.25.03.1.10 - Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 

10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan 

Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota 

dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 

 

  3.25.03.1.10.0003 - Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal 

Perikanan (BKP) 

 

3.25.04 - PROGRAM 

PENGELOLAAN PERIKANAN 

BUDIDAYA 

Meningkatnya 

produksi perikanan 

budidaya 
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PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) 

    3.25.04.1.04 - Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil 

(TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) 

Daerah Provinsi 

  

    3.25.04.1.04.0002 - Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan 

Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) 

Daerah Provinsi 

  

    3.25.04.1.05 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut   

    3.25.04.1.05 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut   

    3.25.04.1.05 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut   

    3.25.04.1.05 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut   

    3.25.04.1.05 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut   

    3.25.04.1.05.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan 
Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

  

    3.25.04.1.05.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut    

    3.25.04.1.05.0004 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan 

Ikan di Laut 

  

    3.25.04.1.05.0012 - Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan 

Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 

  

    3.25.04.1.05.0013 - Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan 

Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 
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III-147 

Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

 

III-147 

Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Kep. Riau Tahun 2025-2029 

I-
147 Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Kep. Riau Tahun 2025-2029 

I-
147 Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Kep. Riau Tahun 2025-2029 

II-

147 
Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

II-

147 
Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

III-147 

Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

 

III-147 

Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Kep. Riau Tahun 2025-2029 

I-
147 Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Kep. Riau Tahun 2025-2029 

I-
147 Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Kep. Riau Tahun 2025-2029 

II-

147 
Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

II-147 

Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

IV-147 

Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

III-147 

Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

 

III-147 

Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Kep. Riau Tahun 2025-2029 

I-
147 Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Kep. Riau Tahun 2025-2029 

I-
147 Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Kep. Riau Tahun 2025-2029 

II-

147 
Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

IV-

147 
Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 

   

 

 

4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra 

Dinas Kelautan dan Perikanan Melalui lndikator Kinerja Utama 

(IKU) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur yang 

digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan 

sasaran strategis suatu organisasi atau instansi pemerintah daerah, 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007. IKU berfungsi sebagai tolok 

ukur kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan. Penetapan IKU 

bertujuan untuk memperoleh informasi penting yang dibutuhkan 

dalam pelaksanaan manajemen kinerja secara efektif, serta sebagai 

dasar untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan strategis 

organisasi. Informasi ini kemudian dimanfaatkan untuk perbaikan 

berkelanjutan dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi. 

Dalam konteks Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2030, pencapaian 

tujuan dan sasarannya diukur melalui Indikator Kinerja Utama yang 

telah ditetapkan secara selektif. IKU ini berlaku selama periode 2025 

hingga 2030 dan disusun berdasarkan indikator yang relevan dan 

terpilih. Target keberhasilan dari setiap tujuan dan sasaran strategis 

Renstra tersebut tercantum secara rinci dalam tabel berikut. 

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran 

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Indikator Kinerja Utama 

(IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. 

IKU berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. 
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Tabel 4.3 lndikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan 

NO INDIKATOR SATUAN 
BASELINE 

TAHUN 

2024 

TARGET TAHUN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) 

1. Jumlah Total 
Produksi Perikanan 
(Tangkap dan 

Budidaya) dari 
seluruh 

kabupaten/kota di 
wilayah provinsi 

(sumber data: one 
data KKP) 

Ton 375.153,75 355.181,23 358.738,82 362.468,42 366.382,79 370.527,00 374.848,54 
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4.3 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 

melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025-2030 

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan merupakan 

instrumen pengukuran yang secara langsung merepresentasikan 

capaian kinerja yang direncanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan 

dalam periode lima tahun mendatang, sebagai perwujudan komitmen 

terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang termuat dalam 

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Provinsi Kepulauan Riau. Target kinerja yang disusun berdasarkan 

arah kebijakan RPJMD dimaksud dijadikan acuan dalam proses 

evaluasi pembangunan daerah secara menyeluruh. Selanjutnya, 

capaian terhadap indikator-indikator tersebut akan digunakan sebagai 

bahan penyusunan laporan kinerja tahunan maupun lima tahunan 

Dinas Kelautan dan Perikanan, sehingga wajib dijadikan pedoman oleh 

seluruh aparatur di lingkungan dinas dalam melaksanakan tugas dan 

fungsi secara optimal. 

Penetapan target penyelenggaraan urusan dimaksud dituangkan 

melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berlaku untuk periode 

perencanaan tahun 2025 hingga 2030. Adapun rincian target kinerja 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dimaksud tersaji dalam 

tabel berikut. 
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Tabel 4.4 

Indikator Kinerja Kunci Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2030 

NO INDIKATOR SATUAN 
BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET TAHUN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) 

1. Jumlah Produksi 
Perikanan Tangkap 

Ton 35.255,75 31.528.197 316230,66 317179,36 318130,89 319085,29 320042,54 

2. Kepatuhan pelaku 
usaha kelautan dan 
perikanan 

% 95 90 90 90 90 90 90 

3. Nilai SAKIP 
Perangkat Daerah 

Predikat BB BB BB BB BB BB BB 

4. Persentase Luas 
Kawasan Konservasi 
yang Dikelola 
Minimum 

% 75 90 92 94 98 98 98 

5. Jumlah Produksi 
Perikanan Budidaya 

Ton 39.898 39.899,26 42.508,16 45.289,06 48.251,89 51.441,71 54.806,00 

6. Angka Konsumsi 
Ikan 

Kg/KAP/TH 68,17 40,61 41,37 42,13 42,90 43,65 44,41 

7. Indeks 
Profesionalisme 
Sumber Daya 
Manusia Perangkat 
Daerah 

Indeks 80,13 80,20 80,53 80,84 80,99 81,30 81,45 

8. Jumlah Produk 
Olahan Hasil 
Perikanan 

Ton 19.692,58 13.400 13.500 13.600 13.700 13.800 13.900 

9. Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

Indeks 85,79 85,81 85,83 85,85 85,87 85,89 86,01 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 secara garis besar disusun 

melalui beberapa tahapan, meliputi tahap persiapan, penyusunan 

rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan 

akhir, dan penetapan Renstra melalui Peraturan Gubernur. 

Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk memastikan keselarasan 

antara tujuan, strategi, kebijakan, dan program, kegiatan dan sub 

kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah.  

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 

2025–2029 mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran 

pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Renstra ini akan 

menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas 

Kelautan dan perikanan selama kurun waktu tahun 2025-2029 dan 

pada masa transisi tahun 2030. Renstra ini juga akan menjadi acuan 

dalam melakukan evaluasi pembangunan di bidang Kelautan dan 

Perikanan. Renstra ini menjadi pijakan kebijakan operasional bagi 

seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan, 

termasuk Sekretariat, Bidang, Cabang Dinas, dan UPT dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.  

 

5.2 Kaidah Pelaksanaan 

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-

2029 yang perlu diatur sebagai berikut : 

1. Renstra agar dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan 

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Kepulauan Riau yang merupakan dokumen perencanaan tahunan 
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dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029 dan pada tahun 

transisi 2030.  

2. Sekretariat, Bidang, Cabang Dinas, dan UPTD  lingkup Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan

program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-

baiknya, sehingga dapat mencapai target-target kinerja yang

tercantum dalam Renstra.

3. Seluruh aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Kepulauan Riau dapat menjalin koordinasi dan kerja sama yang

baik, sehingga target-target kinerja tujuan, sasaran, program,

kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra ini

dapat tercapai dengan baik.

5.3 Pedoman Pengendalian dan Evaluasi 

Pedoman pengendalian dan evaluasi yang perlu dipedomani 

adalah sebagai berikut: 

1. Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra

Dinas Kelautan dan Perikanan, maka perlu dilakukan penyusunan

analisis risiko dan pengendalian risiko strategis perangkat daerah.

2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi

penyelenggaraan pembangunan serta memastikan pencapaian

target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil kinerja tujuan,

sasaran, program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Tanjungpinang,  19 September 2025 

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 

Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si 

NIP. 19690504 200003 1 008 




